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KATA PENGANTAR 

Permodelan diperlukan untuk menggambarkan karakteristik 

lingkungan secara efektif, digunakan sebagai pendekatan dalam 

menangani permasalahan lingkungan secara komprehensif sebagai 

akibat dari perkembangan industri dan jasa. Persoalan-persoalan 

penceramaan dan kerusakan lingkungan  memerlukan penanganan 

yang tepat dengan pendekatan rekayasa, teknologi, ekonomi dan 

sosial.  

Buku Permodelan Lingkungan: Teori dan Aplikasi menghadirkan 

pendekatan teori permodelan yang diaplikasikan pada 

penyelesaian permasalahan lingkungan di lapangan. Pembahasan 

pada buku ini dimulai dari memahami model, bagaimana 

mengembangkan berbagai model, dan mengaplikasikan model 

pada berbagi permasalahan lingkungan. Para penulis merupakan 

mahasiswa yang sedang menempuh Program Doktor Ilmu 

Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dengan 

bimbingan dan arahan dari pengampu mata kuliah Analisis Sistem 

dan Permodelan Lingkungan. 

Buku ini ditujukan bagi para akademisi maupun praktisi yang 

menekuni kajian Iingkungan, sebagai pegangan dalam pembuatan 

dan pengembangan model.  Semoga buku ini memberi manfaat 

bagi para pembacanya. 

 

Semarang,   Februari 2021
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BAB 1 

 
Pengembangan dan Penerapan  

Permodelan Lingkungan 

 

PURWANTO 

 

1.1. Perlunya Permodelan Lingkungan 

Karakteristik lingkungan dapat dipelajari secara langsung dengan cara 

mengumpulkan data lapangan, melakukan berbagai pengukuran 

parameter dan variabel agar mendapatkan gambaran nyata sistem 

lingkungan. Pengukuran secara langsung dengan jumlah data yang 

banyak, memerlukan biaya tinggi dan waktu yang lama sehingga 

kurang efektif. Penggambaran sistem lingkungan secara efektif dapat 

dilakukan dengan memgembangkan permodelan lingkungan. 

Permodelan diperlukan untuk menggambarkan karakteristik dan 

penyelesaian permasalahan yang dihadapi, baik yang memerlukan 

penanganan rekayasa teknis maupun rekayasa sosial. Persoalan-

persoalan lingkungan seperti pencemaran air, kontaminasi tanah, dan 

pencemaran udara yang dihadapi memerlukan penanganan yang tepat 

dengan pendekatan teknologi, ekonomi dan sosial.  



 

2                                                 Permodelan Lingkungan: Teori dan Aplikasi 

 

Permodelan lingkungan merupakan representasi nyata dari suatu 

sistem lingkungan dalam bentuk gambar, persamaan matematik 

maupun bentuk lainnya. Permodelan matematik yang dikembangkan 

untuk aplikasi lingkungan diarahkan agar mudah dipahami dan 

diselesaikan secara analitik atau dengan perangkat lunak program 

komputer yang tersedia untuk memudahkan bagi peneliti maupun 

praktisi lapangan. 

Beven (2009) menyatakan bahwa permodelan bertujuan untuk 

memahami, dan memprediksi karakteristik sistem lingkungan 

berorientasi pada keperluan praktis. Baik ilmuwan maupun praktisi, 

banyak yang menggunakan model secara pragmatis. Dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, model yang digunakan untuk 

melakukan prediksi berevolusi menjadi semakin realistis dalam 

menggambarkan kondisi sistem nyata. 

Model lingkungan terdiri dari dua macam pendekatan (Lanika et al., 

2013) yaitu model konvensional dan model terintegrasi. Model 

konvensional (Voinov et al., 2008) berupa model yang disederhanakan 

untuk mempresentasikan kondisi nyata. Pada umumnya, model ini 

mempunyai tujuan tunggal dan pendekatan satu disiplin, dalam 

berbagai bentuk dan implementasi aspek mental, verbal, grafik, 

matematika, logika, fisika, dan lainnya. Model terintegrasi mencakup 

himpunan dari komponen yang saling interdependen, secara bersama-

sama membentuk sistem model yang sesuai dengan kondisi nyata 

(EPA, 2008, 2009). 

Di lain pihak, para peneliti dan praktisi masih banyak menggunakan 

persamaan garis untuk mengolah data, apalagi koefisien regresi 

mendekati satu seakan-akan telah membuat model dengan tepat. 

Persamaan garis bukanlah suatu model, lebih tepat bila digunakan 
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untuk representasi matematik penyajian data yang banyak dan 

digunakan untuk interpolasi data. Koefisien pada persamaan garis 

tidak dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena lingkungan, dan 

hanya dapat digunakan untuk sistem tertentu sehingga tidak dapat 

diaplikasikan pada sistem lain. 

 

1.2. Jenis-jenis Model 

Jenis-jenis model dapat digunakan secara sendiri-sendiri maupun 

digunakan secara bersamaan untuk menggambarkan sistem 

lingkungan nyata.   

Jenis model berikut merupakan model yang sering digunakan, dan 

penjelasannya tidak hanya terbatas pada model berikut : 

1. Model gambar (pictorial models) digunakan untuk 

menggambarkan interaksi antar komponen di dalam suatu 

sistem. 

2. Model prosedural (procedural models) merupakan gambaran 

dari langkah-langkah yang terkait dengan prosedur seperti 

perencanaan proyek daerah aliran sungai, pengoperasian unit 

pengolahan limbah, dan sejenisnya.  

3. Model kehandalan (reliability models) menggunakan teori 

kebolehjadian untuk melakukan evaluasi kehandalan suatu 

sistem. 

4. Model matematika (mathematical models) dikembangkan 

secara teoritik atau secara induktif  berdasarkan hukum-hukum 

dasar seperti fisika, kimia dan biologi, digunakan untuk 

menggambarkan kinerja dan kelakuan sistem secara 

kuantitatif. Model dapat tediri dari satu atau beberapa 
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persamaan yang menghubungkan antara input, output dan 

karakteristik sistem.  

a. Model deterministik (deterministic models) apabila input, 

output dan parameter sistem dapat dinyatakan dalam 

bentuk angka tertentu pada berbagai kondisi sistem. 

b. Model kebolehjadian atau stokastik (probabilistic or 

stochastic models) apabila besarnya input, output bersifat 

tak pasti. 

5. Model empirik (empirical models) adalah model yang 

dikembangkan dari hubungan input dan output yang diperoleh 

dari data empirik atau secara deduktif. 

6.  Model semi empirik (semiempirical models) adalah model yang 

dikembangkan berdasarkan hukum dasar dan kecenderungan 

hubungan antar variabel yang diperoleh dari data empirik. 

 

1.3. Keadaan Sistem 

Sebuah sistem lingkungan adalah suatu keseluruhan yang ditinjau dan 

dibatasi oleh sekeliling yang di dalamnya terjadi interaksi antar unsur-

unsur penyusun sistem serta terjadi pula interaksi antara sistem 

dengan lingkungan sekitar. Jorgenson (1992) membahas sistem 

lingkungan dalam sebuah pola integrasi teori ekosistem. Contoh 

sistem lingkungan adalah danau, sungai, aliran bawah tanah, udara 

dengan batasan tinjauan ruang dan waktu untuk keperluan 

permodelan. 
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Gambar 1.1. Interaksi sistem dan sekitarnya 

 

Keadaan sistem yang ditinjau sebagai fungsi waktu dikenal sebagai 

keadaan dinamik dan statik. Keadaan dinamik merupakan keadaan 

sistem yang selalu berubah terhadap waktu, ditandai dari keadaan tak 

tunak atau transisi (unsteady state) sampai ke keadaan tunak atau 

mantap (steady state). Sistem dalam keadaan statik apabila tidak ada 

perubahan di dalamnya. Pengertian keadaan tunak dan statik 

seringkali dianggap sama, perbedaannya adalah bahwa keadaan tunak 

merupakan bagian dari keadaan dinamik pada saat harganya tetap 

terhadap waktu, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2.  
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Gambar 1.2. Kurva dinamik suatu sistem 

(Sumber: Purwanto, 2005) 

 

Pada bahasan selanjutnya digunakan pengertian keadaan dinamik 

apabila terjadi perubahan sistem terhadap waktu yang ditunjukkan 

pada respon karena adanya gangguan dan perubahan kondisi sistem. 

Keadaan tunak (steady) digunakan untuk menggambarkan keadaan 

sistem yang sudah mantap, dan respon tidak berubah terhadap waktu. 

 

1.4. Model Matematika Lingkungan 

Model matematika didefinisikan sebagai perumusan permasalahan 

rekayasa lingkungan ke dalam bentuk persamaan matematika 

berdasarkan hukum-hukum dasar fisika, kimia, biologi.  Model 

matematika yang dibuat berdasarkan hukum-hukum dasar dapat 

0

2

4

6

8

10

12

0 4 8 12 16 20

t

X

kurva dinamik

keadaan tunak

keadaan tak tunak



 

Purwanto et al.                                                                                                      7 
 

dipakai dan diterapkan secara luas, mulai dari tahapan kajian 

laboratorium dan lapangan, perancangan dan operasi, serta evaluasi. 

Berbagai permodelan matematika yang diterapkan pada lingkungan 

dibahas oleh James (1978), Schnoor (1996), dan Capra (1997). Watts 

(1998) dan Wentz (1995) membahas permodelan lingkungan limbah 

berbahaya dan beracun mulai dari sumber, persebaran dan penerima 

risiko. Berbagai model matematika yang diterapkan dalam pengolahan 

air dilakukan oleh Montgomery (1985) dan pengolahan air limbah oleh 

Metcalf & Eddy (1991). Rau dan Wooten, (1980) mengetengahkan 

berbagai model lingkungan dikaitkan dengan analisis dampak 

lingkungan. 

Gambar 1.3. menyajikan permodelan pada suatu sistem yang ditinjau 

yaitu degradasi limbah organik pada suatu kolam stabilisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Diagram kolam stabilisasi 

Model matematika yang dikembangkan untuk menggambarkan proses 

tersebut pada keadaan dinamik adalah: 

 

input 

Q, m3/h 

output 

Q, m3/h SISTEM 

V, m3 
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                          (1.1) 

 

dengan : S = BOD keluar dari kolam stabilisasi, mg/L 

So = BOD masuk ke kolam stabilisasi, mg/L 

k = konstanta laju degradasi, hari-1 

V = volume kolam, m3 

Q = laju alir limbah masuk kolam, m3/hari 

t = waktu proses, hari 

 

Profil kadar BOD keluar kolam sebagai fungsi waktu dalam keadaan 

dinamik disajikan pada Gambar 1.4.  

 

Gambar 1.4. Profil BOD menurut model pada persamaan (1.1) 

(Sumber: Purwanto, 2005) 
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Pengembangan model matematika dan penerapannya secara luas 

akan menghindari bentuk-bentuk model berdasarkan regresi korelasi 

atau penggunaan persamaan garis yang masih banyak dipakai dalam 

berbagai penelitian laboratorium maupun lapangan. Model yang telah 

dibuktikan kebenarannya, dapat dipakai untuk melakukan simulasi 

guna mengetahui kecenderungan respon terhadap perubahan input 

maupun parameter yang ada di dalam suatu sistem. 

 

1.5. Pengembangan Permodelan Lingkungan 

Model lingkungan dikembangkan berdasarkan tujuan permodelan, 

dimulai dari perumusan masalah, pengumpulan informasi dan data 

yang diperlukan untuk membuat model, sampai dengan validasi model 

sehingga dapat digunakan untuk simulasi dan penerapan model. 

Langkah permodelan lingkungan yang dikembangkan Purwanto 

(2005), berdasarkan konsep Trapp dan Matthies (1998) adalah sebagai 

berikut: 

1. Pernyataan permasalahan dan tujuan 

Permasalahan dan tujuan pembuatan model rekayasa 

lingkungan dinyatakan secara jelas dan spesifik disertai dengan 

hubungan fungsional antar variabel secara kuantitatif dan 

ketelitian yang tinggi. Langkah pertama ini menghasilkan 

model kalimat (word model). 

2. Penyiapan informasi 

Sistem yang dilakukan permodelan dengan mudah 

digambarkan dalam bentuk sketsa atau diagram dan setiap 

variabel penting didentifikasi dengan jelas. Buat asumsi untuk 

pembuatan model dan lengkapi data yang diperlukan. Model 
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yang dihasilkan dari langkah ke dua ini disebut model diagram 

(diagram model). 

3. Formulasi Model 

Model matematika untuk menggambarkan sistem didasarkan 

pada laju input ke dalam sistem dan output dari sistem, 

sehingga model ini disebut juga Model Input-Output (Input-

Output models). 

4. Penyelesaian Persamaan 

Penyelesaian persamaan model dapat dilakukan secara grafik, 

analitik, dan numerik. Penyelesaian grafik dapat dengan 

perangkat lunak seperti Microsoft Excel®, SPSS®. Penyelesaian 

numerik dapat menggunakan perangkat lunak Polymath, 

Matlab, Mapple. 

5. Analisis Hasil 

Analisis ketepatan model berdasarkan metode penyelesaian 

pendekatan, misalkan model tak linier diselesaikan dengan 

cara linierisasi persamaan, ketelitian hasil dengan penyelesaian 

numerik. Pada analisis hasil dilakukan pula interpretasi 

termasuk juga kelakuan dari model dan evaluasi sensitivitas 

model. 

6. Validasi Model 

Validasi model adalah membandingkan antara data dengan 

hasil yang diperoleh dari persamaan model, selanjutnya 

membandingkan data dengan hasil yang lebih kompleks. 
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Gambar 1.5. Langkah Pembuatan model (Sumber : Purwanto, 2005) 

 

Langkah permodelan lingkungan ini tidak hanya terbatas pada 

pengembangan model rekayasa lingkungan, namun juga dapat 

diaplikasikan untuk permodelan sosial dan ekonomi lingkungan. 
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Model kebijakan pengembangan institusi, legislasi, kesehatan dan 

keselamatan kerja, finansial telah dikenalkan oleh DFID Wardell 

Amstrong (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6. Model kebijakan pengembangan institusi, legislasi, 

kesehatan dan keselamatan kerja, dan finansial 

(Sumber : DFID Wardell Amstrong, 2000) 
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keterampilan pengujian model secara terpadu, menghilangkan 

tinjauan media spesifik dan menggunakan semua media lingkungan 

secara bersama-sama. Ramaswami et al., 2005 menggunakan 

permodelan lingkungan terintegrasi untuk menjelaskan persebaran, 

perpindahan dan risiko pencemar pada lingkungan dengan tinjauan 

media udara, air, dan tanah secara terpadu. Pembahasan 

komprehensif permodelan lingkungan disajikan oleh Laniak et al. 

(2013). 
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BAB 2 

 
Potensi dan Perkembangan 

Produksi Biogas dari Limbah Pertanian pada 

Solid State Anaerobic Digestion (SS-AD) 
 

HASHFI HAWALI ABDUL MATIN 

 

2.1. Pendahuluan 

Pemenuhan kebutuhan energi Indonesia sebagian besar diambil dari 

energi fosil berupa minyak bumi, batubara, dan gas (Budiyono et al., 

2014). Apabila tidak ada kebijakan baru, maka yang terjadi adalah 

kelangkaan energi. Diperlukan alternatif energi sebagai media 

pengganti energi fosil yaitu salah satunya dengan energi biogas. Energi 

biogas merupakan energi yang dihasilkan dari limbah organik dan 

diproses secara anaerobik sehingga menghasilkan gas dengan unsur 

utamanya adalah gas metana (Sapci, 2013). Dengan unsur utama 

tersebut, biogas dapat digunakan untuk memasak bahkan dapat pula 

dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor hingga 

pembangkit listrik (Padmono, 2007). Banyak peneliti mengembangkan 

biogas dengan bahan baku limbah pertanian, yang kemudian disebut 

sebagai biogas generasi kedua (Matin dan Hadiyanto, 2018). Potensi 
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pengembangan biogas dengan bahan baku limbah pertanian di 

Indonesia sangat besar mengingat negara ini adalah negara agraris. 

Dalam produksinya secara anaerobik dan dalam hal ini pada kondisi 

solid state anaerobic digestion (SSAD), diperlukan beberapa parameter 

untuk mendapatkan kondisi operasi yang optimal. Parameter-

parameter tersebut diantaranya adalah suhu, keasaman (pH), total 

padatan (TS), alkalinitas, rasio F/M dan rasio C/N. Selain itu, 

karakteristik dari limbah pertanian yang akan digunakan juga harus 

diketahui dengan baik agar dapat terdegrasi dengan mudah oleh 

mikroorganisme. Untuk beberapa limbah pertanian yang sukar 

terdegradasi, diperlukan perlakuan awal secara fisika, kimia, dan 

biologi agar dapat dicerna dengan baik oleh mikroorganisme. 

Artikel ini bertujuan untuk mengulas penelitian biogas terdahulu 

dengan bahan baku limbah pertanian secara SSAD serta menawarkan 

pembahasan mendalam tentang penelitian lebih lanjut guna 

memperoleh kondisi pengoperasian yang optimal dalam skala batch 

atau kontinu. 

 

2.2. Karakteristik Limbah Pertanian 

Limbah pertanian merupakan biomassa yang termasuk ke dalam 

bahan organik. Oleh karenanya, limbah pertanian pasti dapat 

dikonversi menjadi biogas. Apa yang membedakan antara satu dengan 

lainnya adalah akibat dari karakteristik dari limbah pertanian tersebut. 

Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.1. berikut ini, sekam padi 

merupakan limbah dengan kadar selulosa tertinggi. Di sisi lain, 

meskipun kayu keras juga memiliki kadar selulosa yang relatif tinggi, 

namun kadar hemiselulosanya relatif lebih rendah dibandingkan 
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dengan sekam padi. Dibandingkan dengan limbah pertanian yang lain, 

jerami padi merupakan salah satu yang memiliki kadar debu tertinggi.  

 

Tabel 2.1. Karakteristik limbah pertanian 

Limbah Pertanian 
Karakteristik 

Selulosa Hemiselulosa Lignin Debu 

Sekam padi 58,8% 18% 21% sekitar 1% 

Jerami padi 28-36% 23-28% 12-16% 15-20% 

Tandan kosong kelapa 
sawit 

36-42% 25-27% 15-17% 0,7-6% 

Ampas tebu 32-44% 27-32% 19-24% 1,5-5% 

Bambu 26-43% 15-26% 21-31% 1,7-5% 

Kayu keras 40-45% 7-14% 26-34% sekitar 1% 

Kayu halus 38-49% 19-20% 23-30% sekitar 1% 

(Sumber : Matin dan Hadiyanto, 2018) 

Berbagai macam karakteristik limbah pertanian menyebabkan 

terjadinya perbedaan volume biogas yang dihasilkan. Seperti halnya 

pada kandungan ligninnya, rata-rata pada limbah yang telah 

disampaikan di atas mencapai 25%. Kondisi tersebut mengakibatkan 

sukarnya mikroorgnasime untuk melakukan penguraian pada kondisi 

anaerobik di dalam digester biogas. Hal tersebut menyebabkan 

penurunan produksi biogas bahkan dapat lebih rendah jika 

dibandingkan dengan biogas dari limbah peternakan yang mudah 

terurai (degradable). 

2.3. Perlakuan Pendahuluan 

Dalam upaya untuk mendapatkan produktivitas biogas yang tinggi 

diperlukan perlakuan pendahuluan. Tujuannya adalah untuk memecah 

lignin sehingga mudah terurai oleh mikroorganisme. 
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2.3.1. Perlakukan Pendahuluan secara Fisika 

Tujuan utama dari perlakuan pendahuluan secara fisika adalah 

meningkatkan luas permukaan bahan baku serta mengurangi 

kristalinitas dan derajat polimerisasi selulosa (Taherzadeh and Karimi, 

2008). Proses perlakuan pendahuluan ini dapat melalui penggilingan 

dan radiasi. Fungsi dua proses tersebut adalah untuk meningkatkan 

hidrolisis enzimatis atau biodegradasi bahan limbah lignoselulosa. 

Perlakuan yang pertama adalah dengan penumbukan pada residu 

pertanian seperti jerami gandum, jerami padi, oat, semanggi, ampas 

tebu, sabut kelapa, rami, daun pisang, dan daun kembang kol. 

Penumbukan yang dilakukan hingga mencapai ukuran partikel 0,003-

30 mm, dapat meningkatkan produksi gas metana sampai 30% (Li, Park 

and Zhu, 2011).  

Selanjutnya, perlakuan dengan Steam-explosion dilakukan oleh 

(Kallioinen, 2014) pada jerami gandum, batang jagung, jerami jagung, 

limbah jeruk, dan bubur kentang, dilakukan beberapa detik pada 

kondisi 160-260 oC dan 0,7-4,8 MPa, memberikan dampak positif yaitu 

peningkatan produksi biogas sebesar 40%. Kemudian dengan Liquid 

hot water (LHW) dengan kondisi 100-230 oC dan 0,1-2,8 MPa pada 

jerami gandum, jerami padi, tandan kosong kelapa sawit, batang 

bunga matahari, dan ampas tebu dapat meningkat gas metana mulai 

dari 7-220% (Hendriks and Zeeman, 2009). Lalu dengan radiasi atau 

penyinaran dengan suhu 115-300 oC selama beberapa menit hingga 

beberapa jam pada jerami gandum, jerami barley, gandum musim 

semi, gandum musim dingin, jerami gandum, dan batang padi serta 

rumput dapat meningkatkan gas metana 4-28% (Shahriari et al., 2012; 

Sapci, 2013). 
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2.3.2.  Perlakuan Pendahuluan secara Kimia 

Perlakuan ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan kimia, 

seperti asam, basa, dan cairan ionik untuk mengubah karakteristik fisik 

dan kimia dari biomassa tinggi lignoselulosa (Zheng et al., 2014). 

Perlakuan dengan kimia basa dilakukan menggunakan NaOH, Ca(OH)2, 

CaO, KOH, dan NH3H2O pada jerami gandum, jerami padi, brangkasan 

jagung, akar bit gula, jagung, jerami ensil, ampas tebu, rapeseed, 

bunga matahari, anggur pomace, dan tandan kelapa sawit kosong 

menghasilkan dampak positif yaitu peningkatan hingga 2,3 kali lipat 

lebih banyak (Zhu, Wan and Li, 2010). Perlakuan dengan kimia asam 

dilakukan menggunakan H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4, acetic acid dan 

maleic acid pada bungkil minyak bunga matahari, residu rumah kaca, 

ampas tebu, sisa proses ekstraksi herbal, batang bunga matahari, 

sabut kelapa, tepung bunga matahari, jerami padi, dan pakis 

menghasilkan peningkatan yang signifikan yaitu mencapai 200%  

(Teghammar et al., 2012). 

 

2.3.3. Perlakuan Pendahuluan secara Biologi 

Pada perlakuan secara biologi, diperlukan mikroorganisme yang dapat 

digunakan untuk memecah lignoselulosa dan meningkatkan hidrolisis 

enzimatik. Mikroorganisme tersebut digunakan untuk mendegradasi 

lignin dan hemiselulosa tetapi sangat sedikit bagian selulosa. 

Perlakuan ini dapat dilakukan menggunakan microbial consortium 

dengan suhu 20-55 oC pada jerami jagung, batang jagung, batang 

kapas, residu singkong, dan kotoran biofibers menghasilkan 

peningkatan gas metana sebesar 25-96,63%  (Zhang et al., 2011; 

Tuesorn et al., 2013). Perlakuan berikutnya dapat dilakukan dengan 

penggunaan enzim. Enzim yang digunakan adalah laccase; pektinase; 
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campuran selulase dan hemiselulase; campuran selulase, hemiselulase 

dan β-glukosidase; dan enzim kompleks Trichoderma. Diterapkan pada 

biomasa bubur bit, hop bekas, kotoran biofiber, bubur kertas, dan 

rumput gandum, menghasilkan peningkatan gas metana mencapai 

34% (Bruni et al., 2010; Karimi and Taherzadeh, 2016). 

 

2.4. Solid State Anaerobic Digestion 

Berbeda dengan generasi pertama, substrat teknologi biogas generasi 

kedua memiliki kadar air yang lebih rendah rendah. Produksi biogas 

dengan TS di atas 15% dikategorikan sebagai solid state anaerobic 

digestion (SSAD). SSAD lebih cocok untuk menangani limbah organik 

dengan rendah air. SSAD memiliki beberapa parameter yang harus 

dipenuhi agar mencapai kondisi operasi yang optimal. Pada tabel 2.2 

berikut, disampaikan parameter hasil penemuan oleh beberapa 

peneliti pada berbagai macam limbah pertanian. 

 

Tabel 2.2. Parameter yang Mempengaruhi Produksi Biogas 

Parameter Kondisi Hasil 

Rasio C/N 
(Syafrudin et al., 2017; 
Syafrudin et al., 2017b; 
Okonkwo et al., 2018) 

SS-AD TS 21%, rasio C/N 
20-35, NaOH 3% and 
enzyme 5% 

Produktivitas biogas 
terbaik adalah pada 
rasio C/N 35 

SS-AD TS 15-40%, rasio 
C/N 20-50, NaOH 3% 
and Enzyme 6% 

Produktivitas biogas 
terbaik adalah pada 
rasio C/N 35 dengan TS 
27% 

- Produktivitas biogas 
terbaik adalah pada 
rasio C/N 30 
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Rasio F/M 
(Syafrudin et al., 2017) 

SS-AD 21%, rasio C/N 
25, rasio F/M 6-24, 
Enzyme 5% 

Produktivitas biogas 
terbaik adalah pada 
rasio F/M 10 

- Produktivitas biogas 
terbaik adalah pada 
rasio F/M 6 

Total Solid 
(Budiyono et al., 2014; 
Syafrudin et al., 2017b) 

SS-AD pada TS 17-23%, 
rasio C/N 25 

Produktivitas biogas 
terbaik adalah pada TS 
23% per unit volume 
dan TS 17% per unit 
weight (grams) 

SS-AD pada TS 15-40%, 
rasio C/N 20-50, NaOH 
3% dan Enzym 6% 

Produktivitas biogas 
terbaik adalah pada TS 
27% dengan rasio C/N 
35 

- Produktivitas biogas 
terbaik adalah pada TS 
20-30% 

Suhu 
(Teghammar et al., 
2010; Chandra et al., 
2012) 

30-60  Cͦ Produktivitas biogas 
terbaik adalah pada 
suhu 35-50  Cͦ 

pH 
(Carlini et al., 2015) 

- Produktivitas biogas 
terbaik adalah pada pH 
6,8-7,6 

 

2.5. Model Kinetika Produksi Biogas 

Menurut (Nopharatana et al., 2007; Tuesorn et al., 2013), model 

kinetika reaksi biokimia yang digunakan untuk menggambarkan 

persamaan produksi biogas di dalam biodigester dianggap sebanding 

dengan laju pertumbuhan spesifik mikroorganisme metanogenik. 

Model mekanistik paling populer untuk kinetika enzim sederhana 

dikembangkan oleh L. Michaelis dan ML Menten pada tahun 1913. 
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Kinetika reaksi katalis enzim sederhana sering disebut sebagai kinetika 

Michaelis-Menten. Persamaan ini menjelaskan persamaan enzimatik 

antara substrat dan produk yang dihasilkan selama proses reaksi 

(Zainol and Ismail, 2019). 

𝑣 =
𝑉𝑚𝑎𝑥[𝑆]

𝐾𝑚+[𝑆]
………………………………………… (2.1) 

Keterangan: 

𝑣  = kecepatan reaksi 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = tingkat maksimum yang dicapai oleh sistem 

[𝑆]  = konsentrasi substrat S 

𝐾𝑚  = konstanta Michaelis 

Model lain disampaikan oleh (Annuar et al., 2008) dimana model 

kinetika untuk laju pertumbuhan mikroorganisme dan biosintesis 

dapat dideskripsikan dengan baik menggunakan Model Tessier. Model 

ini memperhitungkan tingkat konsumsi oleh sel atau mikroorganisme 

dan terkait secara proporsional dengan tingkat pertumbuhan. 

 

𝜇 = 𝜇max [1 − exp(−𝐾𝑠𝐶𝑠)]……………………… (2.2) 

 

Keterangan: 

𝜇 = tingkat pertumbuhan spesifik 

𝜇𝑚𝑎𝑥 = tingkat pertumbuhan spesifik maksimum 

𝐶𝑠 = konsentrasi substrat 

𝐾𝑠 = konstanta saturasi 
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Pertumbuhan berbagai mikroorganisme seperti bakteri dan mikroalga 

dapat dilihat tren laju kinetika pertumbuhannya menggunakan Model 

Monod (See J. J. et al., 2018). Skema pertumbuham bakteri dan 

mikroalga tersebut memiliki bentuk persamaan sebagai berikut: 

𝜇 =
𝜇𝑚𝑎𝑥𝑆

𝐾𝑠+𝑆
………………………………………… (2.3) 

Keterangan: 

𝜇 = tingkat pertumbuhan spesifik 

𝜇𝑚𝑎𝑥 = tingkat pertumbuhan spesifik maksimum 

𝑆 = konsentrasi substrat 

𝐾𝑠 = konstanta saturasi 

Termasuk di dalamnya limbah pertanian tinggi lignoselulosa yang 

dikonversi menjadi biogas, laju produksi biogas tersebut mengikuti laju 

pertumbuhan mikroorganisme sehingga dapat menggunakan model 

kinetika di atas. 

 

2.6. Penutup 

Perkembangan teknologi biogas generasi kedua dengan bahan baku 

limbah pertanian secara SSAD berkembang pesat. Beberapa 

parameter dikemukakan dan nilai titik operasi maksimal telah 

disampaikan. Berdasarkan dari apa yang telah disampaikan, masih 

terdapat parameter yang belum ditemukan kondisi optimal dengan 

jelas, diantaranya adalah parameter rasio F/M, suhu, dan pH. Oleh 

karenanya, diperlukan penelitian lanjutan pada parameter operasi 

dalam digester anaerobik. Dengan adanya penelitian lanjutan 
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tersebut, diharapkan dapat ditemukan kondisi operasi yang optimal 

serta dapat dilakukan scale-up secara kontinu. 
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BAB 3 

 
Produksi Biogas Dengan Metode Solid State 

Anaerobic Digestion (SS-AD) dari Biomassa 

Lignoselulosik 
 

AYUDYA IZZATI DYAH LANTASI 

 

3.1. Pendahuluan 

Energi fosil yang digunakan hingga saat ini, masih mendominasi 

konsumsi energi dunia terutama Indonesia. Selain itu, ketersediaannya 

diperkirakan akan mencapai kelangkaan sehingga dapat 

mempengaruhi ketersediaan sumber energi primer. Upaya untuk 

mengembangkan sumber energi terbarukan yang lebih ramah 

lingkungan serta memenuhi aspek keberlanjutan terus dilakukan 

untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi ini.  

Biomassa merupakan salah satu sumber energi primer yang termasuk 

dalam sumber energi baru dan terbarukan. Biomassa adalah bahan 

organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa 

produk maupun limbah atau buangan. Biomassa dinilai memiliki 

beberapa kelebihan yaitu dapat diperbaharui serta lebih terjamin 

keberlangsungan serta kesinambungannya. Sumber biomassa yang 
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dinilai potensial untuk dimanfaatkan adalah biomassa yang berasal 

dari tanaman sereal utama (Ge et al., 2016; Hutcherson, 2015).  

Biogas merupakan produk konversi limbah biomassa generasi kedua 

sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Biogas merupakan gas 

metana yang dihasilkan dari dekomposisi limbah biomassa dan dinilai 

mampu berkontribusi untuk mengurangi emisi metana dari sumber 

organik dan substitusi bahan bakar fosil (Mittal et al., 2019). Proses 

produksi biogas dari biomassa dapat dilakukan salah satunya melalui 

proses anaerobik dengan Solid State Anaerobic Digestion (SS-AD). 

Proses ini dinilai cocok untuk mengolah bahan dengan kandungan 

Total Solid (TS) yang tinggi seperti limbah tanaman karena dapat 

menghasilkan volume biogas serta organic loading yang tinggi. 

Kelebihan lainnya adalah padatan hasil proses anaerobik tersebut 

dapat digunakan menjadi produk lain yang juga bermanfaat seperti 

pupuk tanaman (Momayez et al., 2019).  

Namun, pemanfaatan padatan hasil proses SS-AD ini masih belum 

banyak dilakukan. Hal tersebut menjadi potensi yang dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan nilai digestate. Selain itu, hasil 

penelitian serta publikasi terkait SS-AD masih sangat terbatas 

dibandingkan dengan liquid state anaerobic digestion (L-AD).  

 

3.2. Biomassa Lignoselulosik 

Bahan baku lignoselulosa mewakili sejumlah besar sumber daya hayati 

terbarukan yang ketersediaannya melimpah di bumi. Bahan baku ini 

juga merupakan bahan mentah yang sesuai untuk sejumlah besar 

aplikasi untuk keberlanjutan manusia. Sebagian besar penyusun bahan 

baku tersebut terdiri atas selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya.  
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Selulosa merupakan komponen utamanya, dan memiliki 

biodegradabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan dua komponen 

penyusun lainnya. Lignin merupakan komponen yang mendukung 

struktur dinding sel tumbuhan serta menjadi penyokong yang 

memberikan kekuatan mekanis dan pelindung struktur selulosa dan 

hemiselulosa (Patowary and Baruah, 2018). Tingkat degradasi satu 

biomassa berbeda-beda bergantung pada kandungan 

lignoselulosanya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Patowary and 

Baruah (2018), disebutkan bahwa lignin pada batang jagung memiliki 

tingkat degradasi yang lebih tinggi (~47%) dibandingkan dengan jerami 

padi (~39%). 

 

Tabel 3.1. Karakteristik Beberapa Jenis Biomassa (%) 

Jenis Biomassa Selulosa Hemiselulosa Lignin 

Bonggol Jagung 33,6 37,2 19,3 

Rerumputan 25-40 35-50 10-30 

Batang Kayu Keras 40-55 24-40 18-25 

Dedaunan 15-20 80-85 0 

Kulit Kacang 25-30 25-30 30-40 

Jerami Gandum 39,2 26,1 21,1 

Jerami Padi 44,3 35,5 20,4 

Sekam Padi 24,4 29,3 19,2 

Ampas Tebu 45 20 30 

(Sumber : Dai et al., 2018; Huang and Lo, 2019; Kumari and Singh, 

2018; Lim et al., 2012). 
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3.3. Cara Meningkatkan Produksi Biogas 

3.3.1. Perlakuan Pendahuluan (Pretreatment) 

Produksi biogas dapat ditingkatkan dengan memutus struktur 

lignoselulosa pada biomassa dengan pretreatment. Kandungan 

lignoselulosa pada substrat dapat menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi produksi biogas karena kandungannya yang bervariasi 

antara satu biomassa dengan biomassa lain bergantung pada variasi 

spesies dan kondisi pertumbuhannya. Secara umum pretreatment 

dapat dilakukan secara biologis dan non-biologis. Pemilihan metode 

pretreatment perlu memperhatikan hal-hal seperti ukuran partikel 

biomassa, pembentukan produk degradasi, kebutuhan energi serta 

biaya/daur ulang katalis (Kumar and Sharma, 2017). 

 

Gambar 3.1. Ilustrasi Pemecahan Struktur Lignoselulosa Pada 

Biomassa (Sumber: Chaturvedi and Verma, 2013 ) 

 

Syafrudin et al., (2017) mengemukakan bahwa pretreatment dengan 

enzim dapat meningkatkan produksi biogas. Hal serupa juga 

didapatkan pada penelitian yang berbeda dengan metode 

pretreatment penggilingan dan pengeringan dengan oven (Barua et al., 
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2018; Syafrudin et al., 2020). Pada penelitian lain dengan substrat 

batang jagung dan jerami, pretreatment kimiawi (alkali) dan termal 

dapat meningkatkan produksi biogas hingga 66% (batang jagung) dan 

62% (jerami) (Patowary and Baruah, 2018). Pada penelitian tersebut, 

pretreatment kimiawi dilakukan dengan menggunakan campuran abu 

dari kulit pisang dan kapur.  

 

3.3.2. Co-digestion Dengan Bahan Baku Lain 

Anaerobic co-digestion merupakan salah satu upaya optimasi produksi 

biogas dengan mencampur dua atau lebih substrat. Keuntungan upaya 

ini adalah meningkatkan stabilitas proses, melemahkan efek inhibitor, 

kadar kelembaban dalam digester lebih stabil, meningkatkan sinergi 

mikroorganisme, dan mengurangi emisi gas rumah kaca (Kainthola et 

al., 2019; Siddique and Wahid, 2018). Berdasarkan beberapa 

penelitian diketahui bahwa co-substrat yang cocok bagi limbah 

agrikultur adalah co-substrat yang memiliki kandungan nitrogen tinggi 

serta mudah terdegradasi. Faktor-faktor dalam proses produksi biogas 

secara umum seperti rasio C/N, pH, dan alkalinitas perlu 

dipertimbangkan untuk menentukan rasio co-substrat yang 

digunakan.  

Biomassa lignoselulosa memiliki organic load yang tinggi, keragaman 

mikroba serta kandungan nitrogen yang rendah. Faktor-faktor 

tersebut merupakan penghambat potensial dalam proses anaerobic 

digestion. Limbah pertanian yang tidak melibatkan co-substrat pada 

proses produksi biogas akan menghasilkan biogas yang rendah. Rasio 

C/N dan prosentase lignin yang tinggi serta kontaminasi pestisida 

dapat mempengaruhi proses produksi biogas. Hambatan tersebut 

dapat diatasi dengan menambahkan co-substrat pada reaktor. Cara 
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tersebut dinilai mampu meningkatkan produksi biogas hingga lebih 

dari 20% CH4 dari yang diperkirakan (Avicenna et al., 2015; Fotidis et 

al., 2016). Berbagai penelitian telah dilakukan terkait penggunaan co-

substrat dalam produksi biogas dengan substrat biomassa. Limbah 

peternakan  seperti kotoran ayam, kambing, sapi, air limbah domestic 

serta sisa makanan banyak digunakan sebagai co-substrat limbah 

biomassa untuk produksi biogas (Wang et al., 2012; Cestonaro et al., 

2015; Patil et al., 2014; Avicenna et al., 2015; Tasnim et al., 2017; Yao 

et al., 2017; Chan et al., 2018; Jabeen et al., 2015; Zhang et al., 2018). 

Penelitian terkait co-digestion untuk produksi biogas terangkum dalam 

Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Penelitian Co-digestion Anaerobik 

Substrat Proses Hasil Ref.  

Sisa Makanan: 

Sekam Padi 
Kontinyu 82% VS removal 

(Jabeen et al., 

2015) 

Kotoran Sapi: 

Sekam Padi 

Tanpa 

pretreatment 

Tidak signifikan, 

biogas tertinggi 

dihasilkan dengan TS 

40% 

(Mulyawan et 

al., 2018) 

Penambahan 

EM-4, Variasi 

pengadukan 

dan TS 

Produksi biogas 

tertinggi pada TS 

20%+EM-

4+pengadukan 

(Asiyanthi 

Tabran et al., 

2018) 

Variasi 

proporsi 

biomassa 

Proporsi 50:50 

menghasilkan biogas 

kumulatif tertinggi 

(Iyagba et al., 

2009) 

Limbah Cair 

Tahu: Sekam 

Padi 

Reaktor fixed 

dome, batch, 

Metana terbentuk 

pada hari ke-14 

(Arifan et al., 

2018) 
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Substrat Proses Hasil Ref.  

EM-4 sebagai 

starter 

Eceng Gondok: 

Sisa makanan 

I: eceng 

gondok tanpa 

pretreatment 

II: eceng 

gondok 

dengan 

pretreatment 

Set II menghasilkan 

biogas yang lebih 

tinggi dibandingkan 

dengan set I. 

Rasio pencampuran 

1,5 dan 2 

menghasilkan biogas 

tertinggi 

(Barua et al., 

2018) 

Ajr limbah 

cucian mie: 

Sekam Padi: 

Kotoran 

Ternak 

Batch, kotoran 

ternak yang 

berbeda, 

penambahan 

abu 

Air limbah cucian 

mie+Sekam 

Padi+Kotoran ayam+ 

6 gram abu 

menghasilkan biogas 

tertinggi 

(Jijai et al., 

2020) 

 

3.4. Model Produksi Biogas Dengan Metode SS-AD 

Pemodelan merupakan salah satu cara yang efektif untuk memahami 

mekanisme reaksi, memprediksi kinerja sistem serta desain proses. 

Mealui pemodelan resiko ketidakstabilan proses degradasi baik pada 

skala laboratorium maupun skala penuh dapat ditekan. Pemodelan 

matematika untuk menggambarkan produksi biogas dapat berupa 

model teoritis, empiris dan statistik. Model teoritis dapat memberikan 

lebih banyak wawasan ke dalam mekanisme sistem yang kompleks, 

tetapi membutuhkan serangkaian masukan sehingga terlalu rumit 

untuk aplikasi umum. Sedangkan model empiris bisa jadi tidak terlalu 

rumit, namun beberapa asumsi dan persamaannya mungkin 
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dikembangkan secara empiris tanpa landasan teoretis. Model statistik 

dapat dengan mudah diturunkan dari korelasi antar data, tetapi 

terkadang masih berupa “kotak hitam atau abu-abu” yang belum 

dapat menggambarkan sepenuhnya proses yang berlangsung didalam 

sistem produksi biogas (Ge et al., 2016).  

Gambar 3.2 berikut ini merupakan ilustrasi dari penelitian Fedailaine 

et al., (2015) terkait pengembangan model biokinetik pada proses 

anerobik. Produksi biogas diilustrasikan dengan model ”black box” 

dimana terdapat input, proses serta output berdasarkan 

kesetimbangan massa substrat, biomassa dan produksi metana. 

Maksud dibuatnya model ini adalah untuk memahami fenomena atau 

proses internal yang terjadi didalam reaktor. Namun model tersebut 

dibuat untuk metode L-AD, sehingga penyesuaian tertentu mungkin 

akan diperlukan. 

 

 

Gambar 3.2. Ilustrasi Model Pengembangan Model Biokinetik pada 

Proses Anaerobik (Sumber: Fedailaine et al., 2015) 
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keterangan: 

Qi, Qf, dan Qg : Laju input dan output serta produksi biogas 

(L/hari) 

Si, Sf : Konsentrasi substrat pada inlet dan outlet (g/L) 

Xi, Xf : Konsentrasi biomassa pada inlet dan outlet (g/L) 

Z : Konsentrasi metana pada biogas (g/L) 

V : Volume reaktor (L) 

 

Berdasarkan diagram pada Gambar 3.2, persamaan kesetimbangan 

yang digunakan berdasarkan pada hukum kekekalan massa. Adapun 

neraca kekekalan biomassa dituliskan seagai berikut: 

𝑄𝑖𝑋𝑖⏟
𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

+ 𝜇𝑋𝑉𝑡⏟
𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛

= 𝑄𝑓𝑋𝑓⏟  
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

+ 𝑉𝑡
𝑑𝑥

𝑑𝑡⏟
𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖

+ 𝐾𝑑𝑋𝑉𝑡⏟  
𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛

………….……(3.1) 

 

Dibagi dengan Volume substrat serta dengan asumsi bahwa laju pada 

proses adalah konstan (Qi= Qf= Q) serta (Xf=X) maka persamaan 

biomassa menjadi; 

 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐷(𝑋𝑖 − 𝑋) + 𝜇𝑋 − 𝐾𝑑𝑋……………………………………..…………….(3.2) 

 

Dengan catatan; 𝐷 =
𝑄

𝑉𝑡
; Haldane relationship: 𝜇 = 𝜇𝑚𝑎𝑥

1

1+
𝐾𝑠
𝑆
+
𝑆

𝐾𝐼

 

 

keterangan: 

D  : laju dilusi (hari-1) 

Kd : laju pelepasan mikroorganisme (hari-1) 

µ; µmax : laju pertumbuhan mikroorganisme (hari-1) 
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Ks : saturasi konstan (g/L) 

KI  : koefisien inhibisi (g/L) 

 

Sedangkan untuk persamaan kesetimbangan substrat dinyatakan 

dalam persamaan: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐷(𝑆𝑖 − 𝑆𝑓) −

µ𝑋

𝑌𝑥
− 𝐾𝑠𝑥𝑋𝜇 − 𝐾𝑚𝑥𝑋𝜇 −

1

𝑌𝑠
(
𝑑𝑍

𝑑𝑡
+
𝑑𝐶𝐶𝑂2

𝑑𝑡
+
𝑑𝐶𝐻2

𝑑𝑡
+
𝑑𝐶𝑁𝐻3

𝑑𝑡
)…(3.3) 

 

keterangan: 

Sf = S  : substrat akhir sama dengan S 

Yx  : koefisien produksi sel baru (g/g) 

Ksx  : laju degradsi substrat untuk pertumbuhan 

mikroorganism (g/g) 

Kmx   : laju degradasi substrat untuk mempertahankan 

   mikroorganisme (g/g) 

Ys   : koefisien biogas (g/g) 

 

Pada penelitian Ferraro et al., (2019), kesetimbangan massa substrat 

juga dapat dinyatakan dalam persamaan orde pertama sebagai 

berikut: 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −𝐾𝑑. 𝐶0………………………………………………………………………………(3.4) 

keterangan: 

C0; C  : konsentrasi substrat awal dan pada waktu t 

Kd  : konstanta degradasi substrat (hari-1)  

 

Persamaan untuk menggambarkan kesetimbangan massa hydrogen 

terlarut pada proses degradasi anaerobik terdapat pada persamaan: 
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𝑑𝐶

𝑑𝑡
= ∝.𝐾𝑑 . 𝐶 + (1 − 𝑌𝐻). 𝐾𝑚,,𝐻 .

𝑆𝐻

𝑘𝑠+𝑆𝐻
. 𝑋𝐻 − 𝐾𝐿,𝐻 . (𝑆𝐻 − 16. 𝑘𝐻 . 𝑝𝐻).

𝑉𝐿

𝑉𝐺
      

                                                                  ………………………………………….(3.5) 

keterangan: 

α  : koefisien proses hidrolisis dan metanogenesis 

SH  : konsentrasi hydrogen terlarut 

KM,H  : laju spesifik maksimum biomassa hidrogenotrofik 

XH  : konsentrasi biomassa hidrogenotrofik 

KL,H  : konstanta transfer gas hydrogen 

KH  : konstanta Henry untuk hydrogen 

PH  : tekanan parsial hidrogen 

 

Produksi metana terlarut pada proses degradasi anaerobik dinyatakan 

dalam persamaan berikut: 

 

𝑑𝑆𝑀

𝑑𝑡
= (1−∝).𝐾𝑑 . 𝐶 + (1 − 𝑌𝐻). 𝐾𝑚,,𝐻.

𝑆𝐻

𝑘𝑠+𝑆𝐻
. 𝑋𝐻 − 𝐾𝐿,𝑀. (𝑀 −

64. 𝑘𝑀. 𝑝𝑀).
𝑉𝐿

𝑉𝐺
   …………………………………………………………………………(3.6) 

 

keterangan: 

SM  : konsentrasi metana terlarut 

KL,M  : konstanta transfer gas metana 

KM  : konstanta Henry untuk metana 

PM  : tekanan parsial metana 

 

Sedangkan untuk persamaan kekekalan massa gas metana adalah: 

𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 𝐾𝐿,𝑀. (𝑀 − 64. 𝑘𝑀. 𝑝𝑀).

𝑉𝐿

𝑉𝐺
………………………………………………….……..(3.6) 
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keterangan: 

M : Konsentrasi gas metana 

 

Selain itu kinetika produksi biogas dapat dinyatakan dengan model 

kinetik orde pertama seperti tercantum berikut. 

 

𝑮(𝒕) = 𝑮𝟎 × (𝟏 − 𝒆
(−𝑲𝒕))……………….…………………………………..……..(3.7) 

 

keterangan: 

G(t)   = Produksi biogas kumulatif selama t hari, ml/g 

G0  = Methane potential substrat, ml/g 

K  = Konstanta laju produksi biogas, 1/hari 

T  = Waktu, hari 

 

Pemodelan biogas dengan metode SS-AD dapat dilakukan berdasarkan 

beberapa persamaan seperti modifikasi ADM1, model Gompertz 

maupun model statistika. Namun berdasarkan beberapa penelitian 

model Gompertz lebih banyak dipilih karena mampu menggambarkan 

laju pertumbuhan bakteri pada sistem (lag-phase duration) serta 

ketersediaan nutrient bagi bakteri yang berkaitan dengan kandungan 

TS (Ge et al., 2016; Siddique and Wahid, 2018). Secara umum 

persamaan Gompertz yaitu: 

 

𝑷 = 𝑨. 𝒆𝒙𝒑 {−𝒆𝒙𝒑 [
𝑼𝒆

𝑨
(𝝀 − 𝒕) + 𝟏]}…….……………………………...……(3.8) 

keterangan: 

P  = Produksi biogas kumulatif 

A  = Produksi biogas maksimum 

U  = Konstanta laju produksi biogas maksimum 
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λ  = Waktu minimum terbentuknya biogas (lag phase) 

t  = Waktu kumulatif terbentuknya biogas 

e  = Bilangan euler (e= 2,71828..) 

 

Setiap model kinetik tersebut memiliki kelebihannya masing-masing. 

Misalnya, model kinetik orde pertama memberikan informasi 

tambahan tentang konstanta laju hidrolisis, sedangkan Model 

Gompertz memberikan informasi tentang fase lag dan laju produksi 

metana spesifik maksimum. Model kinetik orde pertama didasarkan 

pada hipotesis bahwa hidrolisis mengontrol seluruh proses dan 

ketersediaan substrat sebagai faktor pembatas. Model Gompertz yang 

dimodifikasi biasanya digunakan dalam simulasi akumulasi metana, 

dan model tersebut telah terbukti sebagai model regresi non-linier 

empiris yang sangat baik. Model tersebut menggambarkan kepadatan 

sel selama periode pertumbuhan mikroba dalam hal tingkat 

pertumbuhan eksponensial dan durasi fase lag (Pramanik et al., 2019). 

Sehingga penggunaan model dapat disesuaikan untuk penerapan di 

lapangan serta optimasi sistem. 

 

3.5. Tantangan dan Hambatan 

Teknologi biogas sudah banyak berkembang di Indonesia dengan 

menggunakan bahan baku kotoran ternak. Namun, potensi lain berupa 

limbah biomassa agrikultur belum dimanfaatkan secara optimal 

sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Produksi tanaman padi 

di Indonesia yang cukup tinggi sebagai salah satu bahan makanan 

pokok menjadi peluang dan potensi untuk diolah agar limbahnya tidak 

merugikan lingkungan.  
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Salah satu kendala terkait pemanfaatan biomassa lignoselulosik yang 

efektif adalah ikatan kimia pada dinding sel tanaman. Meskipun SS-AD 

mulai mendapat perhatian namun pengembangannya masih terbatas 

dibandingkan dengan L-AD. Penelitian selanjutnya sangat diperlukan 

untuk mengetahui mekanisme transfer massa, dinamika mikroba serta 

pemodelannya. Selain itu, analisis terkait kelayakan teknologi secara 

ekonomi dan dampaknya terhadap lingkungan juga sangat diperlukan 

(Kumar and Sharma, 2017). 

Produksi biogas dengan SS-AD menghasilkan produk sampingan 

berupa digestate. Produk sampingan dari proses SS-AD ini tidak terlalu 

diperhatikan karena dinilai memiliki nilai ekonomis yang rendah. 

Pengolahan digestate SS-AD terkadang dibutuhkan untuk mengurangi 

kadar air serta menghilangkan patogen. Pengomposan adalah salah 

satu teknologi yang masuk akal untuk pasca perawatan pencernaan. 

Kompos dapat digunakan sebagai pupuk atau penyusun tanah. 

Kandungan TS yang tinggi dari digestate SS-AD membuatnya sesuai 

untuk pengolahan dengan pengomposan. Namun, penelitian lebih 

lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan proses dan mengurangi 

biaya. Teknologi pasca pengolahan lainnya jarang dipelajari untuk SS-

AD, dan penelitian di masa depan harus dilakukan untuk membahas 

dampak dari penerapan langsung digestate di tanah dan efek dari 

metode pasca-pengolahan yang berbeda (Ge et al., 2016).  

 

3.6. Penutup 

Biomassa merupakan salah satu sumber energi primer yang termasuk 

energi baru dan terbarukan dan ketersediaannya cukup banyak di 

Indonesia. Sumber biomassa yang dinilai potensial untuk 

dimanfaatkan adalah biomassa yang berasal dari tanaman pertanian. 
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Bahan baku lignoselulosa mewakili sejumlah besar sumber daya hayati 

terbarukan yang ketersediaannya melimpah di bumi. Biomassa 

tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas melalui 

metode SS-AD. Upaya untuk meningkatkan produksi biogas dari 

biomassa lignoselulosik dapat dilakukan dengan pretreatment dan co-

digestion. Salah satu cara untuk dapat memahami SS-AD adalah 

melalui model baik secara teoritis, empiris maupun statistik. Setiap 

model memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga pemilihan model 

dapat disesuaikan untuk mendukung pemahaman pada suatu sistem. 

Disamping berbagai kelebihannya, teknologi produksi biogas dengan 

metode SS-AD masih menemui hambatan dan tantangan seperti 

pengembangan teknologi SS-AD yang masih sedikit dibandingkan 

dengan L-AD serta pemanfaatan digestate menjadi produk lain yang 

dapat dimanfaatkan kembali. Penelitian selanjutnya sangat diperlukan 

untuk mengetahui mekanisme terkait proses SS-AD serta pemanfaatan 

digestate menjadi produk yang bermanfaat. 
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BAB 4 

 
Status dan Tantangan Pengelolaan Sampah 

Kota Berkelanjutan 

 

FARIDA AFRIANI ASTUTI 

 

4.1. Pendahuluan 

Sampah padat adalah produk sampingan yang tidak dapat dihindari 

dari kehidupan sehari-hari manusia. Upaya penanganan yang tepat 

merupakan titik awal kemajuan negara menuju kualitas hidup yang 

lebih baik (Kim, 2002). Pengelolaan sampah selalu menjadi perhatian 

utama sebuah kota yang semakin berkembang dan kompleks 

meskipun dengan pendekatan dan realitas yang berbeda. Tantangan 

manajemen pengelolaan sampah kota hadir dan sangat mirip 

diseluruh dunia dan (Alzamora and Barros, 2020).  

Pengelolaan sampah tidak hanya untuk mengurangi permasalahan 

lingkungan melainkan juga harus memberikan manfaat ekonomi dan 

sosial (Heidari, Yazdanparast and Jabbarzadeh, 2019). Pengelolaan 

sampah kota yang tepat adalah yang memperhatikan aspek penting 

dalam masyarakat yaitu aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi 

(Mohsenizadeh, Tural and Kentel, 2020). Salah satu dampak 
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lingkungan yang dapat diminimalisir dari kebijakan pengelolaan 

sampah terpilih adalah berkaitan dengan emisi gas rumah kaca (GRK). 

Kegiatan pengelolaan sampah dapat melepaskan GRK dari kegiatan 

pengomposan, emisi CO2 dan N20 dari pembakaran sampah, dan emisi 

CH4 dari tempat pemrosesan akhir sampah (Zhang and Huang, 2014).  

Pengelolaan sampah yang buruk dan tidak tepat merupakan bagian 

dari tantangan global saat ini yang bisa menciptakan masalah 

lingkungan perkotaan (Singh, 2019b). Artikel ini akan mengkaji 

beberapa hasil penelitian terkait pengelolaan sampah di beberapa 

negara untuk mengetahui metode yang dilakukan di masing-masing 

negara.  

 

4.2. Pengelolaan Sampah di Berbagai Negara 

Aspek utama manajemen persampahan kota adalah sumber dana 

layanannya. Banyak negara yang ingin membebankan biaya kepada 

warganya secara individual untuk menajeman pengelolaan sampah 

kota, serupa dengan layanan air dan pasokan listrik. Beberapa negara 

maju seperti Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda telah  

menggunakan metode pay as you throw (PAYT) yang bermaksud untuk 

mengenakan biaya lebih tinggi bagi mereka yang menghasilkan lebih 

banyak sampah begitu pula sebaliknya, mengenakan biaya yang lebih 

rendah bagi mereka yang mengurangi sampah dan polusi (Alzamora 

and Barros, 2020). Berbeda halnya dengan Italia, manajemen 

persampahan kota dilakukan dengan menentukan biaya sampah 

berdasarkan sampah yang disortir dan tidak disortir. Sampah yang 

telah disortir berkontribusi pada pengurangan biaya karena  

pengurangan penggunaan fasilitas pengelolaan sampah untuk 

pengolahan sampah, (Di Foggia and Beccarello, 2020). Penelitian 
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(Calabrò and Komilis, 2019) yang dilakukan di Italia juga menegaskan 

bahwa keberhasilan pemilahan sampah atau sortir sampah di 

negaranya disebabkan oleh masifnya kampanye informasi yang 

berkaitan dengan pemilahan sampah dan dukungan dari pengambil 

kebijakan di negaranya.  

Negara Republik Ceko saat ini mempertimbangkan transisi biaya 

pengelolaan sampah dengan tarif tetap menuju biaya berbasis volume 

sampah yang dihasilkan dan memberikan insentif bagi perilaku yang 

melakukan pemisahan atau sortir sampah (Slavík, Pavel and Arltová, 

2020). Menurut (Heidari, Yazdanparast and Jabbarzadeh, 2019) negara 

yang menangani pemilahan sampah biasanya menerapkan satu atau 

beberapa dari enam metode ini; (a) Screening drum: teknologi untuk 

menyortir, mengklasifikasi, dan memisahkan berbagai ukuran sampah 

menjadi satu atau lebih pecahan; (b) Eddy current sorting: teknologi 

dengan cara elektromagnetik untuk membagi komponen logam besi 

dan non besi; (c) Induction sorting: teknologi penyortiran untuk logam 

yang tidak bisa dipilah menggunakan elektromagnetik seperti baja; (d) 

Near infra-red (NIR) sorting: teknologi penyortiran dengan 

menggunakan reflektifitas material (kertas, plastik, atau limbah daur 

ulang) dengan panjang gelombang 1.100 – 2.100 nm; (e) X-ray-based 

sorting: teknologi yang digunakan untuk membedakan limbah 

berdasarkan kepadatannya; dan (f) Manual sorting: teknologi 

penyortiran manual bagi komponen yang dapat didaur ulang yang 

bersifat padat karya dan lingkungan kerja yang buruk. Adanya 

teknologi pengelolaan sampah tersebut menjadikan beberapa negara 

memiliki kebijakan pemungutan biaya sampah yang berbeda-beda. 

Kompleksitas penentuan tarif pengelolaan sampah dibeberapa negara 

ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dilakukan tidak gratis 

dan bernilai ekonomi.  
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Partisipasi masyarakat di negara berkembang belum efektif dalam 

proses pengelolaan sampah, maka diperlukan pengembangan 

beberapa metode pengolahan sampah. Pengolahan sampah dapat 

dilakukan dengan teknologi pengomposan, biogasifkasi, teknologi 

insenerasi, pirolosis-gasifikasi, dan teknologi waste to energy (WTE) 

dari insinerator.   

Hasil penelitian (Heidari, Yazdanparast and Jabbarzadeh, 2019) 

menyebutkan bahwa teknologi pengomposan pada tempat 

pemrosesan akhir (TPA) sampah merupakan alternatif terburuk, 

sedangkan gasifikasi anaerobik/biogasifikasi serta teknologi insenerasi 

memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal indikator keberlanjutan 

ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sejalan dengan hasil penelitian 

tersebut, di Iran pengelolaan sampah dilakukan dengan berfokus pada 

pabrik pembakaran sampah dengan teknologi WTE supaya bisa 

menghasilkan energi alternatif dan meminimalkan emisi GRK, yang 

sebelumnya hanya dengan melakukan penimbunan sampah karena 

nilai ekonomi yang rendah tetapi memberi nilai emisi GRK terbesar 

(Maghmoumi, Marashi and Houshfar, 2020).  

Pemilihan teknologi WTE dalam mengelola sampah dapat membantu 

pemerintah kota menjaga lingkungan dari permasalahan sampah 

(Soltani, Sadiq and Hewage, 2017). Upaya yang sama juga dilakukan 

oleh negara Malaysia, yang membangun delapan insinerator demi 

menurunkan emisi GRK dan mengolah 32% sampah padat kota yang 

dihasilkan setiap tahunnya (Michel Devadoss et al., 2021). Emisi GRK 

menjadi fokus utama  dalam pemilihan metode pengelolaan sampah 

karena kegiatan pengelolaan sampah dapat melepaskan emisi secara 

intensif yang berkontribusi pada perubahan iklim global sehingga 
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sebagai Konsekuensinya, diperlukan mitigasi emisi dari pengelolaan 

sampah yang dipilih (Zhang and Huang, 2014). 

Pemilihan pengelolaan sampah di kota New York Amerika tidak hanya 

dilihat dari aspek ekonomi dan lingkungan saja, melainkan juga dilihat 

dari aspek risiko kesehatan. (Moy et al., 2008) membandingkan dua 

metode pengelolaan sampah padat kota yaitu metode penimbunan 

sampah di TPA dan metode WTE. Hasil yang diperoleh adalah risiko 

kesehatan penimbunan sampah di TPA lima kali lebih besar daripada 

WTE. Hal ini disebabkan karena mekanisme pengumpulan sampah 

yang buruk seperti menumpuk sampah tanpa diolah dapat 

menyebabkan berbagai macam masalah lingkungan dan kesehatan 

masyarakat (Edalatpour et al., 2018). Hasil yang sama juga dituliskan 

oleh (Zhou et al., 2018) bahwa teknologi insinerasi untuk menghasilkan 

WTE memiliki kinerja dan dampak yang lebih baik daripada 

penimbunan sampah di TPA. Penggunaan teknologi insinerasi juga di 

gunakan di kota Istanbul Turki. Penggunaan teknologi tersebut telah 

diuji dengan metode pemrograman matematis dan hasilnya 

menunjukkan bahwa fasilitas insinerator harus diperluas untuk 

mengolah sampah plastik dan sampah organik serta untuk  

meminimalisir efek GRK (Ayvaz-Cavdaroglu, Coban and Firtina-Ertis, 

2019).  

Pentingnya upaya pengelolaan sampah kota di dunia, mendorong 

beberapa negara menggunakan bantuan teknologi terapan. Di India, 

pengelolaan sampah kota menggunaan bantuan teknik Geographical 

Information Systems (GIS) supaya pengumpulan dan pengangkutan 

sampah dapat optimal. Hasil analisis GIS yang dilakukan dapat 

mengurangi jarak tempuh sebesar 59,2% dan hasil ini berkontribusi 

terhadap pengurangan biaya ekonomi yang ditimbulkan (Lella, Mandla 
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and Zhu, 2017), meskipun pada kenyataannya Kota-kota di Bangladesh 

dan India belum memiliki kebijakan pengelolaan sampah yang ramah 

lingkungan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Shams et al., 2017) 

menyatakan bahwa GRK yang dihasilkan setiap tahun dari sampah 

sebesar 1,29 juta ton CO2. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan 

pengelolaan sampah yang komprehensif untuk mengurangi emisi GRK. 

Relatif lebih maju, pengelolaan sampah Kota Ankara, Turki sudah 

memperhitungkan dampak emisi GRK dari aspek transportasi 

pengangkut sampah yang dianalisis dengan teknik GIS. 

(Mohsenizadeh, Tural and Kentel, 2020) menyebutkan terdapat 

efektivitas jarak sumber sampah dengan fasilitas yang ada sehingga 

terjadi penghematan biaya dan penurunan emisi GRK di kota tersebut.  

Banyaknya negara yang memanfaatkan teknik GIS untuk pengelolaan 

sampah kota disebabkan karena teknik ini dapat membuat sistem 

pengelolaan sampah lebih efisien. Teknik GIS secara umum dapat 

digunakan untuk mengetahui sumber sampah, penanganan, dan 

pengangkutan (Singh, 2019b).  

Pengelolaan sampah kota (pemilahan, daur ulang, dan pengomposan) 

bisa dilakukan bersama di TPA. Model pengelolaan sampah tersebut 

disebut dengan pengelolaan sampah terpadu. (Singh, 2019a) 

menyatakan bahwa pengelolaan sampah terpadu cocok untuk negara 

berkembang karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Brasil 

sebagai negara berkembang terbesar di dunia telah memiliki regulasi 

baru terkait pengelolaan sampah pada tahun 2010.  

Salah satu tujuan dari regulasi tersebut adalah memberikan insentif 

kepada industri daur ulang untuk mendorong penggunakan bahan 

baku daur ulang (De Sousa Jabbour et al., 2014). Langkah yang sama 

juga di ambil oleh negara Taiwan dimana pemerintah daerah terus 
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mempromosikan kebijakan daur ulang sampah (Yeh, Chang and Liu, 

2016). Dengan demikian, penerapan dan pengembangan teknologi 

pengolahan sampah kota bervariasi antar negara yang dipengaruhi 

oleh kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di masing-masing negara 

(Zaman, 2013).  

 

4.3. Model Pengelolaan Sampah Berkelanjutan 

Pengelolaan sampah yang awalnya hanya bertujuan untuk 

menghilangkan sampah dan menjaga kesehatan masyarakat, 

berkembang menjadi sebuah upaya yang berkelanjutan dengan 

berbagai teknologi yang dirancang untuk mencapai sistem 

pengelolaan sampah berkelanjutan. Negara-negara di Asia berupaya 

untuk mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan dengan 

berbagai variasi karena berkaitan dengan status ekonomi dimasing-

masing negara. Negara dengan kondisi ekonomi yang kuat seperti 

Jepang dan Korea Selatan mampu mengeluarkan banyak uang untuk 

teknologi 3R (reduce, reuse, recycle) dan berfokus pada zero waste 

dan/atau zero landfilling, sedangkan untuk negara dengan kondisi 

ekonomi lemah seperti Indonesia dan India lebih menekankan upaya 

recycle atau daur ulang untuk mengurangi sampah yang terbuang di 

TPA (Shekdar, 2009).  

Negara maju menyediakan sumberdaya keuangan dan peraturan yang 

substansial untuk upaya daur ulang. Sebaliknya, di negara berkembang 

hasil dari upaya daur ulang dijual untuk keuntungan ekonomi dan 

merupakan kegiatan ekonomi sektor informal. Karena upaya 3R 

membutuhkan dana yang cukup besar maka muncul dilema untuk 

mengembangkan pengelolaan sampah berkelanjutan.  
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Standar lingkungan dan mekanisme penegakan hukum dapat 

ditentukan agar masyarakat konsisten dalam penanganan sampah. 

Menurut (Shekdar, 2009) pengelolaan sampah berkelanjutan secara 

umum lebih disukai dan bisa dicapai melalui model yang tersaji pada 

Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Sistem Pengelolaan Sampah Padat Berkelanjutan 

(Sumber : Shekdar, 2009) 

 

Lingkungan yang merupakan penghasil sumberdaya dan tempat 

pembuangan sampah harus berada dalam kapasitas masyarakat untuk 

tetap bisa menjangkau finansial dan ketersediaan teknologi serta 

dalam kapasitas asimilasi dari lingkungan itu sendiri.  Sistem inilah yang 

akan memberikan pendekatan realistis untuk perbaikan pengelolaan 

sampah menuju pengelolaan sampah berkelanjutan.  

Di Indonesia, pengelolaan sampah berkelanjutan dilakukan dengan 

upaya memasukkan sektor informal daur ulang ke dalam sistem 

pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah.  Daur ulang 

sampah di Indonesia banyak dilakukan oleh pekerja informal, seperti 
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pemulung di tempat pembuangan akhir (TPA) ataupun pemulung di 

jalanan. Menurut (Sembiring and Nitivattananon, 2010) kontribusi 

pekerja informal dalam mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke 

TPA cukup besar akan tetapi pengambil keputusan menghadapi dilema 

ketika mencoba memasukkan daur ulang informal kedalam 

pengelolaan sampah berkelanjutan karena stigma sosial terhadap 

sektor daur ulang informal. Oleh karenanya, (Sembiring and 

Nitivattananon, 2010) menyajikan model pendekatan konseptual 

untuk mengintergrasikan sektor informal ke dalam pengelolaan 

sampah berkelanjutan, seperti yang tersaji pada Gambar 4.2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Siklus Modal dalam Integrasi Sektor Informal menuju 

Masyarakat Inklusif (Sumber : Sembiring and Nitivattananon, 2010) 
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fisik seperti harta benda, tanah, atau mesin. Modal infrastruktur 

umum terdiri dari sekolah, rumah sakit, jalan, saluran air. Modal 

manusia berkaitan dengan ketrampilan, kemampuan, pelatihan, atau 

pendidikan individu. Modal sosial mencakup norma, nilai, aturan, dan 

jaringan. Untuk meningkatkan kesejahteraan, semua modal itu harus 

ada dan tersedia kemitraan. Kemitraan dapat mendorong modal 

manusia dan modal sosial, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

akumulasi modal lain seperti finansial, fisik, dan infrastruktur publik 

serta dapat mengurangi stigma sosial terhadap daur ulang informal 

sehingga dapat dimasukkan kedalam pengelolaan sampah 

berkelanjutan.  

 

4.4. Penutup 

Pengelolaan sampah kota yang merupakan salah satu fokus utama 

pembangunan sebuah negara yang harus dilakukan dengan baik dan 

benar. Manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan harus menjadi dasar 

dalam upaya pengelolaan sampah yang akan dilakukan. Setiap negara 

memiliki cara pengelolaan sampah kota yang bervariasi sesuai dengan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai dengan variasi kondisi 

sosial-ekonomi, dan kondisi lingkungan yang dimiliki. Teknik 

pengelolaan sampah yang banyak dipilih oleh negara maju adalah 

mengubah sampah menjadi energi melalui teknologi WTE dan telah 

menggunakan teknologi untuk mengurangi emisi GRK, sedangkan 

negara berkembang banyak memilih pengelolaan sampah dengan 

teknologi pengomposan dan biogasifikasi dengan terus berupaya 

untuk mengolah sampah agar ramah lingkungan.  

Pengelolaan sampah saat ini berkembang menjadi sebuah upaya yang 

berkelanjutan dengan berbagai teknologi yang dirancang untuk 
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mencapai sistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Negara dengan 

kondisi ekonomi yang kuat seperti Jepang dan Korea Selatan mampu 

mengeluarkan banyak uang untuk teknologi 3R (reduce, reuse, recycle) 

dan berfokus pada zero waste dan/atau zero landfilling, sedangkan 

untuk negara dengan kondisi ekonomi lemah seperti Indonesia dan 

India lebih menakankan upaya recycle atau daur ulang untuk 

mengurangi sampah yang terbuang di TPA. Perlu model pendekatan 

konseptual untuk mengintergrasikan sektor informal ke dalam 

pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia karena sektor daur 

ulang sektor informal berkontribusi cukup besar untuk mengurangi 

jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Pendekatan konseptual mengacu 

pada lima bentuk modal, yaitu finansial, fisik, manusia, infrastruktur 

umum, dan modal sosial yang dapat dimasukkan kedalam pengelolaan 

sampah berkelanjutan.  
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BAB 5  

 

Hutan Mangrove dan Mitigasi Bencana 

 

ABDUL AZIZ 

 

5.1. Pendahuluan  

Dalam dekade terakhir, masyarakat pesisir dunia telah terdampak 

berbagai bencana alam. Tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004 

merupakan bencana ekonomi dan ekologi yang menimpa 13 negara 

Asia dan Afrika yang menewaskan 230 ribu jiwa, membuat sekitar 2 

juta orang kehilangan tempat tinggal dan kerugian sebesar $10 miliar 

(Kathiresan dan Rajendran 2005; BBC, 2014; Danielsen, et al. 2005; 

Alongi, 2008; Marois & Mitsch, 2014). Pada tahun berikutnya, Badai 

Katrina menghancurkan pantai Teluk Meksiko di Amerika Serikat 

(Costanza dkk. 2006; Day dkk. 2007). Pada tahun 2013, Topan Haiyan 

menyebabkan kerusakan yang signifikan di Filipina dan Asia Tenggara 

(Tajima & Shimozono, 2016).  

Ada temuan menarik di balik tragedi bencana yang menerjang di 

pesisir ini, yakni area dengan vegetasi hutan mangrove yang tidak 

terdegradasi bisa terhindar dari amukan badai maupun tsunami. Studi 
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literatur ini bertujuan untuk mengulas peran hutan mangrove dalam 

mitigasi bencana berdasarkan eskalasi kerusakan dan korban jiwa yang 

terjadi di area yang terdapat vegetasi hutan bakau dibandingkan 

dengan area yang tidak ditemukan hutan bakau atau terdegradasi 

hutan bakaunya.  

 

5.2.  Masyarakat pesisir dan bencana alam  

Jumlah populasi dunia yang tinggal di area pesisir menurut United 

Nations mencapai 2,4 miliar atau sekitar 40% (UN, 2017) dengan 

kepadatan rata-rata mencapai 77 orang per km2 pada 2002 (UNEP, 

2005) dan diperkirakan menjadi 99, 115, dan 134 orang per km2 

masing-masing pada tahun 2010, 2025, dan 2050. (Osti, Tanaka, 

Tokioka, 2009). Masyarakat yang tinggal di pesisir rawan terkena 

bencana seperti tsunami, topan badai, abrasi, dan kenaikan 

permukaan laut (NOAA 2012; Nicholls & Cazenave 2010 dalam Marois 

& Mitsch, 2014). Eskalasi bencana yang menimpa masyarakat pesisir 

akan menimbulkan kerugian yang masif jika pembentukan 

perlindungan pesisir yang efektif dan berkelanjutan diabaikan.  

Salah satu solusi terbaik yang telah disediakan alam untuk mengurangi 

dampak bencana masyarakat pesisir adalah konservasi, restorasi, dan 

reboisasi hutan bakau karena area yang rentan terhadap tsunami dan 

badai tropis juga merupakan rumah bagi vegetasi hutan bakau. 

Ekosistem hutan bakau dunia diperkirakan 64% berada dalam jarak 25 

km dari pusat kota besar dan terancam oleh pembangunan perkotaan 

di masa depan (MEA 2005 dalam Marois & Mitsch, 2014).  
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5.3. Hutan mangrove dan mitigasi bencana: kilas balik  

Sejak Tsunami Samudra Hindia 2004, peran hutan bakau sebagai 

pelindung alami yang melindungi masyarakat pesisir dari bencana 

tsunami semakin disorot. Gagasan tentang fungsi perlindungan pantai 

dari hutan bakau sudah ada sejak tahun 1970-an (Chapman, 1976 

dalam Lee, et al. 2014, h. 730). Sekitar 54 makalah yang diterbitkan 

antara tahun 1972 dan 2005 menyebutkan kemampuan mangrove 

untuk bertindak sebagai penyangga antara darat dan laut (Dahdouh-

Guebas & Jayatissa, 2009 dalam Yanagisawa, et al. 2010). 

 

Gambar 5.1. Pelindung alami pantai terhadap bencana gelombang 

tsunami (Sumber: Srinivas & Nakagawa, 2008) 

 

Secara umum publikasi tentang peran mangrove terhadap 

perlindungan terhadap mitigasi bencana tercakup dalam banyak karya 

misalnya, Selvam, 2005; Dahdouh-Guebas et al., 2005; IUCN, 2005; 

Upadhyay, Ranjan dan Singh, 2002; Padma, 2004; dan Williams, 2005. 

Beberapa laporan berdasarkan survei pasca tsunami di tenggara India, 
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Kepulauan Andaman, dan Sri Lanka menunjukkan bahwa hutan bakau 

bukit pasir (sand dunes), dan terumbu karang (coral reef), rumput laut 

yang terawat baik menawarkan pertahanan yang signifikan terhadap 

bencana badai tropis dan tsunami (Danielsen et al., 2005; Dahdouh-

Guebas et al., 2005; Kathiresan & Rajendran, 2005; Chang, et al., 2006; 

Srinivas & Nakagawa, 2008; Alongi, 2008; Osti, et al. 2009; Harada & 

Imamura, 2005; UNEP, 2014; CIFOR. 2015). 

Hutan bakau memainkan peran penting dalam melindungi area pesisir 

dari siklon, topan, dan tsunami dan juga masuknya air laut selama 

gelombang pasang, menstabilkan daratan dari erosi pantai dengan 

menghilangkan energi gelombang (Pearce, 1999; Warnitchai, 2005 

dalam Priya, et al. 2010; Shaikh, 2014; Braatz et al, 2007; Granek & 

Ruttenberg, 2007; Zhang et al. 2012 dalam Lee, et al. 2014; Hong & San 

1993, Wu et al. 2001 dalam Koh, et al. 2018), bahkan terbukti lebih 

efektif daripada struktur dinding beton (Kathiresan, 2000 dalam 

Gholami, 2016). Energi dari gelombang permukaan yang ditimbulkan 

oleh angin secara signifikan dilemahkan oleh vegetasi hutan bakau 

dengan memblokir atau menyangga aksi gelombang dengan 

batangnya (Massel et al, 1999; Dahdouh-Guebas, 2006 dalam 

Gholami, 2016).  

Hutan bakau yang sudah dewasa dapat mengurangi energi gelombang 

sebesar 20% per 100 m (Mazda, et al, 1997). Uji model numerik gaya 

hidrodinamika yang dilakukan Yanagisawa, et al. (2010) menunjukkan 

bahwa hutan bakau dengan usia 20-30 tahun lebih efektif mengurangi 

60% kerusakan struktural daripada yang berumur 10 tahun saat 

kedalaman genangan tsunami melebihi 4 meter karena mangrove 

berumur 10 tahun hancur saat dihantam gelombang tsunami 4 meter 

dan kinerja pengurangannya turun (Yanagisawa, et al. 2010,). Meski 

https://www.weforum.org/agenda/authors/saleem-shaikh
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tidak bisa menghentikan aliran tsunami, akan tetapi hutan mangrove 

dapat memitigasi bencana tsunami. Karena perlindungan yang 

diberikan oleh hutan bakau, yacht dan kapal di Karibia dan Florida 

sering dipindahkan ke belakang ekosistem ini sebelum atau selama 

badai (Blasco, et al. 1996 dalam Koh, et al. 2018, h. 447).   

Eksperimen laboratorium dan simulasi numerik juga dilakukan untuk 

meneliti efek vegetasi pantai terhadap mitigasi tsunami misalnya 

Hamzah, et al. 1999, Harada & Imamura 2000, Hiraishi & Harada 2003, 

Kathiresan & Rajendran 2005, Mazda dkk. 2006, Tanaka, et al. 2007, 

Koh, et al. 2018). Simulasi laboratorium dengan vegetasi 30 pohon per 

100 m2 dapat mengurangi aliran maksimum tsunami hingga lebih dari 

90% (Osti, Tanaka, Tokioka, 2009). Kathiresan & Rajendran (2005) 

menggunakan regresi linier untuk mengidentifikasi nilai tambah hutan 

mangrove dalam mengurangi kematian per kapita di India akibat 

tsunami 2004 (Osti, Tanaka, Tokioka, 2009).  

 

5.4.  Mangrove dan mitigasi bencana: temuan lapangan  

Beberapa temuan lapangan menunjukkan bahwa hutan mangrove bisa 

melindungi serta meminimalkan kerusakan dan jatuhnya korban jiwa 

yang diakibatkan bencana alam. Di Tamil Nadu India, survei dan 

analisis citra satelit IKONOS pasca-tsunami dan analisis multivariat dari 

data lapangan menunjukkan bahwa seluruh wilayah pantai yang 

mengalami lebih sedikit kerusakan properti terletak tepat di belakang 

hutan bakau yang luas (Dahdouh Guebas, et al., 2005; Danielsen et al., 

2005; Alongi, 2008, h. 6). Desa-desa di pantai hancur total, sedangkan 

yang berada di belakang mangrove tidak mengalami kerusakan 

(Danielson, et al. 2005; Patel, et al. 2014). 
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Warga pesisir di India dan Filipina mengisahkan bagaimana mereka 

mengalami kerugian minimal dari bencana tsunami, topan dan 

bencana alam lainnya di area dimana hutan bakau utuh, tapi 

menderita di area hutan bakau terdegradasi dan terkonversi jadi 

tambak udang (Walters, 2004 dalam Unnikrishnan, et al. 2012). Bukti 

pasca tsunami Asia menunjukkan bahwa kawasan pesisir dengan 

hutan bakau yang lebat dan utuh yang memberikan kompleksitas 

struktural yang lebih tinggi mengalami lebih sedikit kerugian dan 

kerusakan properti dibandingkan dengan kawasan di mana bakau 

telah terdegradasi atau dikonversi untuk penggunaan lahan alternatif 

(Danielsen et al. 2005; Kathiresan dan Rajendran, 2005; UNEP 2005; 

Barbier, 2006). 

Di Thailand, Provinsi Phang-nga adalah wilayah yang paling terdampak 

tsunami 2004. Observasi pasca tsunami menunjukkan bahwa hutan 

bakau besar di utara dan selatan provinsi ini secara signifikan mampu 

mengurangi dampak tsunami (UNEP 2005; Patel, et al. 2014). Laporan 

serupa juga terjadi untuk garis pantai di Provinsi Ranong yang 

terlindungi oleh hutan bakau yang lebat dan subur. Di wilayah yang 

hutan bakaunya atau penghalang alami lainnya hilang justru 

mengalami kerusakan yang masif (Harakunarak & Aksorkoae 2005 

dalam Barbier, 2006).  

Di Indonesia, Pulau Simeule yang dekat dengan episentrum tsunami 

mengalami jumlah korban jiwa yang minimal karena keberadaan hutan 

mangrove yang tumbuh baik di sana (Kathiresan dan Rajendran 2005). 

Kerusakan dan korban jiwa akibat tsunami di Aceh sangat besar karena 

alih fungsi hutan bakau menjadi tambak udang dan hutan bakau yang 

ada ikut hancur oleh hantaman tsunami, mengakibatkan 79% hutan 

mangrove di Aceh hancur (Affan, et al. 2019), sedangkan Wetlands 
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International melaporkan angka yang lebih besar yakni 90% (Srinivas 

& Nakagawa, 2008).  

 

Gambar 5.2. Kondisi hutan mangrove di Aceh sebelum dan setelah 

tsunami 2004 (Sumber: Affan, et al. 2019.) 

 

Sebuah studi oleh para ilmuwan yang berafiliasi dengan International 

Union for Conservation of Nature (IUCN) mengamati efek tsunami 

yang melanda Asia pada Desember 2004. Para peneliti 

membandingkan efek gelombang pada dua desa di selatan Sri Lanka: 

Kapuhenwala dan Wanduruppa. Desa pertama yang dikelilingi oleh 

200 hektar hutan bakau yang lebat, korban jiwa hanya mencapai dua 

orang. Sebaliknya, di Wanduruppa, desa dengan hutan bakau yang 

terdegradasi, menyebabkan lebih dari 5.000 korban jiwa (Dybas, 2015 

h. 1041; Patel, et al. 2014).  

Ekosistem hutan bakau terbesar di dunia, Sundarbans, yang 

membentang 80 km di Teluk Benggala (perbatasan Bangladesh dan 

India) melindungi warga pesisir dari badai topan tropis (salah satu 

bencana alam yang paling merusak di area tersebut). Hutan bakau 

mengurangi dampak badai topan dengan menghilangkan energi 
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gelombang dan mengurangi dampak yang ditimbulkan (Badola & 

Hussain 2005 dalam Unnikrishnan, et al. 2012).  

Saat terjadi badai topan super Orissa di Bhitar Kanika dan selama 

tsunami di Nagapattinam dan Car Nicober, ekosistem hutan bakau 

berperan dalam menyelamatkan kehidupan dan properti warga pesisir 

(Das, 2007; Ashok, et al. 2008 dalam Unnikrishnan, et al. 2012). Di 

Orissa, India, topan kuat pada tahun 1999 dan gelombang terkait 

menyebabkan kerusakan ekonomi yang luas dan kematian manusia. 

Tetapi, masyarakat yang tinggal di dekat ekosistem sabuk mangrove 

terlindungi dan tidak terlalu terdampak badai tropis (Mangrove Action 

Project, 2005).  

 

5.5. Ancaman terhadap hutan mangrove  

Hutan bakau memiliki fungsi vital dalam melindungi kawasan pesisir 

dari bencana alam, namun kondisinya di dunia saat ini dalam keadaan 

memprihatinkan. FAO mengestimasi sekitar 20% atau 3,6 juta hektar 

hutan bakau telah hilang sejak 1980 (FAO, 2007; Osti, Tanaka, Tokioka, 

2009). Penurunan tutupan hutan bakau terjadi lebih cepat dari pada 

hutan tropis pedalaman dan terumbu karang (Giri, et al. 2011) dengan 

laju deforestasi 1,52% per tahun (Valiela et al. 2001).  

Hutan bakau di seluruh dunia telah terancam oleh berbagai bentuk 

gangguan seperti konversi untuk pertanian dan budidaya perairan 

serta pemanenan kayu, makanan, bahan bakar, dan obat-obatan yang 

tidak berkelanjutan (Saenger 2002 dalam Koh, et al. 2018; UNEP, 1994 

dalam McLeod dan Salm, 2006; Giri, et al. 2014). Tekanan lingkungan 

yang serius, dampak antropogenik, polusi logam, dan masuknya 

limbah cair dan limbah industri dalam jumlah besar mempengaruhi 
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kesehatan ekosistem mangrove (Riskas, 2020; Satheeshkumar et al. 

2012 dalam Koh, et al. 2018). 

Hutan bakau sering dianggap sebagai kawasan yang tidak produktif 

oleh pengambil kebijakan. Tidak mengherankan, jika paradigma yang 

muncul adalah wilayah ini perlu dikonversi untuk kegiatan ekonomi 

yang lebih produktif seperti lahan pertanian, pengembangan kawasan 

wisata, pemukiman dan infrastruktur pelabuhan, atau kawasan 

industri. Banyak negara berkembang yang mengkonversi hutan bakau 

menjadi lahan pertanian dan/atau produksi budidaya udang atau 

dikenal dengan ”revolusi biru” dan ini merupakan ancaman terbesar 

terhadap ekosistem hutan bakau (Franks dan Falconer 1999 dalam 

McLeod dan Salm, 2006; CIFOR, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. Faktor hubungan sebab akibat kerusakan ekosistem 

hutan mangrove (Sumber: Panda, 2019.) 
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Akuakultur menyumbang 52% dari hilangnya mangrove secara global, 

dengan budidaya udang saja mencapai 38%. Di Asia, akuakultur 

menyumbang 58% dari hilangnya hutan bakau, dengan budidaya 

udang menyumbang 41% dari total deforestasi (Primavera 1997 dalam 

McLeod dan Salm, 2006; Veliela et al. 2001; Richards, and Friessa, 

2015; Barbier, 2006) sebagaimana yang terjadi di Mekong Provinsi 

Delta Tra Vinh Vietnam. Selama periode 1965-2001, deforestasi hutan 

bakau di wilayah tersebut mencapai 50% (Kamis dan Populus 2007 

dalam Eddy, et al. 2016). Polpanich, et al. (2009) dalam studinya 

menemukan bahwa lebih 20% kawasan hutan bakau di Tawau 

Malaysia dan 19% di Tuaran Malaysia mengalami penurunan luas 

lahan untuk peruntukan budidaya perikanan. Madagaskar kehilangan 

hutan bakau sekitar 7.659 ha (23,7%) karena peningkatan ekstraksi 

untuk arang dan kayu, serta konversi untuk pertanian dan akuakultur 

selama periode 1990 hingga 2010 (Jones et al. 2014 dalam Eddy, et al. 

2016).  

Tabel 5.1. Perubahan tutupan hutan bakau 1996-2016 

Region 
1996 area 

(km²) 

2016 area 

(km²) 
% Change 

North & Central 

America & 

Caribbean 

22,702 21,072 -7.18% 

Southeast Asia 46,789 44,060 -5.83% 

Middle East 334 319 -4.54% 

East & Southern 

Africa 
7,630 7,329 -3.95% 

South America 19,632 19,063 -2.9% 

https://www.researchgate.net/profile/Orn_Uma_Polpanich
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Australia & New 

Zealand 
10,332 10,037 -2.86% 

South Asia 8,701 8,492 -2.4% 

Pacific Islands 6,410 6,327 -1.29% 

West & Central 

Africa 
20,107 19,857 -1.24% 

East Asia 159 159 +0.55% 

(Sumber: IUCN, 2019 dalam Riskas, 2020) 

 

5.6. Konservasi dan restorasi hutan mangrove   

Pasca bencana tsunami 2004, hutan bakau semakin diterima sebagai 

pertahanan pesisir yang ramah lingkungan dan hemat biaya. Banyak 

negara yang mulai melakukan rehabilitasi dan menanam bakau dan 

sabuk vegetasi lainnya di sepanjang wilayah pesisir sebagai pelindung 

alami dari tsunami dan bencana alam lainnya (Paphavasit et al. 2007, 

Feagin et al. 2010 dalam Koh, et al. 2018; Barbier 2006). Program 

konservasi dan restorasi hutan bakau pun mendapat pengakuan 

pemerintah serta menjadi bagian penting dari perencanaan 

penanggulangan bencana di berbagai negara (Walton et al., 2006; 

Periksa, 2005 dalam Yanagisawa, et al. 2010; Barbier, 2006).  

Pelibatan masyarakat pesisir dalam program konservasi mutlak 

diperlukan dengan memadukan budidaya perikanan berkelanjutan 

tanpa merusak ekosistem hutan mangrove (Eddy, et al. 2016). 

Ekowisata juga bisa menjadi alternatif konservasi hutan mangrove 

mengingat potensi wisata yang terus berkembang (Fahrian, Putro, 

Muhammad, 2015; Hakim, et al. 2007; Hakim, Siswanto, Nakagoshi, 

2017).  

https://chinadialogueocean.net/authors/kimberly-riskas/
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5.7. Penutup 

Hutan bakau merupakan anugerah Ilahi untuk melindungi kawasan 

pesisir dari ancaman bencana. Riset menunjukkan bahwa vegetasi 

hutan bakau yang sehat mampu menepis energi gelombang tsunami 

sehingga mengurangi dampak kerusakan dan korban jiwa bagi 

masyarakat pesisir. Area yang rusak hutan bakaunya atau tidak 

memiliki perlindungan alami justru terkena dampak yang parah jika 

bencana topan atau tsunami melanda. Oleh karenanya, penting bagi 

para pihak untuk menjaga kelestarian hutan bakau dengan upaya 

konservasi, restorasi, reboisasi hutan bakau di sekitar pantai yang 

rawan bencana agar bisa memberikan perlindungan maksimal saat 

terjadi bencana. 
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BAB 6 

 
Evaluasi Sistem Agroforestri untuk 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

 

EVA PRIHATININGTYAS 

 

6.1. Pendahuluan 

Fungsi hutan dalam sistem agroforestri memang tidak seperti hutan 

alam pada umumnya, namun adanya strata/tingkatan tajuk pada 

agroforestri memungkinkannya untuk memiliki fungsi sebagaimana 

hutan. Secara lanskap, hutan memiliki fungsi hidrologi, fungsi 

penyerap karbon, habitat flora dan fauna, dan jasa lingkungan. 

Lanskap Agroforestri merupakan objek bentang alam yang 

dimanfaatkan dengan menggunakan pola agroforestri atau 

penggabungan unsur-unsur kehutanan dan pertanian. Batas-batas 

ekologis digunakan pada pemanfaatan lahannya. Batas ekologis 

tersebut berupa batas daerah aliran sungai. Daerah sungai ini memiliki 

batas unit lahan/zona yang jelas antara daerah hulu, daerah tengah, 

dan daerah hilir, pada setiap unit lahan memiliki struktur dengan 

fungsi yang sesuai dengan kondisi biofisiknya. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam analisis lanskap agroforestri antara lain: skala, 
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interaksi dan pola yang dapat diulang seperti spatial atau temporal 

(Arifin, et. al., 2009). Tercapainya  sinergitas antara berbagai upaya 

untuk menjamin capaian hasil nyata dan menjadi pengungkit bagi 

kesuksesan agroforestri adalah kondisi yang diharapkan.  

 
6.2. Interaksi dalam Sistem Agroforestri 

Secara umum pendekatan pengelolaan lingkungan menggunakan dua 

konsep yaitu state-based dan community based (Budiati, 2012). Dua 

pendekatan ini merupakan pendekatan pengelolaan lingkungan atau 

manajemen yang berbasis pada pemangku kepentingan/aktor-aktor 

tunggal. Bersifat top down  (sentralis) dan menganggap bahwa 

masyarakat lokal tidak memiliki kemampuan dalam mengelola sumber 

daya dan memiliki pengetahuan yang cukup, untuk memberikan peran 

dan kontribusi yang efektif dalam proses perencanaan merupakan ciri 

pendekatan state based.  Di sisi lain, pendekatan community based 

atau berbasis pada komunitas/kelompok mempunyai beberapa 

kelemahan antara lain; (1) institusi lokal yang lemah (terutama dalam 

resolusi konflik), (2) Keterbatasan informasi dan teknologi, dan (3) 

kurangnya berbagai sistem pendukung seperti informasi pasar, 

capacity building, technical assistance, fasilitas kredit dan kebijakan. 

Sebagai respon dari adanya berbagai kelemahan-kelemahan dalam 

pendekatan state based dan community based sebagaimana uraian di 

atas, maka muncul konsep pendekatan selanjutnya yakni pendekatan 

kemitraan dan partisipasi (collaborative management). 

Konsep interaksi dalam sistem agroforestri antara setiap komponen 
dengan lingkungan dapat dideskripsikan dalam Gambar 6.1. berikut 
ini. 
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Gambar 6.1. Konsep interaksi dalam sistem agroforestri  
(Sumber : Suprayogo, et al., 2003). 

 
Dalam memandang interaksi antar komponen seperti gambar di atas, 

lingkungan yang berubah bisa mempengaruhi komponen lainnya baik 

dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dan bisa 

menguntungkan ataupun juga bisa merugikan. Berhasilnya model 

pengelolaan bentang lahan, dalam hal ini adalah pola agroforestri 

sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang hubungan antara 

pohon/perennial trees - tanah - tanaman semusim/cash crop. Pola 

hubungan ini dapat dipahami melalui observasi, pengalaman empiris, 

ataupun melalui penelitian dilapangan.  

Contoh permodelan lapangan yang selama ini sudah lazim untuk 

menggambarkan hubungan antara pohon, tanah, dan tanaman 

semisal permodelan WaNulCAS  (Water, Nutrient and Light Capture in 

Agroforestry Systems) sangat berguna untuk membantu memahami 
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proses-proses tersebut. Bukti empiris menunjukkan bahwa usaha-

usaha untuk memperkecil dampak yang tidak menguntungkan dan 

memaksimalkan dampak yang lebih menguntungkan antara lain bisa 

dilakukan dengan melakukan modifikasi pada tampilan fisik dan 

bentuk morfologi pohon. Hal tersebut bisa dilakukan melalui model 

agroforestri (Suprayogo, et al., 2003).  

Akar pohon dalam sistem agroforestri mampu mereduksi residu 

nitrogen dan pospor dalam tanah sebesar 20% hingga 100%. Selain itu, 

juga memiliki potensi untuk mengurangi run-off dan leaching pestisida 

hingga 90% (pada run-off) dan secara simultan memberikan manfaat 

bagi ekosistem termasuk perbaikan kualitas tanah dan efek positif bagi 

keanekaragaman hayati (Pavlidis, 2018). Analisis multivariat yang 

dilakukan untuk menentukan interaksi pohon-tanaman dan iklim 

mikro (intensitas naungan) pada agroforestri berbasis tebu di Brazil 

selatan merekomendasikan pengaturan jarak tanam pohon sehingga 

dicapai hasil yang optimal (Schwerz, et al., 2020). Lebih lanjut, 

dikembangkan pula permodelan untuk memprediksi pertumbuhan 

pohon (Eukaliptus, Pinus dan Akasia) terhadap iklim dengan 

Permodelan tren-RUN. Permodelan ini terbukti menghasilkan output 

yang sangat mendekati nilai pengukuran sebenarnya (Jimmy, et al., 

2019).  

 

6.3. Analisis Lanskap Agroforestri 

Dalam memandang lanskap agroforestri sebagai suatu bentuk 

pengelolaan lahan kolaboratif dimana pada lahan yang sama, dikelola 

oleh berbagai aktor/pihak (minimal sektor kehutanan dan pertanian) 

yang berimplikasi pada bidang kehidupan lainnya seperti 

sosial,ekonomi dan lingkungan diperlukan pemahaman tentang 
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dinamika lanskap. Lanskap selalu memiliki dinamika dan selalu 

mengalami perubahan-perubahan dalam hal kualitas, konfigurasi, 

ukuran, bentuk, fungsi, dan lain-lain. Pemahaman  terhadap  dinamika  

lanskap dapat  memberikan dampak  besar  terhadap  pengelolaan dan  

perencanaan suatu lanskap. Selain itu, pengaruh  pemahaman tentang 

dinamika lanskap  ini  sangat penting dalam pengendalian proses 

ekosistem (Arifin, et al., 2009). 

 

6.4. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

Rehabilitasi hutan dan Lahan (RHL) merupakan program yang 

kompleks karena menyangkut berbagai aspek, melibatkan berbagai 

pihak, memerlukan jangka waktu yang lama (multi-years), serta 

menggunakan sumber daya besar. Rumitnya manajerial serta 

tingginya risiko kegagalan pencapaian tujuan RHL merupakan 

konsekuensi dari kompleksitas tersebut. Sebagai usaha untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan RHL, upaya menekan dan 

memperkecil segala risiko kegagalan ataupun upaya meningkatkan 

tingkat keberhasilan, memerlukan berbagai proses/tindakan 

manajemen, dan salah satunya adalah melalui evaluasi RHL. 

Aspek teknis, lingkungan, sosial ekonomi, kelembagaan, dan 

manajemen merupakan indikator penilaian/assessment yang bisa 

digunakan.  Dampak yang ada di lapangan dari pelaksanaan proyek 

rehabilitasi dinilai dengan mengukur indikator/aspek aspek tersebut. 

Sehingga, pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan dalam 

wawancara/interview dan FGD dimaksudkan agar responden dapat 

mengingat situasi, kondisi, dan peristiwa atau kejadian pada dua 

jangka waktu, yaitu: pada lima tahun pasca proyek dimulai, dan setelah 

lebih dari lima tahun proyek dimulai hingga saat ini (saat interview dan 
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FGD dilakukan). Jangka waktu 5 tahun yang pertama dimaksudkan 

untuk mengetahui situasi, kondisi, dan keadaan berbagai aspek dan 

indikator saat proyek mulai. Sedangkan jangka waktu yang kedua 

dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan setelah 

proyek berakhir. 

Jawaban-jawaban yang sifatnya kualitatif dinilai dengan sistem 

rangking dan nilai. Tiga kategori/kriteria yang digunakan dalam 

penilaian dampak dan hasil, yaitu: ada tidaknya perubahan dan ada 

tidaknya penurunan atau peningkatan yang signifikan. Pertanyaan 

yang tidak boleh diabaikan juga adalah tentang berbagai alasan dibalik 

adanya perubahan atapun yang mempengaruh hasil. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut haruslah diajukan kepada berbagai pemangku 

kepentingan/stakeholder terkait (pengelola proyek/staf proyek, 

anggota masyarakat peserta kegiatan, masyarakat luar non proyek) 

yang digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan yang 

ada dilapangan (Nawir, et al., 2008). 

Dengan menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn, 

dapat diketahui bahwa yang merupakan faktor pendukung 

implementasi kebijakan adalah komunikasi antar organisasi, standar 

dan sasaran kebijakan, karakteristik badan-badan pelaksana kegiatan, 

disposisi pelaksana, dan kondisi ekonomi. Sedangkan faktor yang 

teridentifikasi menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan 

adalah sumber daya serta kondisi sosial politik (Dinda Gitahapsari, 

2015). Langkah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan 

implementasi kebijakan dan kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi 

hutan antara lain melalui struktur birokrasi, disposisi, komunikasi, dan 

peningkatan sumber daya. Jaringan kerja/networking melalui media 

massa dan gerakan sosial juga perlu dibangun secara bijak, agar bisa 
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menekan proses pembuatan kebijakan, tentunya dengan memberikan 

narasi dan argumentasi kebijakan tandingan yang lebih relevan.  

Memastikan lokasi, legalitas, dan legitimasi penguasaan lahan pada 

kawasan, dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kebijakan 

rehabilitasi dan reklamasi terutama kawasan KPH harus dilakukan 

dengan memasukkan aspek soscial, ekonomi, kelembagaan, dan 

politik cara selektif (Didid Sulastiyo, 2016). 

 

6.5.  Evaluasi Kesesuaian Lahan 

Dalam rangka merencanakan dan mengkoordinir upaya perbaikan dan 

pengelolaan lahan pada masing-masing tipe penggunaan atau usaha 

tani, kegiatan evaluasi lahan dan survei tanah sangat dianjurkan.  

Evaluasi lahan ini bisa memberikan petani informasi secara tepat dan 

akurat tentang hal apa saja yang sebaiknya dilakukan agar pengelolaan 

lahan menjadi lebih baik. Analisis yang dilakukan pada dasarnya adalah 

pencocokan (matching) antara data sifat/karakteristik lahan dengan 

kriteria kesesuaian lahan. 

Kombinasi jenis karet dan kacang tanah menunjukkan hasil perbaikan 

unsur hara makro tanah, bahkan setelah kegiatan pemanenan 

(Fahruni, 2017). Pengembangan komoditas jabon, Albizia, buah-

buahan dan kapulaga pada sistem agroforestri di Hutan Rakyat 

terbukti lebih resiliens (tahan) terhadap serangan gall-rust (Utomo M. 

M., 2020). 
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Gambar 6.2. Diagram Alir Perencanaan Lanskap Agroforestri  

(Sumber : Arifin, et al., 2009) 

 

Mengacu pada pengetahuan dasar yang dimiliki petani, terdapat 10 

kriteria yang ditetapkan sebagai tujuan optimasi penggunaan lahan. 

Permodelan disusun untuk menentukan proporsi optimal pengelolaan 

lahan. Pada komoditas sederhana, silvopastura yang diterapkan petani 

menunjukkan nilai yang mendekati optimal berdasarkan kuantifikasi 

model, yaitu 60% pasture dan 40% tree-crop. Sedangkan pada 

agroforestri yang lebih kompleks, justru menunjukkan bias yang nyata. 

(Elizabeth Gosling, 2020). Pada penelitian berbasis GIS (Geographic 

Information System), perubahan tata guna lahan dan efek hidrologis 

dapat diketahui menggunakan model Hydrologic Modelling System 
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(HEC-HMS). Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi 

langkah strategis bagi mitigasi bencana, khususnya bencana banjir 

(Koneti, et al., 2018);(Kabeja, et al., 2020). 

 

6.6. Penutup 

Secara ekologis, agroforestri memiliki keunggulan yang lebih 

menjanjikan dibandingkan sistem pengelolaan monokultur. Meskipun 

fungsi ekologisnya masih tercatat di bawah hutan primer, model 

pengelolaan lahan dengan sistem agroforestri menunjukkan hasil 

positif untuk menjawab tantangan degradasi lahan. Kunci keberhasilan 

kombinasi jenis yang dikembangkan dalam sistem agroforestri adalah 

kesesuaian tapak tumbuh dengan syarat tumbuh jenisnya. Simulasi 

model berbasis GIS akan mempermudah pengambilan keputusan 

untuk skenario pengelolaan yang optimal sehingga prinsip 

akseptabilitas dan keberlanjutan dapat dicapai, utamanya demi 

keberhasilan upaya rehabilitasi hutan dan lahan. 
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BAB  7 

 

Jasa Ekosistem Agroforestri Kopi  

 

ARI PUJIWINARKO 

 

7.1. Pendahuluan 

Layanan atau jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh manusia 

dari suatu ekosistem, baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005). Manfaat ini dapat berupa layanan penyediaan, 

pengaturan dan kultural yang secara langsung mempengaruhi 

kehidupan manusia, serta layanan pendukung yang diperlukan untuk 

menghasilkan dan mempertahankan layanan lainnya. 

Model agroforestri kopi di dunia secara garis besar dilakukan dengan 

mengkombinasikan tanaman kopi dengan tanaman penaung/shaded 

tree ataupun tanpa penaung dalam bentuk tanaman monokultur. 

Tanaman penaung dalam agroforestri kopi haruslah dipilih tanaman 

yang memiliki kecocokan/simbiosis yang baik dengan tanaman 

utamanya yaitu kopi, memiliki nilai tambah untuk menyuburkan tanah 
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seperti dari jenis legume, nilai tambah proteksi hama seperti ekaliptus 

dan surian ataupun nilai tambah dari buahnya seperti jeruk nangka 

dan tanaman lainnya. 

Penelitian tentang jasa ekosistem telah berkembang pesat dalam 

beberapa tahun terakhir, namun, sebagian besar berfokus pada satu 

jasa ekosistem saja (Jose, 2009) dan lebih banyak berfokus pada aspek 

biofisik dan aspek jasa putative/perkiraan yang seringkali ditandai oleh 

ketidakrelevanannya dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 

(Cowling et al., 2008). Jasa ekosistem hingga saat ini belum memegang 

peranan penting dalam kebijakan dan perencanaan. Oleh karenanya, 

diperlukan strategi dan langkah nyata untuk lebih memaksimalkan jasa 

ekosistem di dalamnya, salah satunya adalah dengan 

pengarustamaan/mainstreaming jasa ekosistem dalam perencanaan 

dan manajemen adaptif serta penyebarluasan pengetahuan dan 

dampak jasa ekosistem dalam pengelolaan berbasis lanskap agar bisa 

lebih dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan oleh para 

pemangku kepentingan (Cowling et al., 2008; Posner, McKenzie and 

Ricketts, 2016). 

Artikel ini membahas temuan terbaru tentang jasa ekosistem dan 

manfaat lingkungan yang disediakannya serta menganalisis beberapa 

model jasa ekosistem yang bisa diterapkan di agroforestri kopi.  

 

7.2. Jasa Ekosistem Agroforestri Kopi 

Dengan menyeleksi berbagai artikel ilmiah tiga tahun terakhir ini 

(2018–2020), setelah melalui verifikasi judul dan mempertimbangkan 

isinya di peroleh 31 artikel yang berkaitan dengan jasa ekosistem 

agroforestri kopi. Sebagian besar metode yang dipakai pada artikel 

penelitian yang dikaji adalah metode kuantitatif dengan uji 
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langsung/laboratorium dan hanya sedikit yang menggunakan 

permodelan dan proyeksi seperti bisa dilihat dari Tabel 7.1.  

 

Tabel 7.1. Resume Artikel Penelitian Jasa Ekosistem Agroforestri 

Kopi Tahun 2018-2020 

 Layanan 
Ekosistem 

Jumlah dan 
Metodologi 

Peneliti 

Penyerapan 
Karbon 

4  

 

 

1 

Uji 
Lapangan/La
boratorium 

Makalah/Revi
ew Artikel 

(Guillemot et al., 2018; Anil Kumar, 
Saleem Khan and Balakrishnan, 2019; 
Betemariyam, Negash and Worku, 
2020; Solis et al., 2020; Zaro et al., 
2020) 

Kesuburan 
Tanah/SOC/
Kadar 
Organik 

5 Uji 
Lapangan/La
boratorium 

(Dobo, Asefa and Asfaw, 2018; 
Chevallier et al., 2019; Nilovna 
Chatterjee, P. K. Ramachandran Nair, 
Vimala D. Nair, Abhishek 
Bhattacharjee , Elias de Melo Virginio 
Filho, 2019; Sauvadet et al., 2019; 
Rigal, Xu and Vaast, 2020) 

Keanekaraga
man hayati 

9 

 

 

2 

Uji 
Lapangan/La
boratorium 

Permodelan 
Proyeksi 

(Chang, Karanth and Robbins, 2018; 
Colorado Z, Mehlman and Valencia-C, 
2018; de Almeida Campos Cordeiro et 
al., 2018; Arenas-Clavijo and 
Armbrecht, 2019; Geeraert et al., 
2019; Hernandez-Aguilera et al., 
2019; Narango et al., 2019; Chaiyarat, 
Sripho and Ardsungnoen, 2020; 
Withaningsih, Parikesit and Alham, 
2020; Mertens et al., 2020; Schooler 
et al., 2020) 
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Pengaturan 
Tata Air dan 
Erosivitas 

4 

 

 

1 

Uji 
Lapangan/La
boratorium 

Permodelan 
Proyeksi 

(Hasselquist et al., 2018; Yustika et 
al., 2019; de Carvalho et al., 2020; 
Hombegowda et al., 2020; Muñoz-
Villers et al., 2020) 

Kesehatan 
Tanaman/Ha
bitat  

4 

 

 

1 

Uji 
Lapangan/La
boratorium 

Permodelan 
Proyeksi 

(Atallah, Gómez and Jaramillo, 2018; 
Ongole, Sankaran and Karanth, 2018; 
Moreira et al., 2019; Cerda et al., 
2020; Gagliardi et al., 2020) 

 

7.2.1. Penyerapan Karbon  

Salah satu fungsi terpenting dari sistem wanatani kopi yang ditanam di 

naungan adalah pengurangan konsentrasi karbon di atmosfer melalui 

penyerapan tanamannya ataupun tanahnya melalui proses 

biogeokimia. Cadangan karbon di agroforestri kopi bisa ditemukan 

dalam bentuk biomassa/organik tanah di permukaan tanah dan 

cadangan karbon di dalam tanah. Penggabungan pohon penaung 

dengan tanaman kopi, maupun tanaman lainnya mempengaruhi 

besarnya cadangan karbon tersebut.   

Umumnya, cadangan karbon agroforestri kopi naungan lebih besar 

dari tanpa naungan bahkan juga lebih besar dari cadangan karbon di 

lanskap pekarangan (Betemariyam, Negash and Worku, 2020). Hasil 

penelitian dari  (Solis et al., 2020) di lahan agroforestri kopi naungan 

dan tanpa naungan di dataran tinggi Peru menyebutkan bahwa stok 

karbon sistem naungan dan tanpa naungan masing-masing bias 

mencapai 146 ton C/ha dan 113 ton C/ha.  
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Kajian lainnya berkaitan dengan cadangan karbon di agroforestri kopi 

juga banyak di teliti oleh para peneliti, di antaranya (Guillemot et al., 

2018; Zaro et al., 2020) yang mengemukakan bahwa stok karbon 

sistem Agroforestri Kopi naungan berkisar antara 195,6-228 mg C/Ha 

sedangkan tanpa naungan  berkisar antara 148,34-158 mg C/Ha. 

Pendapat lain yang diperoleh dari berbagai review penelitian 

agroforestri kopi di India disampaikan oleh (Anil Kumar, Saleem Khan 

and Balakrishnan, 2019) yang menyatakan bahwa dalam satu hektar 

kebun kopi yang tumbuh di bawah naungan dengan pepohonan hutan 

yang besar diperkirakan dapat menyerap 70-80 ton karbon per hektar, 

yang kurang lebih setara dengan karbon yang tersimpan di area hutan 

yang sama, jauh lebih besar jika dibandingkan kopi yang ditanam di 

bawah sinar matahari penuh yang dalam satu hektar hanya dapat 

menyimpan kurang dari 10 ton karbon. 

 

7.2.2. Kesuburan Tanah/Kadar Organik Karbon/Soil Organic Carbon 

(SOC) 

Kesuburan tanah di lahan agroforestri salah satunya diindikasikan 

dengan hadirnya mikroba pengurai di tanah (Sauvadet et al., 2019; 

Rigal, Xu and Vaast, 2020), keberadaan Karbon Organik Tanah/Solid 

Organic Carbon (SOC) (Chevallier et al., 2019; Nilovna et al., 2019)  dan 

adanya Jamur mikoriza (Dobo, Asefa and Asfaw, 2018) yang 

membentuk koloni perakaran subur dengan tanaman penaung. 

Berdasarkan kajian (Chevallier et al., 2019) di perkebunan kopi di 

Costarica, SOC banyak ditemukan di lapisan allophanic yang 

merupakan lapisan atas tanah jenis andosol  yang merupakan 

mayoritas jenis tanah di kawasan tersebut. Penelitian lainnya dari 

(Dobo, Asefa and Asfaw, 2018) juga menemukan fakta bahwa di 
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agroforestri kopi naungan ditemukan kelimpahan jamur mikoriza 

hingga 28 morfotipe sementara di agroforestri kopi tanpa naungan 

minim sekali ditemukan.   

Pada lahan agroforestri kopi dengan naungan juga ditemukan adanya 

komunitas mikroba 64% lebih banyak dibandingkan yang tanpa 

naungan, lebih banyak bahan organik tanah hingga lebih 10%, dan 

lebih banyak fauna dan nematode dibandingkan tanpa naungan  (Rigal, 

Xu and Vaast, 2020). Adanya kadar hara, kadar fauna, dan mikroba 

yang lebih tinggi, serta keberadaan Jamur mikoriza di agroforestri kopi 

naungan paling tidak bisa mendukung fakta bahwa kesuburan tanah di 

lahan tersebut lebih tinggi dibanding dengan agroforestri kopi tanpa 

naungan. Meskipun, ada hasil penelitian lain dari (Nilovna et al., 2019) 

yang menyatakan bahwa kadar SOC antara keduanya tidak berbeda 

jauh yakni berkisar antara 92,5 Mg C/Ha, bahkan nilainya lebih rendah 

dari kadar SOC tanaman kopi jika di tanam di hutan yang bisa mencapai 

146,6 mg C/Ha.  

 

7.2.3. Keanekaragaman Hayati 

Praktik dan mekanisme yang membuktikan fakta bahwa agroforestri 

kopi dapat mempertahankan keanekaragaman hayati telah dilakukan 

oleh banyak peneliti dengan berbagai cara dan metode. Peran vital 

tanaman penaung di agroforestri kopi terhadap keanekaragaman 

hayati diperjelas oleh kajian (Hernandez-Aguilera et al., 2019; Schooler 

et al., 2020), dengan menggunakan pemodelan dampak dan proyeksi 

mengemukakan bahwa selain dari sisi produktivitas kopi yang bisa 

menurun, penghilangan naungan pada kopi diproyeksikan bisa 

mengurangi spesies burung pemakan serangga hingga 25%. 
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Kelimpahan keanekaragaman hayati di agroforestri kopi juga menjadi 

kajian (Withaningsih, Parikesit and Alham, 2020) yang melakukan 

penelitian di Kecamatan Pengalengan Kabupaten Bandung. Mereka 

menemukan fakta bahwa keanekaragaman burung yang ditemukan 

tergolong tinggi (H=3,10), yakni ada 60 spesies burung dari 29 famili 

diantara 1.581 individu.  

Hasil kajian lainnya disampaikan (Chang, Karanth and Robbins, 2018; 

Narango et al., 2019) yang meneliti kelimpahan burung migrasi karena 

pengaruh kerapatan kanopi/naungan dan jenis kopi yang dipakai 

dalam agroforestri kopi juga menemukan bahwa burung burung 

migrasi lebih banyak ditemukan pada agroforestri yang kanopinya 

lebih rapat, dan salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya serangga 

non hama yang menjadi sumber makanan yang ditemukan, (Colorado 

Z, Mehlman and Valencia-C, 2018)  mengemukakan bahwa 

keanekaragaman burung migrasi berkisar 11-21 spesies, lebih banyak 

ditemukan pada agroforestri kopi yang rapat dan banyak bunga.  

Kajian tentang kelimpahan keanekaragaman hayati jenis fauna  

agroforestri kopi juga dikaji oleh beberapa peneliti seperti misalnya 

(Chaiyarat, Sripho and Ardsungnoen, 2020; Mertens et al., 2020) yang 

mengkaji kelimpahan mamalia di lahan Agroforestri kopi, kemudian 

(de Almeida Campos Cordeiro et al., 2018; Arenas-Clavijo and 

Armbrecht, 2019; Geeraert et al., 2019) yang meneliti keberadaan 

serangga penyerbuk dan semut tanah dan kumbang tanah. Umumnya 

kelimpahan binatang mamalia, serangga penyerbuk dan semut tanah 

lebih tinggi pada agroforestri kopi naungan dibandingkan agroforestri 

kopi tanpa naungan. 
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7.2.4. Pengaturan Air dan Erosivitas 

Keberadaan pohon penaung dengan akar-akarnya yang dalam bisa 

mengurangi presipitasi air, dan persaingannya dengan tanaman kopi 

dalam mendapatkan air ataupun fungsinya sebagai penahan air tanah 

dalam lanskap Agroforestri kopi banyak di kaji oleh para peneliti. 

Berdasarkan kajian (de Carvalho et al., 2020) yang meneliti pengaruh 

penanaman pohon dan terhadap iklim mikro di perkebunan kopi 

Araponga  Brasil,  proses kehilangan air dari berbagai proses di 

agroforestri kopi naungan bias mencapai 150 L/Ha, angka tersebut 

jauh lebih rendah daripada agroforestri kopi tanpa naungan yang bisa 

mencapai 338 L/Ha.  

Dari perspekstif kompetisi antar individu tanaman penyusun 

agroforestri, kajian (Hombegowda et al., 2020) dan (Muñoz-Villers et 

al., 2020) menunjukkan kompleksnya persaingan kopi dan tanaman 

pelindung dalam persaingan air permukaan/perlindungan  air. Pada 

musim kemarau tanaman kopi menggunakan air yang lebih dangkal, 

kedalaman <5 cm berkisar antara 5-79% dan kedalaman 5-15 cm 

berkisar antara 17-87%, sedangkan tanaman peneduh menggunakan 

air kedalaman >1 -30 cm berkisar antara 40-76 %. Meski belum ada 

kajian lanjutan yang membandingkan dengan agroforestri kopi tanpa 

naungan, karakteristik perakaran dan naungan tersbut tentunya akan 

mempengaruhi tata air di tataran lanskap.  

Sementara itu, penelitian lainnya berkaitan dengan erosivitas di 

lanskap agroforestri yang dilakukan oleh (Yustika et al., 2019), yang 

melakukan kajian dilakukan pada dua  daerah aliran sungai/DAS yang 

berbeda tingkatan tutupan lahannya di daerah hulu di Kabupaten 

Sumberjaya, Lampung. Erosi tanah dan konsentrasi padatan 

tersuspensi pada DAS yang daerah hulunya lebih banyak ditutupi 
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agroforestri kopi yang berumur muda lebih tinggi di bandingkan DAS 

lainnya yang berisi agroforestri kopi yang tanamannya sudah tua dan 

memiliki penaung lebih banyak. 

 

7.2.5. Kesehatan Tanaman/Habitat 

Kesehatan tanaman/habitat berkaitan erat dengan 

keberadaan/serangan hama penyakit tanaman dan reaksi dari 

tanaman untuk mengatasinya (Cerda et al., 2020). Salah satu yang 

mengkaji peran naungan pada kesehatan tanaman/habitat dilakukan 

oleh (Atallah, Gómez and Jaramillo, 2018) yang menggunakan 

permodelan bioekonomi dengan membandingkan ada tidaknya 

naungan pada agroforestri kopi terhadap kualitas serangan hama 

penggerek kopi. Adanya naungan bisa mengurangi kualitas serangan 

hama pengggerek kopi, akan menurun signifikan jika tingkat tutupan 

naungan berkisar antara 11-34%, dengan angka optimal 25%.   

Pendapat lain dikemukakan oleh (Gagliardi et al., 2020) yang 

menyatakan bahwa penghambatan terhadap penyebaran spora hama 

jamur  kopi lebih tinggi pada kanopi daun yang rapat di bandingkan 

daun yang  terbuka. Metode lain untuk mengukur kesehatan habitat 

dilakukan oleh (Moreira et al., 2019), dengan menggunakan metode 

umpan Jamur Entomopatogen sebagai perangkap untuk menangkap 

serangga/hama kopi, ternyata jamur entomopatogen lebih banyak 

ditemukan pada tanah agroforestri kopi dengan penaung di 

bandingkan agroforestry tanpa naungan. Jamur entomopatogen 

ternyata lebih efektif, dibuktikan dengan ditemukannya fakta bahwa 

serangga/hama kopi lebih cepat mati saat terkena jamur 

entomopatogen di kondisi agroforestri kopi naungan daripada 

agroforestri kopi tanpa naungan. 
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7.3. Model Jasa Agroforestri 

Seperti bisa dilihat dari penjelasan diatas, bentuk jasa ekosistem 

agroforestri kopi dan jasa ekosistem agroforestri pada dasarnya tidak 

jauh berbeda dengan jasa layanan ekosistem secara umum. Menurut 

(Jose, 2009), banyak bukti di masa lalu sampai sekarang dengan jelas 

menunjukkan bahwa agroforestri, sebagai bagian dari lanskap kerja 

multifungsi, dapat menjadi opsi penggunaan lahan yang 

berkelanjutan, selain untuk mengentaskan kemiskinan, menawarkan 

sejumlah jasa ekosistem dan manfaat lingkungan antara lain 

penyerapan/sekuestrasi karbon, meningkatkan dan konservasi 

keanekaragaman hayati, pengayaan/perlindungan kesuburan tanah, 

memelihara kualitas udara dan air, serta meningkatkan estetika.  

 

7.3.1. Model Operasional Pengamanan Jasa Ekosistem 

Permodelan jasa ekosistem agroforestri sebagai suatu sistem yang 

komprehensif dan tidak hanya membahas salah satu jasa ekosistem, 

faktor sosial, aspek biofisik secara parsial ataupun hanya membahas 

integrasi pohon, tanaman pertanian, dan/atau hewan, hingga saat ini 

memang belum banyak diteliti dan dikembangkan (Cowling et al., 

2008; Jose, 2009). Tidak banyak penelitian/artikel yang membahas 

model tentang pengelolaan sumber daya alam terintegrasi dan 

perencanaan konservasi yang juga menjelaskan secara pragmatis dan 

komprehensif proses untuk mencapai pengamanan jasa ekosistem di 

lapangan. Salah satu model operasional pragmatis yang membahas 

cara mencapai pengamanan jasa ekosistem adalah model yang 

dikemukakan oleh  (Cowling et al., 2008). 
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Gambar 7.1. Model operasional untuk melaksanakan pengamanan  

jasa ekosistem (Sumber : Cowling et al., 2008) 

 

Model pada Gambar 7.1. di atas membahas masalah operasional 

tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengarus utamakan jasa 

ekosistem. Model tersebut terdiri dari tiga tahap atau fase model 

(penilaian, perencanaan, dan manajemen) dan hubungannya dengan 

skala spasial, tingkat keterlibatan pemangku kepentingan, dan status 

sistem sosial-ekologi. Selain itu, model tersebut juga secara sederhana 

bisa menunjukkan hubungan terpadu dan interaktif antara manusia 

dan jasa ekosistem.  

 

Tahap Kegiatan 

K
e

rj
as

am
a 

P
e

m
an

gk
u

 K
ep

e
n

ti
n

ga
n

 

Statu
s Siste

m
 

So
sial - Lin

gku
n

gan
 

K
u

at 

Penilaian  
Sosial 

P
e

n
garu

stam
aan

 

d
ib

er
d

ay
ak

an
 

d
ili

b
at

ka
n

 

Strategi  
dan  

Kendala 

Penilaian Perencanaan Pengelolaan 

Penerapan 

Strategi 

Organisasi 
belajar 

d
iin

fo
rm

as
ik

an
 

Valuasi 

Penilaian  
Biofisik 

R
en

tan
 

Regional Lokal 

Skala Ruang 

Pengelolaan 
Adaptif 



 

102                                                 Permodelan Lingkungan: Teori dan Aplikasi 

 

Tahap satu yaitu tahap penilaian, adalah proses terstruktur yang 

memberikan pengetahuan yang berguna untuk kebijakan, strategi, dan 

manajemen. Penilaian tersebut berupaya menjawab pertanyaan yang 

terinspirasi oleh penerima manfaat dan pengelola jasa ekosistem, 

dalam hal ini pengetahuan yang berguna untuk mengarusutamakan 

jasa ekosistem ke dalam perencanaan penggunaan lahan tingkat lokal 

harus diberikan secara lengkap.  

Penilaian sosial harus mendahului penilaian biofisik, karena ini 

mengidentifikasi pemilik dan penerima manfaat dari fungsi ekologi 

yang benar-benar memberikan layanan, dan karenanya membutuhkan 

penilaian biofisik. Penilaian sosial juga mengidentifikasi pasar untuk 

jasa ekosistem dan insentif lain untuk pengamanannya, serta 

hambatan implementasi individu, kelembagaan, dan tata kelola. Disisi 

lain penilaian biofisik memberikan pengetahuan tentang jenis dan 

lokasi fitur yang menyediakan jasa ekosistem, arus layanan spasial dan 

temporal dalam kaitannya dengan penerima manfaat, dan dampak 

transformasi tanah dan air pada saat pengelolaan.  

Valuasi yang terletak diantara penilaian sosial dan biofisik yang 

dimaksud di model ini adalah penilaian moneter yang bisa sangat 

efektif dalam memungkinkan pertukaran informasi dalam analisis 

biaya-manfaat, di mana fokusnya adalah pada penilaian perubahan 

marjinal dalam penyediaan jasa ekosistem yang memiliki nilai pasar, 

meski pada kenyataannya sebagian besar layanan ekosistem tidak 

memiliki harga pasar, namun untuk mempermudah pemahaman perlu 

diketahui bahwa harga yang dimaksud tidak harus disamakan dengan 

nilai, dan harga bukanlah satu-satunya nilai yang penting. Satuan nilai 

non-moneter juga dapat digunakan untuk menilai jasa ekosistem ini, 

misalnya, meter kubik air bersih, pekerjaan yang diciptakan, jumlah 
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karbon yang bisa ditangkap, persentase kelimpahan dan jumlah 

makhluk hidup yang bisa diselamatkan. 

Mengidentifikasi peluang dan kendala untuk melaksanakan tindakan 

melindungi jasa ekosistem merupakan langkah selanjutnya dari model 

tersebut. Mengidentifikasi peluang dan kendala dapat menjadi 

tantangan karena hasil yang kompleks dari tiga penilaian sebelumnya. 

Penting untuk menyelaraskannya dengan nilai-nilai dan pengetahuan 

para pemangku kepentingan. Kompleksitas hasil identifikasi dicirikan 

oleh situasi banyaknya kemungkinan masa depan yang didukung oleh 

berbagai kemungkinan solusi. Dalam konteks model ini, digunakanlah 

perencanaan skenario dengan berbagai asumsi skenario. Asumsi 

skenario ditentukan oleh peluang dan kendala implementasi, dan ini 

digunakan untuk mengatur parameter untuk model spasial secara 

eksplisit dari alternatif masa depan yang dapat digambarkan melalui 

peta dan narasi visual. 

Tahap kedua dari model operasional ini adalah perencanaan yang 

dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan semua pemangku 

kepentingan, termasuk peneliti. Perencanaan kolaboratif adalah 

proses berbasis wacana yang terdiri dari identifikasi visi, strategi untuk 

mewujudkan visi tersebut, tujuan strategis tertentu, dan instrumen, 

alat, dan organisasi untuk melaksanakan strategi dan segala tindakan 

untuk mencapai tujuan. Tujuan keseluruhan dari tahap proses 

perencanaan dalam model ini adalah untuk secara kolaboratif 

mengidentifikasi serangkaian tujuan strategis dan tindakan spesifik 

untuk melindungi jasa ekosistem.  

Sedangkan yang dimaksud pengarusutamaan/mainstreaming jasa 

ekosistem adalah internalisasi pengamanan jasa ekosistem ke dalam 

kebijakan dan praktik sektor perencanaan penggunaan lahan. 
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Pengarusutamaan yang optimal membutuhkan tata kelola yang 

efektif, kapasitas organisasi dan kelembagaan, serta kesadaran dan 

pengetahuan yang komprehensif tentang ekologi dan nilai jasa 

ekosistem. 

Tahapan ketiga dari model ini adalah manajemen atau pengelolaan 

yang bertujuan untuk melakukan dan mengokordinasikan tindakan, 

termasuk penelitian tambahan, untuk menjamin perlindungan fitur 

biofisik yang menyediakan jasa ekosistem. Untuk memastikan jasa 

ekosistem bagi penerima manfaat di terima optimal, pengelolaannya 

harus dilakukan secara adaptif. Pengelolaan adaptif perlu menanggapi 

secara efektif umpan balik yang kompleks, peluang, dan guncangan 

yang menjadi ciri sistem sosial-ekologi dan memberikan wawasan yang 

dapat dimasukkan ke dalam proses berulang ke tahapan penilaian dan 

perencanaan seperti terlihat pada model. Oleh karena itu, pengelolaan 

adaptif perlu dilembagakan dalam rangkaian organisasi/lembaga 

pembelajaran yang masing-masing berfokus pada jasa ekosistem yang 

berbeda. 

Pada akhirnya dalam tataran implementasi, model operasional 

tentang pengarustamaan jasa ekosistem akan efektif jika tiga elemen 

pokoknya bisa terpenuhi yaitu relevan secara sosial, ada pertimbangan 

penelitian yang didasari oleh kebutuhan dan manfaat pengguna 

sebagai pemberdayaan pemangku kepentingan, dan manajemen 

adaptif yang tertanam dalam organisasi pembelajaran sehingga tujuan 

pengarustamaan jasa ekosistem yaitu adanya  ketahanan sosial dan 

ekologi di lapangan yang penuh ketidakpastian bisa tercapai. 
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7.3.2. Model Kerangka Konsep agar Pengetahuan Jasa Ekosistem 

berdampak pada Pengambilan Keputusan 

Kajian (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) mengemukakan 

bahwa tekanan terhadap ekosistem yang juga menyebabkan 

berkurangnya nilai jasa ekosistem disebabkan tidak hanya oleh 

perubahan ekosistem yang dramatis, namun juga oleh perubahan 

sistem sosial. Pengaruh relatif dari suatu negara telah berkurang 

dengan semakin berkembangnya kekuatan dan pengaruh dari institusi 

ataupun pemangku kepentingan yang jauh lebih kompleks, misalnya 

pemerintah tingkat regional, perusahaan multinasional, dan lembaga 

swadaya masyarakat. Para pemangku kepentingan kini lebih banyak 

turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Mengingat bahwa 

saat ini banyak sekali pelaku/pemangku kepentingan yang turut serta 

mempengaruhi kondisi ekosistem dengan keterlibatannya dalam 

pengambilan keputusan, maka tantangan untuk menyediakan 

informasi bagi para pengambil kebijakan ini semakin tinggi khususnya 

dalam penyediaan informasi tentang jasa ekosistem sehingga dalam 

pengambilan keputusannya bisa lebih mempertimbangkan jasa 

ekosistem tersebut.  

Berkaitan dengan bagaimana pengetahuan dan pemahaman tentang 

jasa ekosistem bisa mempengaruhi pada keputusan para pembuat 

kebijakan belum banyak dikaji dan hingga saat ini penelitian tentang 

jasa ekosistem sering kali hanya bertujuan untuk menghasilkan 

pengetahuan yang diharapkan bisa mempengaruhi kebijakan lembaga 

konservasi namun pemahaman yang terbatas tentang proses dan 

mekanisme bagaimana pembuat keputusan menggunakan 

pengetahuan jasa ekosistem yang didapatnya atau faktor apa saja yang 
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memfasilitasi penggunaannya menjadi sisi lemah dari berbagai 

penelitian tersebut. Topik ini merupakan salah satu bidang penelitian 

berkaitan dengan peengarustamaan jasa ekosistem yang belum 

banyak dipelajari, karena keterbatasan dalam pengumpulan data 

empiris dilapangan (Posner, McKenzie and Ricketts, 2016).  

Permasalahan tentang bagaimana cara atau proses pengetahuan 

tentang jasa ekosistem dan dampaknya bisa mempengaruhi 

keputusan para pemangku kepentingan telah dibuat permodelan dan 

diujicobakan di lapangan oleh (Posner, McKenzie and Ricketts, 2016). 

Secara eksplisit, model tersebut merupakan kerangka kerja konseptual 

dan pendekatan empiris untuk mengeksplorasi bagaimana cara 

pengetahuan tentang jasa ekosistem bisa masuk dan dinternalisasikan 

kepada para pengambil keputusan/para pemangku kepentingan saat 

mengambil keputusan dalam pengelolaan lahan pada skala lanskap. 

Perlu diketahui bahwa Model Kerangka Konsep agar Pengetahuan Jasa 

Ekosistem Berdampak pada Pengambilan Keputusan pada Gambar 7.2 

di bawah ini, setiap kolom pada model diatas merepresentasikan jalur 

untuk mempengaruhi keputusan, dengan dampak yang lebih 

meningkat/kuat di setiap jalur dari atas kebawah dan dari kiri ke kanan 

di antara jalur. Dampak 2, 3, 4a, dan 4b adalah dasar pengukuran 

dampak. Dampak 3 mengacu pada bagaimana pengetahuan jasa 

ekosistem dapat digunakan untuk membangun dukungan untuk 

mempertimbangkannya dalam keputusan para pemangku 

kepentngan. 
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Gambar 7.2. Model Kerangka Konsep agar Pengetahuan Jasa 

Ekosistem berdampak pada Pengambilan Keputusan 

(Sumber : Posner, McKenzie and Ricketts, 2016). 

Pemahaman ilmiah tentang faktor-faktor yang menjelaskan dampak 

akan bermanfaat bagi mereka yang menghasilkan pengetahuan 

tentang jasa ekosistem semisal para peneliti dan para pembuat 

keputusan. Ringkasnya bisa dijelaskan bahwa Pengetahuan tentang 

jasa ekosistem yang diperoleh dari berbagai penelitian ataupun 

kerjasama yang telah dipublish/diterbitkan dan di sebarluaskan, 

diharapkan orang-orang awam, masyarakat ilmiah, masyarakat 

termasuk di dalamnya para pemangku kepentingan sebagai anggota 

masyarakat menjadi lebih paham dan peduli akan jasa ekosistem, dan 

1. KERJASAMA 
MENGHASILKAN 
PENGETAHUAN 

3. MEMBANGUN 
DUKUNGAN 

2. MENGUBAH 
PANDANGAN 

4. MENGHASILKAN 
TINDAKAN 

5. MENGHASILKAN 
OUTCOME 

Meningkatkan 
dan 

Menyeimbangkan 
Biaya/Pungutan 

ES 

Outcome yang 
lebih 

baik/meningkat 
untuk 

Keanekaragaman 
Hayati, Kesehatan 

Ekosistem dan 
Kesejahteraan 

Manusia 

Terbangunnya 
Kebijakan dan 

Mekanisme  
Keuangan yang  

Baru 

Rencana dan 
Kebijakan 

Mempertimbangkan 
Dampak ES 

Alternatif 
Pilihan 

Berdasarkan 
Kerangka ES 

Pengembangan 
Bahasa yang 

Umum 

Menyamakan 
perbedaan 

Posisi 

Mediasi 
Perbedaan 
dia Antara 

Stakeholder 

Orang-orang 
Peduli dan 

Paham 
tentang ES 

Para Pemangku 
Kepentingan 

Fokus pada ES 

Hasil yang 
didapat 

Diumumkan 

Meningkatkan Dampak 

Disebarluas
kan 

4a 

4b 



 

108                                                 Permodelan Lingkungan: Teori dan Aplikasi 

 

selanjutnya para pemangku kepentingan terkait akan lebih fokus dan 

tertarik perhatiannya ke jasa ekosistem. 

Adanya transfer pengetahuan jasa ekosistem, adanya kesamaan 

perspektif antar stakeholder bisa menjadi penengah segala perbedaan 

persepsi tentang jasa ekosistem dan meningkatkan dukungan 

legitimasi untuk memasukkannya ke semua perencanaan dan strategi.  

Dukungan para pemangku kepentingan terhadap alternatif-alternatif 

pengelolaan sumberdaya lahan yang selalu mempertimbangkan 

dampaknya terhadap jasa ekosistem, dan menginternalisasikannya 

dalam kerangka perencanaan, kebijakan, dan program harapannya 

bisa juga meningkatkan mekanisme pembayaran ataupun pembiayaan 

anggaran untuk jasa lingkungan menjadi lebih baik. Hal ini bisa 

ditunjukkan dengan secara nyata adanya peningkatan anggaran/biaya 

atau pungutan untuk jasa ekosistem dalam semua proses 

pemanfaatan sumber daya alam dan pada akhirnya outcome dalam 

jangka panjang adalah bahwa semua pengelolaan ekosistem/sumber 

daya berbasis lahan tetap bisa meningkatkan kesejahteraan manusia 

namun dengan tetap memelihara jasa ekosistemnya seperti 

keanekaragaman hayatinya dan kesehatan ekosistemnya dapat 

terwujud.   

 

7.4. Penutup 

Bukti bukti baru adanya jasa ekosistem dari agroforestri berbasis kopi 

melalui berbagai penelitian di dunia selalu berkembang. Penelitian-

penelitian tentang jasa ekosistem dari agroforestri dan agroforestri 

kopi ataupun jasa ekosistem hingga saat ini juga sudah banyak, 

khususnya yang membahas satu jenis jasa ekosistem saja, ataupun 

hanya membahas faktor biofisik ataupun faktor sosial. Namun, 
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penelitian-penelitian yang membahas jasa ekosistem secara 

komprehensif, dari perencanaan dan implementasinya di lapangan 

belum banyak dilakukan. Jasa ekosistem yang dihasilkan dari 

agroforestri kopi antara lain berupa penyerapan karbon, 

mempertahankan keanekaragaman hayati, mempertahankan 

kesuburan tanah, perlindungan tata air dan mempertahankan 

kesehatan tanaman/habitat.  

Permodelan-permodelan implementatif secara operasional yang 

dibuat berdasarkan pengalaman empiris di lapangan seperti 

Permodelan operasional untuk melaksanakan pengamanan  jasa 

ekosistem dan Pemodelan kerangka konsep tentang bagaimana 

pengetahuan jasa ekosistem menghasilkan dampak yang akan 

mempengaruhi keputusan pemegang kebijakan merupakan 

penelitian-penelitian pemodelan yang komprehensif dan diperlukan di 

masa sekarang dan akan datang yang bisa membawa pengakuan akan 

peran dan perlindungan jasa ekosistem menjadi lebih tinggi, lebih 

dihargai, lebih berkontribusi dan lebih dipertimbangkan dalam 

penyusunan rencana, kebijakan dan implementasi, serta keputusan-

keputusan para pemangku kepentingan berkaitan dengan pengelolaan 

suatu bentang lahan.  

 

Referensi 

de Almeida Campos Cordeiro, A., Coelho, S. D., Ramos, N. C. and Meira-Neto, 

J. A. A. (2018) ‘Agroforestry systems reduce invasive species richness 

and diversity in the surroundings of protected areas’, Agroforestry 

Systems, 92(6), pp. 1495–1505. doi: 10.1007/s10457-017-0095-4. 

Anil Kumar, N. P., Saleem Khan, A. I. K. and Balakrishnan, V. (2019) Coffee, 

Climate and Biodiversity: Understanding the Carbon Stocks of the 

Shade Coffee Production System of India, Climate Change 



 

110                                                 Permodelan Lingkungan: Teori dan Aplikasi 

 

Management. Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-

319-98681-4_7. 

Arenas-Clavijo, A. and Armbrecht, I. (2019) ‘Soil ants (Hymenoptera: 

Formicidae) and ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in a coffee 

agroforestry landscape during a severe-drought period’, Agroforestry 

Systems, 93(5), pp. 1781–1792. doi: 10.1007/s10457-018-0283-x. 

Atallah, S. S., Gómez, M. I. and Jaramillo, J. (2018) ‘A Bioeconomic Model of 

Ecosystem Services Provision: Coffee Berry Borer and Shade-grown 

Coffee in Colombia’, Ecological Economics, 144(August 2017), pp. 129–

138. doi: 10.1016/j.ecolecon.2017.08.002. 

Betemariyam, M., Negash, M. and Worku, A. (2020) ‘Comparative Analysis of 

Carbon Stocks in Home Garden and Adjacent Coffee Based 

Agroforestry Systems in Ethiopia’, Small-scale Forestry, 19(3), pp. 319–

334. doi: 10.1007/s11842-020-09439-4. 

de Carvalho, A. F., Fernandes-Filho, E. I., Daher, M., Gomes, L. de C., Cardoso, 

I. M., Fernandes, R. B. A. and Schaefer, C. E. G. R. (2020) ‘Microclimate 

and soil and water loss in shaded and unshaded agroforestry coffee 

systems’, Agroforestry Systems, 6. doi: 10.1007/s10457-020-00567-6. 

Cerda, R., Avelino, J., Harvey, C. A., Gary, C., Tixier, P. and Allinne, C. (2020) 

‘Coffee agroforestry systems capable of reducing disease-induced 

yield and economic losses while providing multiple ecosystem 

services’, Crop Protection, 134(October 2019). doi: 

10.1016/j.cropro.2020.105149. 

Chaiyarat, R., Sripho, S. and Ardsungnoen, S. (2020) ‘Small mammal diversity 

in agroforestry area and other plantations of Doi Tung Development 

Project, Thailand’, Agroforestry Systems, 94(6), pp. 2099–2107. doi: 

10.1007/s10457-020-00529-y. 

Chang, C. H., Karanth, K. K. and Robbins, P. (2018) ‘Birds and beans: 

Comparing avian richness and endemism in arabica and robusta 

agroforests in India’s Western Ghats’, Scientific Reports, 8(1), pp. 1–9. 

doi: 10.1038/s41598-018-21401-1. 

Chevallier, T., Fujisaki, K., Roupsard, O., Guidat, F., Kinoshita, R., De Melo 



 

Purwanto et al.                                                                                                      111 
 

Viginio Filho, E., Lehner, P. and Albrecht, A. (2019) ‘Short-range-order 

minerals as powerful factors explaining deep soil organic carbon stock 

distribution: The case of a coffee agroforestry plantation on Andosols 

in Costa Rica’, Soil, 5(2), pp. 315–332. doi: 10.5194/soil-5-315-2019. 

Colorado Z, G. J., Mehlman, D. and Valencia-C, G. (2018) ‘Effects of floristic 

and structural features of shade agroforestry plantations on the 

migratory bird community in Colombia’, Agroforestry Systems, 92(3), 

pp. 677–691. doi: 10.1007/s10457-016-0034-9. 

Cowling, R. M., Egoh, B., Knight, A. T., O’Farrell, P. J., Reyers, B., Rouget, M., 

Roux, D. J., Welz, A. and Wilhelm-Rechman, A. (2008) ‘An operational 

model for mainstreaming ecosystem services for implementation’, 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 

of America, 105(28), pp. 9483–9488. doi: 10.1073/pnas.0706559105. 

Dobo, B., Asefa, F. and Asfaw, Z. (2018) ‘Effect of tree-enset-coffee based 

agro-forestry practices on arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) species 

diversity and spore density’, Agroforestry Systems, 92(2), pp. 525–540. 

doi: 10.1007/s10457-016-0042-9. 

Gagliardi, S., Avelino, J., Beilhe, L. B. and Isaac, M. E. (2020) ‘Contribution of 

shade trees to wind dynamics and pathogen dispersal on the edge of 

coffee agroforestry systems: A functional traits approach’, Crop 

Protection, 130(September 2019), p. 105071. doi: 

10.1016/j.cropro.2019.105071. 

Geeraert, L., Aerts, R., Jordaens, K., Dox, I., Wellens, S., Couri, M., Berecha, G. 

and Honnay, O. (2019) ‘Intensification of Ethiopian coffee agroforestry 

drives impoverishment of the Arabica coffee flower visiting bee and fly 

communities’, Agroforestry Systems, 93(5), pp. 1729–1739. doi: 

10.1007/s10457-018-0280-0. 

Guillemot, J., le Maire, G., Munishamappa, M., Charbonnier, F. and Vaast, P. 

(2018) ‘Native coffee agroforestry in the Western Ghats of India 

maintains higher carbon storage and tree diversity compared to exotic 

agroforestry’, Agriculture, Ecosystems and Environment, 

265(February), pp. 461–469. doi: 10.1016/j.agee.2018.06.002. 



 

112                                                 Permodelan Lingkungan: Teori dan Aplikasi 

 

Hasselquist, N. J., Benegas, L., Roupsard, O., Malmer, A. and Ilstedt, U. (2018) 

‘Canopy cover effects on local soil water dynamics in a tropical 

agroforestry system: Evaporation drives soil water isotopic 

enrichment’, Hydrological Processes, 32(8), pp. 994–1004. doi: 

10.1002/hyp.11482. 

Hernandez-Aguilera, J. N., Conrad, J. M., Gómez, M. I. and Rodewald, A. D. 

(2019) ‘The Economics and Ecology of Shade-grown Coffee: A Model 

to Incentivize Shade and Bird Conservation’, Ecological Economics, 

159(January), pp. 110–121. doi: 10.1016/j.ecolecon.2019.01.015. 

Hombegowda, H. C., Köhler, M., Röll, A. and Hölscher, D. (2020) ‘Tree species 

and size influence soil water partitioning in coffee agroforestry’, 

Agroforestry Systems, 94(1), pp. 137–149. doi: 10.1007/s10457-019-

00375-7. 

Jose, S. (2009) ‘Agroforestry for ecosystem services and environmental 

benefits: An overview’, Agroforestry Systems, 76(1), pp. 1–10. doi: 

10.1007/s10457-009-9229-7. 

Mertens, J. E. J., Emsens, W. J., Jocqué, M., Geeraert, L. and De Beenhouwer, 

M. (2020) ‘From natural forest to coffee agroforest: Implications for 

communities of large mammals in the Ethiopian highlands’, Oryx, 

54(5), pp. 715–722. doi: 10.1017/S0030605318000844. 

Millennium Ecosystem Assessment (2005) Ecosystems and Human Well-

Being : Synthesis. World Resour- ces Institute, Washington, DC. 

Moreira, C. C., Celestino, D., Guerra Sobrinho, T., Cardoso, I. M. and Elliot, S. 

L. (2019) ‘Agroforestry coffee soils increase the insect-suppressive 

potential offered by entomopathogenic fungi over full-sun soils: A case 

proposing a “bait survival technique”’, Ecology and Evolution, 9(18), 

pp. 10777–10787. doi: 10.1002/ece3.5598. 

Muñoz-Villers, L. E., Geris, J., Alvarado-Barrientos, M. S., Holwerda, F. and 

Dawson, T. (2020) ‘Coffee and shade trees show complementary use 

of soil water in a traditional agroforestry ecosystem’, Hydrology and 

Earth System Sciences, 24(4), pp. 1649–1668. doi: 10.5194/hess-24-

1649-2020. 



 

Purwanto et al.                                                                                                      113 
 

Narango, D. L., Tallamy, D. W., Snyder, K. J. and Rice, R. A. (2019) ‘Canopy 

tree preference by insectivorous birds in shade-coffee farms: 

Implications for migratory bird conservation’, Biotropica, 51(3), pp. 

387–398. doi: 10.1111/btp.12642. 

Nilovna Chatterjee, P. K. Ramachandran Nair, Vimala D. Nair, Abhishek 

Bhattacharjee , Elias de Melo Virginio Filho, R. G. M. and M. R. A. N. 

(2019) ‘Do Co ff ee Agroforestry Systems Always Improve Soil Carbon 

Stocks Deeper in the Soil ?— A Case Study’, Forests, 11(November 

2019;), pp. 1–23. 

Ongole, S., Sankaran, M. and Karanth, K. K. (2018) ‘Responses of aerial 

insectivorous bats to local and landscape-level features of coffee 

agroforestry systems in Western Ghats, India’, PLoS ONE, 13(8), pp. 1–

16. doi: 10.1371/journal.pone.0201648. 

Posner, S. M., McKenzie, E. and Ricketts, T. H. (2016) ‘Policy impacts of 

ecosystem services knowledge’, Proceedings of the National Academy 

of Sciences of the United States of America, 113(7), pp. 1760–1765. doi: 

10.1073/pnas.1502452113. 

Rigal, C., Xu, J. and Vaast, P. (2020) ‘Young shade trees improve soil quality in 

intensively managed coffee systems recently converted to 

agroforestry in Yunnan Province, China’, Plant and Soil, 453(1–2), pp. 

119–137. doi: 10.1007/s11104-019-04004-1. 

Sauvadet, M., den Meersche, K. Van, Allinne, C., Gay, F., de Melo Virginio 

Filho, E., Chauvat, M., Becquer, T., Tixier, P. and Harmand, J. M. (2019) 

‘Shade trees have higher impact on soil nutrient availability and food 

web in organic than conventional coffee agroforestry’, Science of the 

Total Environment, 649, pp. 1065–1074. doi: 

10.1016/j.scitotenv.2018.08.291. 

Schooler, S. L., Johnson, M. D., Njoroge, P. and Bean, W. T. (2020) ‘Shade 

trees preserve avian insectivore biodiversity on coffee farms in a 

warming climate’, Ecology and Evolution, (May), pp. 1–13. doi: 

10.1002/ece3.6879. 

Solis, R., Vallejos-Torres, G., Arévalo, L., Marín-Díaz, J., Ñique-Alvarez, M., 



 

114                                                 Permodelan Lingkungan: Teori dan Aplikasi 

 

Engedal, T. and Bruun, T. B. (2020) ‘Carbon stocks and the use of shade 

trees in different coffee growing systems in the Peruvian Amazon’, 

Journal of Agricultural Science. doi: 10.1017/S002185962000074X. 

Withaningsih, S., Parikesit and Alham, R. F. (2020) ‘Diversity of bird species in 

the coffee agroforestry landscape: Case study in the Pangalengan Sub-

District, Bandung District, West Java, Indonesia’, Biodiversitas, 21(6), 

pp. 2467–2480. doi: 10.13057/biodiv/d210619. 

Yustika, R. D., Somura, H., Yuwono, S. B., Arifin, B., Ismono, H. and Masunaga, 

T. (2019) ‘Assessment of soil erosion in social forest-dominated 

watersheds in Lampung, Indonesia’, Environmental Monitoring and 

Assessment, 191(12). doi: 10.1007/s10661-019-7890-5. 

Zaro, G. C., Caramori, P. H., Yada Junior, G. M., Sanquetta, C. R., Filho, A. A., 

Nunes, A. L. P., Prete, C. E. C. and Voroney, P. (2020) ‘Carbon 

sequestration in an agroforestry system of coffee with rubber trees 

compared to open-grown coffee in southern Brazil’, Agroforestry 

Systems, 94(3), pp. 799–809. doi: 10.1007/s10457-019-00450-z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Purwanto et al.                                                                                                      115 
 

 

 

BAB  8 

 
Perubahan Tata Guna Lahan dan 

Pengaruhnya Terhadap Nilai Jasa Ekosistem  

 

ST AGUNG DWI PRAMONO 

 

8.1. Pendahuluan 

Peningkatan aktivitas manusia di seluruh dunia telah mengubah 

ekosistem alam dan layanan ekosistem yang dihasilkannya.  Ekosistem 

alam dapat menghasilkan layanan/jasa yang meliputi (i) jasa 

penyediaan seperti bahan makanan, air bersih, serat, bahan bakar, 

serta bahan dasar lainnya, (ii) jasa pengaturan seperti pengaturan 

kualitas udara, pengaturan iklim, pencegahan gangguan/bencana, 

pengaturan air, (iii) jasa budaya seperti estetika, rekreasi, inspirasi, 

warisan dan indentitas budaya, dan juga sebagai (iv) jasa pendukung 

seperti memberikan habitat untuk berkembang biak dan perlindungan 

plasma nutfah. Layanan-layanan ekosistem tersebut dapat mengalami 

perubahan saat fungsi lingkungan ataupun habitat disuatu wilayah dan 

lanskapnya berubah karena penggunaan lahan yang berbeda (Medcalf, 

2014).  
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Perubahan tata guna lahan terus terjadi dan saat ini kecepatan dan 

intensitas perubahannya mengalami peningkatan secara signifikan 

dibandingkan periode sebelumnya dan telah mengubah berbagai 

ekosistem menjadi lahan pertanian, lahan penggembalaan maupun 

daerah pemukiman dan perkotaan (Balvanera et al. 2006,  Ellis dan 

Pontius, 2007).  Patut disayangkan perubahan tata guna lahan sebagai 

dampak dari sebuah kebijakan pembangunan ekonomi seringnya tidak 

memperhatikan dampak lingkungan dan keterkaitanya dengan jasa 

ekosistem (Mendoza et al., 2012) dan hingga saat ini jasa ekosistem 

merupakan barang publik yang tidak ditangkap dan diterima dengan 

baik oleh mekanisme pasar sehingga nilai ekonominya tidak di pahami 

dengan baik (Costanza et al., 2014). 

Perubahan tata guna lahan karena pertumbuhan kota senantiasa 

disertai juga dengan permasalahan sosial dan ekonomi seperti 

populasi yang terus berkembang dan bisa mengakibatkan habitat dan 

ekosistem alami yang sebelumnya ada tergantikan oleh bangunan 

perkotaan seperti gedung jalan dan sarana penunjang ekonomi 

lainnya. Hal semacam ini memberikan tekanan kepada ekosistem 

alami, hilangnya keaneka ragaman hayati, hancurnya sumber daya 

alam serta degradasi lingkungan. Untuk itu diperlukan solusi berbasis 

alam yang bisa mengatasi berbagai tekanan terhadap habitat dan 

ekosistem tersebut (Alvarado et al., 2020). Solusi ini juga sekaligus 

memberikan berbagai manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan 

manusia dan keanekaragaman hayati. 

Perencanaan dan analisis perubahan tata guna Lahan memungkinkan 

pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi perencanaan 

perubahan tata guna lahan yang adaptif dengan membandingkan hasil 

yang sesuai dari pilihan perencanaan pada penyediaan satu atau lebih 
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jasa lingkungan (Baja, 2012, Cabral et al., 2016). Pada skala temporal 

dan spasial, perubahan jasa ekosistem dan kerentanannya harus dapat 

dipertimbangkan dalam perencanaan perubahan tata guna lahan 

(Cowling et al., 2008). 

 

8.2. Model Jasa ekosistem 

Beberapa peneliti telah membahas tentang bagaimana pola jasa 
ekosistem menjadi solusi berbasis alam dalam konteks perubahan tata 
guna lahan dan mengkaji hubungan antara jasa ekosistem dengan 
habitat dan lingkungannya dalam berbagai bentuk permodelan 
maupun alur pikir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8.1. Modifikasi Model Jasa Ekosistem Cascade  
(Sumber: Alvarado, 2020) 
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Dalam perancangan sebuah kota dalam perencanaannya haruslah 

memperhatikan dan mempertahankan juga keberadaan ekosistem 

alaminya untuk menjaga layanan ekosistemnya tetap terpelihara. 

Salah satu permodelan jasa ekosistem yang membahas tentang kaitan 

lingkungan hidup dengan sistem sosial dan ekonomi dalam konteks 

pengembangan perkotaan dikemukakan oleh Alvarado et al., (2020) 

seperti pada Gambar 8.1. diatas. Dalam konteks lingkungan hidup 

adanya ekosistem yang sehat dan seimbang yang terjaga fungsinya 

akan menghasilkan jasa ekosistem yang akan bisa bermanfaat dalam 

jangka panjang, sementara dalam konteks sosial ekonomi, ambil 

contoh adalah habitat hutan yang melalui berbagai proses struktur 

biofisika didalamnya akan mampu memberikan fungsi menghambat 

air larian sehingga memberikan jasa lingkungan seperti melindungi 

daerah dari banjir termasuk menjaga komoditas yang ada agar tetap 

berproduksi dan bisa dinikmati. Sehingga bisa memberikan manfaat 

berupa kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan dan pada akhirnya 

bisa memberikan nilai berupa kesediaan membayar (willingness to 

pay) dari berbagai pihak dalam rangka menjaga ekosistem/hutan agar 

tetap lestari. 

Ketika mempertimbangkan hubungan antara habitat atau tipe tutupan 

lahan dan jasa ekosistem yang disediakan oleh lingkungan, jelas bahwa 

pengaruh habitat terhadap fungsi lingkungan bergantung pada 

karakteristik biofisiknya. Artinya, habitat dengan pertumbuhan kayu 

berumur panjang atau habitat yang menghasilkan banyak bahan 

tanaman selama masa hidupnya akan memiliki peran yang lebih besar 

dalam menyimpan karbon, daripada padang rumput berdaun halus di 

mana sedikit bahan organik terakumulasi. Habitat dengan spesies 

berakar dalam yang bias mengambil atau memanfaatkan air dalam 

jumlah besar, akan memiliki peran yang lebih tinggi dalam mengatur 
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kejadian hujan daripada habitat berakar dangkal dengan sedikit 

aktivitas evapotranspirasi.  

Keterkaitan antara fungsi ekosistem dan  dengan penyediaan jasa 

ekosistem terus terpengaruh oleh pertumbuhan penduduk, tekanan 

ekonomi serta perluasan perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang 

terus menerus akan mengakibatkan berbagai kebutuhan seperti 

hunian, tempat rekreasi, sarana, prasarana dan utilitas akan terus 

meningkat termasuk bagaimana kebutuhan pertumbuhan ekonomi 

yang diyakini mampu menjamin kesejahteraan masyarakat juga terus 

memicu perubahan fungsi ekosistem baik alih fungsi lahan maupun 

percepatan dalam mengeksploitasi sumber daya alam.  

Fokus mempertahankan fungsi ekosistem dan habitat yang seimbang 

tanpa adanya kebijakan pembangunan ekonomi tentunya juga akan 

sangat mustahil dilakukan karena kesejahteraan masyarakat dalam 

pemenuhan pertumbuhan ekonomi juga harus terus dilakukan oleh 

para pengambil kebijakan. Disisi lain ketika kebijakan hanya berfokus 

pada pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu tertentu juga akan 

mengakibatkan habitat dan fungsi lingkungan yang berubah justru 

akan mendatangkan banyak kerugian sehingga tujuan akan 

terwujudnya kesejahteraan malah akan mendatangkan berbagai 

kesulitan baru misalkan dengan pembangunan kota yang masif justru 

mendatangkan bencana banjir yang jelas secara ekonomi akan 

mendatangkan kerugian yang besar, atau mengubah wilayah 

perbukitan menjadi ladang pertanian yang juga akan mendatangkan 

bencana seperti longsor atau resiko pendangkalan dimuara sungai 

yang berakibat pada terjadinya abrasi di wilayah pantai. Hal-hal 

demikian tentunya juga harus menjadi perhatian bagaimana sebuah 

kebijakan dibuat dalam jangka pendek menengah dan panjang tetap 
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bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi 

dengan tetap mampu menjaga fungsi ekosistem serta habitat alami 

dan ekosistem tetap bisa memberikan layanan yang seimbang dan 

berkelanjutan. 

Permodelan lainnya tentang jasa ekosistem dikemukakan oleh Medcal 

et al., 2014 yang bisa menggambarkan dan menjelaskan tentang 

hubungan/keterkaitan antara jasa ekosistem, habitat dan lingkungan 

seperti bisa dilihat pada gambar 8.2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.2. Hubungan antara jasa ekosistem, habitat dan 

lingkungan (Sumber : Medcalf, 2014) 
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nilainya/tangible seperti produksi tanaman pangan dan nilai yang 

tersembunyi/intrinsic/intangible dan seringkali tidak bias divaluasi 

secara langsung seperti mitigasi perubahan iklim dengan mengikat 

karbon di dalam tanah dan tumbuh-tumbuhan. Layanan ini secara 

intrinsik terkait dengan habitat/tutupan lahan yang ada di area 

manapun. Hal tersebut selanjutnya dipengaruhi oleh faktor-faktor 

kunci dari bentuk lahan, tanah/geologi dan pengelolaan kawasan 

tersebut. 

 

8.3. Dampak Perubahan Tata Guna Lahan terhadap Jasa Ekosistem 

Berbagai kajian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

perubahan tataguna lahan terhadap jasa ekosistem. Kajian yang 

dilakukan Mendoza et al., (2012) di Teluk Pantai Mexico di tiga lokasi 

pariwisata utama dengan perbedaan infrastrukstur yang kontras di 

daerah Boca del Río, Chachalacas dan Costa Esmeralda yang dilakukan 

dengan observasi tahun 1995-2006, ditemukan fakta bahwa perluasan 

perkotaan mayoritas dilakukan dengan mengkonversi lanskap hutan 

bakau, padang rumput, lahan pertanian, dan pantai. Lanskap tersebut 

adalah ekosistem yang permukaannya paling banyak berkurang, 

namun, sebenarnya adalah ekosistem dengan perkiraan nilai jasa 

ekosistem tertinggi, seperti pasokan air, rekreasi dan pengaturan 

keseimbangan. Dengan mengasumsikan bahwa nilai jasa ekosistem 

yang hilang karena perubahan penggunaan lahan dapat dikompensasi 

secara ekonomi dengan harga perolehan lahan perkotaan pada tahun 

2006, di mana harga per hektar lahan dapat berfluktuasi dari 45.000 

menjadi 600.000 USD/ ha di Costa Esmeralda, menjadi 190.000 hingga 

910.000 USD / ha di Chachalacas dan 1-6 juta USD / ha di Boca del Río.  

Angka angka tersebut jauh lebih besar dari hasil estimasi nilai total 
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awal (termasuk ekosistem dan jasa ekosistemnya) jika lahan tanpa 

konversi pada tahun 1995 yang hanya berkisar 106.000 USD /ha. 

Sehingga tidak mengherankan banyak terjadi alih fungsi dan tataguna 

lahan dari alam menjadi perkotaan, karena itu memang tampak 

menguntungkan secara ekonomi. Namun, ketika jasa ekosistem 

intrinsik/intangible seperti perlindungan pantai atau nilai 

pemandangan dan rekreasi hilang, maka keuntungan nyata dari 

pembangunan perkotaan ini juga hilang, karena kualitas pantai 

memburuk atau karena dampak angin topan dan badai yang sering 

terjadi dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar dan 

bencana ini terjadi, saat divaluasi, kerugian yang didapat ternyata jauh 

melampaui  keuntungan setelah konversi lahan dibandingkan jika 

habitat alaminya tetap dipertahankan. 

Hasil yang sama bahwa kerugian akibat hilangnya nilai jasa ekosistem 

seringkali lebih besar dari keuntungan, saat ada konversi lahan/habitat 

alami juga dikemukakan oleh Arowolo et, al,. (2018) yang melakukan 

penelitian pada lahan pertanian di Nigeria. Ekspansi lahan pertanian 

yang dilakukan terus menerus tampak memberikan keuntungan 

secara ekonomi namun, hilangnya jasa ekosistem secara terus 

menerus seperti pengaturan iklim dan air yang sebagian besar 

disediakan oleh ekosistem alami dapat mengakibatkan kerugian 

ekonomi yang sangat besar yang ternyata melebihi keuntungan nyata 

dari pengembangan lahan budidaya.  Selama periode 10 tahun dari 

2007 - 2016, konversi hutan dan sabana  menjadi hamparan lahan 

pertanian marak terjadi di wilayah utara negara itu.  Selama periode 

ini, terhitung peningkatan total nilai jasa ekosistem di Nigeria pada 

tahun 2007 sebesar 665,93 miliar USD, menjadi 667,44 miliar USD 

pada 2010, dan 97,38% di antaranya dikontribusikan oleh lahan 

pertanian hasil konversi. Nilai layanan penyediaan/produksi memang 
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meningkat namun berbagai layanan pengaturan, dukungan, rekreasi 

dan budaya menurun, di antaranya pengaturan air (−11,01%), 

pengaturan udara (−7,13%), budaya (−4,84%) dan pengaturan iklim 

(−4,3%) dan tentunya fungsi ekosistem diperkirakan yang paling 

terkena dampak dari alih fungsi lahan tersebut. 

Kajian lain dengan menggunakan permodelan dilakukan Asadolahia et, 

al., (2018) dengan menganalisis pertukaran tiga jasa ekosistem yaitu 

retensi tanah, kualitas habitat dan pasokan makanan di DAS 

Gorganrood, timur laut Iran. Dengan membandinkan dua metode yaitu 

business as usual (BAU) dan environmentally sound planning (ESP) 

dikemukakan bahwa pelaksaaan business as usual menyebabkan 

menurunnya kemampuan lahan untuk menyediakan retensi tanah dan 

jasa kualitas habitat sedangkan dengan environmentally sound 

planning mampu menghasilkan lanskap dengan kualitas habitat dan 

manfaat retensi tanah yang bisa ditingkatkan dengan mengurangi 

potensi daerah tersebut untuk dialihfungsikan menjadi lanskap area 

untuk  pemasok makanan. 

Di Pegunungan Hengduan China, penelitian yang dilakukan oleh Wang 

et, al., (2018) menunjukan bahwa lahan hutan berubah menjadi 

padang rumput selama kurun waktu 1990–2000 disebabkan oleh 

deforestasi, tetapi tren sebaliknya ditemukan pada 2000–2010 sebagai 

akibat dari pelaksanaan proyek ekologi. Nilai jasa ekosistem di seluruh 

wilayah sedikit menurun (0,01% per tahun) pada 1990–2000, dan 

meningkat tajam (0,14% per tahun) pada 2000–2010. Elastisitas 

mencapai 0,07 untuk 1990-2000 dan 0,29 untuk 2000-2010. Kajian 

lainnya yang juga dilakukan di China tepatnya di daerah pesisir Provinsi 

Hubai/Coastal Zone Hebei Province (CZHP) oleh Zhanga et, al,. (2020) 

dengan mengintegrasikan peta topografi dan data penginderaan jauh 
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untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan di zona pesisir dari 

tahun 1950-2017 dapat diketahui bahwa perubahan tata guna lahan 

yang signifikan telah terjadi. Luas lahan basah dan lahan tidur menurun 

masing-masing sebesar 78,41 dan 72,03%. Tanah substansial telah 

direklamasi sebagai lahan budidaya, industri dan pertambangan. 

Sementara itu, luas lahan pemukiman dan lahan industri dan 

pertambangan masing-masing meningkat sangat tajam hingga 

345,63% dan 975,19%. Perluasan lahan pemukiman yang terjadi 

mengakibatkan hilangnya lahan pertanian, sedangkan peningkatan 

lahan industri dan pertambangan dilakukan dengan mengkonversi 

lahan basah dan lahan tidur. Perubahan penggunaan lahan di daerah 

tersebut secara nyata telah menyebabkan penurunan kualitas habitat 

dan diestimasi telah mengalami penurunan hingga 37,37%.  

Sementara itu, penelitian dan kajian tentang keterkaitan tata guna 

lahan terhadap jasa ekosestem juga banyak dilakukan di Indonesia. 

Salah satunya yang dilakukan oleh Nainggolan et, al,. (2015) yang 

mencatat selama tahun 2003-2012 di wilayah sub DAS Siak bagian hulu 

terjadi perubahan dominan yaitu pada perkebunan sebesar 28,8 % dan 

hutan sebesar 34,4 %.  Hal ini telah menyebabkan debit puncak banjir 

berkala tiap 25 dan 50 tahun meningkat  sebesar 5,96 % dan 6,13 %. 

Terjadinya peningkatan debit puncak banjir ini menunjukan terjadi 

penurunan layanan ekosistem sebagai pengatur dalam hal ini pengatur 

air larian. Pada lokasi DAS yang sama, Sandhyavitri et, al., (2015) 

mengemukakan bahwa pola tata guna lahan Sub DAS Tapung yang 

merupakan bagian DAS Siak yang didominasi sektor perkebunan 

kelapa sawit lebih dari 45%, dan pertanian kurang lebih 24 % 

mengalami peningkatan 2% dalam periode 2002-2012. Sedangkan 

area hutan mengalami penurunan dari 9 % menjadi 7%. Dengan 
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menggunakan Uji kehandalan model hidrologi dan identifikasi 5 

parameter paling sensitif dalam memodelkan hidrologi disimpulkan 

bahwa akibat perubahan tata guna lahan di Das Siak hulu terjadi 

kecenderungan penurunan ketersediaan air tanah.  

Perubahan tutupan lahan menjadi lebih lebat atau rimbun menjadi 

harapan untuk bisa lebih meningkatkan nilai jasa ekosistem khususnya 

pengaturan aliran air. Di Sub DAS Tampus yang merupakan salah satu 

bagian dari DAS Ayung di pulau Bali, Dharma et, al., (2007) mencatat 

telah terjadi penurunan debit banjir akibat perubahan tata guna lahan. 

Hal ini disebabkan oleh faktor berubahnya tata guna lahan dari empat 

lanskap yakni sawah irigasi, semak belukar, pemukiman dan 

tegalan/ladang/tanah kosong menjadi lima lanskap yakni sawah 

irigasi, semak belukar, pemukiman, tegalan/ladang/tanah kosong dan 

perkebunan sehingga menyebabkan meningkatnya waktu konsentrasi 

air (tc) yang menyebabkan menurunnya intensitas hujan. Nilai 

konsentrasi air di sub DAS Tampus menjadi lebih panjang, pada tahun 

1992, 116 menit menjadi 121 menit pada tahun 2000 dikarenakan 

terjadinya proses penutupan lahan oleh vegetasi yaitu adanya 

perkebunan baru dan penutupan tajuk menjadi lebih rapat di lokasi 

studi sehingga memperlambat proses hujan menjadi limpasan 

permukaan yang secara langsung memperkecil debit puncaknya. 

 

8.4. Penutup 

Jumlah populasi yang terus meningkat mengakibatkan tekanan 

ekonomi terus terjadi sebagai konsekuensi dari pertambahan 

penduduk. Konsekuensi dari hal tersebut adalah perubahan tata guna 

lahan terjadi semakin cepat di berbagai lanskap. Di sisi lain, 

kemampuan ekosistem juga terbatas untuk memberikan layanan atau 
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jasa eksosistemnya. Ekosistem yang memiliki daya dukung dan daya 

tampung yang cukup bisa memberikan layanannya dengan baik.  

Terdapat keterkaitan yang erat antara perubahan tata guna lahan 

dengan kemampuan ekosistem memberikan layanan. Sering  kali 

keuntungan langsung secara ekonomi mudah diterima dari pada 

jumlah dari nilai layanan ekosistem yang hilang dari kegiatan 

pembangunan tersebut.  Disisi lain, ditemukan juga fakta bahwa 

perencanaan perubahan tata guna lahan dengan tetap 

memperhatikan lingkungan lebih bisa mempertahankan nilai jasa 

ekosistem dalam aplikasi kegiatannya bila dibandingkan dengan 

sebuah perencanaan pembangunan/penggunaan lahan yang tanpa 

memperhatikan aspek lingkungan. 
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BAB 9 

 
Perkiraan Kebutuhan Air  Pada Suatu 

Daerah Dalam Jangka Panjang 

 

BENNY SYAHPUTRA 

 

9.1. Pendahuluan 

Dalam 100 tahun terakhir, konsumsi air di dunia meningkat hampir 

enam kali lipat (Wada et al., 2016). Dalam beberapa dekade terakhir, 

permintaan air global telah meningkat dengan kecepatan sekitar 1% 

per tahun, tergantung pada pertumbuhan penduduk dan 

perkembangan ekonomi. Pada masa mendatang, permintaan air untuk 

industri dan keperluan sehari-hari akan meningkat jauh lebih cepat 

daripada sektor pertanian. Namun, secara keseluruhan, pertanian 

akan tetap menjadi konsumen air terbesar (Boretti and Rosa, 2019). 

Pangsa air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga sekitar 12% 

dari total konsumsi air (Flörke et al., 2013). Konsumsi air khusus untuk 

keperluan rumah tangga meningkat pesat di negara-negara 

berpenghasilan rendah dan menurun di negara-negara berpenghasilan 

tinggi. Tren umum menuju pengurangan permintaan air berkaitan 
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dengan peningkatan efisiensi penggunaan air melalui pemanfaatan 

bantuan perlengkapan asupan air modern dan peralatan sanitasi 

(Wada et al., 2016; Gorączko and Pasela, 2015; Gutierrez et al., 2014). 

Tren perkiraan  jumlah penduduk, konsumsi air perkapita dan 

perkiraan kebutuhan air perumahan dapat dilihat pada Gambar 9.1. 

 

Gambar 9. 1. Populasi, konsumsi per kapita, dan prakiraan 
kebutuhan air perumahan (Sumber : Environment Agency, 2009) 

 
Meningkatkan akurasi perkiraan perubahan permintaan air sangat 

penting dalam merancang sistem pasokan air baru dan rekonstruksi 

sistem yang sudah ada. Pengoperasian sistem volume tinggi 

menyebabkan peningkatan biaya tambahan untuk pengangkutan air 

dan akibatnya kenaikan tarif air. Dalam sistem seperti itu, durasi 

pengangkutan air ke konsumen menjadi bertambah, akibatnya terjadi 

penurunan pada kualitasnya. Sebaliknya, mengabaikan permintaan air 
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di masa depan akan menyebabkan kelebihan pada sistem hidrolika, 

kekurangan air, dan lain sebagainya (Matsiyevska, 2015; Rinaudo, 

2015). 

 
Gambar 9.2. Proyeksi evolusi kebutuhan air menurut kategori 

pengguna (jutaan m3 per tahun) (Sumber: Rinaudo, 2015) 
 

Dengan bantuan model hidrolik komputer dari sistem pasokan air 

pemukiman, kinerja semua elemennya dapat dioptimalkan. Namun, 

pembuatan dan kinerja yang benar dari model seperti itu hanya 

mungkin berdasarkan nilai akurat dari perkiraan konsumsi air, 

termasuk pemakaian harian maksimum, dan koefisien permintaan air 

harian yang tidak merata (Georgescu et al., 2014; Gwoździej and 

Świętochowski, 2019). Dokumen normatif dari berbagai negara 

memberikan nilai indikasi konsumsi air (rata-rata per tahun) dan 

koefisien konsumsi air yang tidak merata. Hasil dari pengalaman 

mengoperasikan sistem air di berbagai negara menunjukkan bahwa 

indikator ini perlu disesuaikan (Bergel et al., 2016; Piasecki and Górski, 

2018; Pietrucha and Szeligowski, 2016; Wichowski  et al., 2019). Oleh 

karena itu, dalam konteks globalisasi, penting untuk membandingkan 
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dan menyatukan indikator-indikator di atas (Kapalo et al., 2019; 

Matsiyevska et al., 2020; Vrána and Moštěk, 2019). 

Kebutuhan air yang ditentukan oleh pemerintah jelas sangat berbeda 

dengan hasil pengukuran di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Matsiyevska and Kapalo (2020) di Negara Republik 

Ceko terjadi perbedaan perbedaan konsumsi air yang signifikan. 

Konsumsi air harian rata-rata di gedung apartemen yang diukur secara 

eksperimental mencapai 101 liter/orang/hari. Ini sesuai dengan nilai 

normatif konsumsi air spesifik 100 liter/orang/hari yang diadopsi di 

Republik Ceko. Nilai maksimum konsumsi air harian 165 

liter/orang/hari dengan faktor harian maksimum adalah 1,63 

(Matsiyevska and Kapalo, 2020). Pemakaian air tersebut tentunya 

tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Besarnya pemakaian air di 

suatu daerah dibagi berdasarkan karakteristik kota (Morimura dan 

Noerbambang, 2000). Sementara itu, menurut Kriteria Perencanaan 

Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996 kota metropolitan yang mempunyai 

penduduk di atas satu juta diasumsikan mempunyai kebutuhan air 190 

liter/orang/hari. 

 

9.2.  Model   Perkiraan Kebutuhan Air 

Berbagai model telah dikembangkan dan diterapkan oleh perusahaan 

air minum dan konsultan, mereka telah  memperkirakan evolusi 

permintaan air di masa depan (Bauman et al. 1998; Billings dan Jones 

2008). Model ini dapat diklasifikasikan menjadi lima tipe utama seperti  

(Tabel 9.1) berikut ini. 



 

Purwanto et al.                                                                                                      133 
 

 

M
od

el
Pr

in
sip

 ke
rja

Ap
lik

as
i

Da
ta

 ya
ng

 d
ib

ut
uh

ka
n

Ke
lem

ah
an

Te
mp

or
al 

ex
tra

po
lat

ion
 

mo
de

ls

Pr
oy

ek
si 

ke
ce

nd
er

un
ga

n 

ya
ng

 di
am

at
i d

i m
as

a 

lal
u

Pe
ng

em
ba

ng
an

 sk
en

ar
io 

bu
sin

es
s a

s u
su

al 

de
ng

an
 as

um
si 

ke
lan

jut
an

 ko
nd

isi
 so

sia
l e

ko
no

mi
 

ya
ng

 ad
a

Tim
e s

er
ies

 ko
ns

um
si 

air

Ke
ma

mp
ua

n y
an

g d
ipe

rki
ra

ka
n 

te
rb

at
as

 - 
tid

ak
 

me
mp

er
hit

un
gk

an
 pe

ru
ba

ha
n 

da
lam

 ko
nt

ek
s s

os
ial

 ek
on

om
i

Ko
ef

isi
en

 un
it 

ko
ns

um
si 

air
  (

pe
r j

en
is 

pe
ng

gu
na

)

Pe
rki

ra
an

 ju
ml

ah
 

pe
ng

gu
na

 pe
r k

at
eg

or
i 

di 
ma

sa
 m

en
da

ta
ng

Tim
e s

er
ies

 un
tu

k 

ko
ns

um
si 

air
 da

n s
em

ua
 

va
ria

be
l p

en
jel

as

Tid
ak

 m
em

pe
rh

itu
ng

ka
n 

pe
ru

ba
ha

n d
ala

m 
pe

ra
tu

ra
n 

pip
a a

ta
u k

am
pa

ny
e u

nt
uk

 

me
mp

ro
mo

sik
an

 ko
ns

er
va

si 

air

Pe
rki

ra
an

 ju
ml

ah
 

pe
ng

gu
na

 pe
r k

at
eg

or
i 

di 
ma

sa
 m

en
da

ta
ng

Ta
be

l  9
.1

. K
ar

ak
te

ris
tik

 ut
am

a d
ar

i m
et

od
olo

gi 
pr

ak
ira

an
 ke

bu
tu

ha
n a

ir

Un
it 

wa
te

r 

de
ma

nd
 

an
aly

sis

Es
tim

as
i b

er
da

sa
rka

n 

ko
ef

isi
en

 un
it 

wa
te

r 

de
m

an
d 

 di
ka

lik
an

 

de
ng

an
 ju

ml
ah

 pe
ng

gu
na

 

di 
se

tia
p k

at
eg

or
i

Pe
rke

mb
an

ga
n p

ra
kir

aa
n d

em
an

d 
se

kto
ra

l 

me
mp

er
hit

un
gk

an
 pe

rtu
mb

uh
an

 po
pu

las
i m

as
a 

de
pa

n y
an

g d
iha

ra
pk

an
, p

er
ub

ah
an

 ke
gia

ta
n 

ek
on

om
i p

er
 ca

ba
ng

. D
em

an
d 

da
pa

t d
en

ga
n 

mu
da

h d
ire

pr
es

en
ta

sik
an

 se
ca

ra
 sp

as
ial

 

(te
rh

ub
un

g d
en

ga
n G

IS)

Tid
ak

 m
em

pe
rh

itu
ng

ka
n 

ke
mu

ng
kin

an
 pe

ru
ba

ha
n 

ko
ns

um
si 

air
 un

it 
di 

ma
sa

 

me
nd

at
an

g k
ar

en
a t

ar
if 

air
 

ya
ng

 te
ru

s b
er

ub
ah

, 

pe
nd

ap
at

an
 ru

ma
h t

an
gg

a, 
dll

.

M
ult

iva
ria

te
 

sta
tis

tic
al 

mo
de

ls

Es
tim

as
i k

on
su

ms
i p

er
 

ka
pit

a s
eb

ag
ai 

fu
ng

si 

da
ri 

va
ria

be
l s

ep
er

ti 
ta

rif
 

air
, p

en
da

pa
ta

n r
um

ah
 

ta
ng

ga
, t

ing
ka

t a
kti

vit
as

 

ek
on

om
i d

ll.

M
em

un
gk

ink
an

 pe
rki

ra
an

 de
m

an
d 

ma
sa

 de
pa

n 

de
ng

an
 m

em
pe

rti
mb

an
gk

an
 pe

ru
ba

ha
n d

ala
m 

(i)
 

po
pu

las
i d

an
 ak

tiv
ita

s e
ko

no
mi

 se
rta

 (i
i) 

pe
ru

ba
ha

n v
ar

iab
el 

so
sia

l-e
ko

no
mi

 (t
ar

if 
air

, 

ka
ra

kte
ris

tik
 ru

ma
h t

an
gg

a d
an

 pe
nd

ap
at

an
, d

ll.)
.



 

134                                                 Permodelan Lingkungan: Teori dan Aplikasi 

 

Pe
rk

ira
an

 d
em

an
d

 d
en

ga
n 

m
em

pe
rti

m
ba

ng
ka

n 

pe
ru

ba
ha

n 
pe

ra
la

ta
n 

ru
m

ah
 ta

ng
ga

 d
an

 p
ra

kt
ik 

pe
ng

gu
na

an
 a

ir 
da

la
m

 / 
lu

ar
 ru

an
ga

n 
di

 m
as

a 

m
en

da
ta

ng

Ev
al

ua
si 

ex
-a

nt
e 

at
as

 e
fis

ie
ns

i k
eb

ija
ka

n 

ko
ns

er
va

si 
ai

r

Sk
em

a 
pe

re
nc

an
aa

n 

ko
ta

 ja
ra

k j
au

h 

Ra
sio

 ko
ns

um
si 

un
it 

pe
r 

ka
te

go
ri 

pe
m

ba
ng

un
an

 

pe
rk

ot
aa

n

(S
um

be
r :

 B
au

m
an

 e
t a

l.
 1

99
8;

 B
ill

in
gs

 d
an

 Jo
ne

s, 
20

08

M
icr

o-
 

co
m

po
ne

nt
 

m
od

el
in

g

Sim
ul

as
i e

nd
-u

se
 o

le
h 

pe
la

ng
ga

n 
do

m
es

tik

Su
rv

ei
 ru

m
ah

 ta
ng

ga
 

sk
al

a 
lu

as
 u

nt
uk

 m
en

ila
i 

ke
pe

m
ili

ka
n 

al
at

 

pe
la

ng
ga

n,
 fr

ek
ue

ns
i 

pe
ng

gu
na

an
, d

an
 

vo
lu

m
e 

ya
ng

 d
ig

un
ak

an

Te
ru

ta
m

a 
di

se
su

ai
ka

n 
de

ng
an

 

ke
bu

tu
ha

n 
ai

r p
er

um
ah

an
. 

Se
rin

g 
di

gu
na

ka
n 

da
la

m
 

ko
m

bi
na

si 
de

ng
an

 m
od

el
 

st
at

ist
ik 

m
ul

tiv
ar

ia
t

La
nd

 u
se

 

ba
se

d 
m

od
el

s

Pe
rm

in
ta

an
 d

in
ila

i p
ad

a 

sk
al

a 
en

tit
as

 sp
as

ia
l 

ya
ng

 se
ra

ga
m

 

m
en

gg
un

ak
an

 ra
sio

 u
ni

t

Pr
ak

ira
an

 ke
bu

tu
ha

n 
ai

r y
an

g 
ak

ur
at

 se
ca

ra
 

sp
as

ia
l, 

te
rin

te
gr

as
i d

en
ga

n 
pe

re
nc

an
aa

n 
ko

ta

Ti
da

k m
em

pe
rh

itu
ng

ka
n 

pe
ru

ba
ha

n 
ko

nd
isi

 e
ko

no
m

i 

(h
ar

ga
, p

en
da

pa
ta

n)
 a

ta
u 

ev
ol

us
i t

ek
no

lo
gi

 / 
pe

ra
tu

ta
n 

pe
rp

ip
aa

n



 

Purwanto et al.                                                                                                      135 
 

 
 
Gambar 9.3.  Tinjauan metodologi perkiraan water demand yang 

diterapkan oleh Thames Water (Sumber : Rinaudo, 
2015) 

 
 
9.2.1. Temporal extrapolation models 

Pendekatan pemodelan ini didasarkan pada asumsi bahwa evolusi 

permintaan dapat disimpulkan dari kecenderungan masa lalu. 

Beberapa model matematika bisa digunakan, termasuk model moving 

average, exponential smoothing, atau model Bow–Jenkins (Billings 

dan Jones 2008; Donkor et al.2012). Proyeksi kecenderungan tersebut 

dapat diterapkan secara global pada skala satu perusahaan air minum 
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atau suatu wilayah, atau diperjelas dengan penalaran menurut jenis 

konsumen (pengguna rumah tangga, sektor jasa, industri). Metode 

geostatistik canggih yang mempertimbangkan secara bersamaan 

variabilitas waktu dan ruang juga telah digunakan untuk memetakan 

permintaan air di masa depan (Lee et al. 2010). Keuntungan dari 

pendekatan ekstrapolasi adalah bahwa satu-satunya data yang 

diperlukan adalah time series dari variabel yang diramalkan. Namun, 

kemampuan prediktifnya cukup terbatas karena tidak dapat 

memperhitungkan perubahan dalam konteks sosial ekonomi (tarif, 

lapangan kerja, populasi dan pola perkotaan) dan terjadinya 

diskontinuitas (misalnya, perubahan teknologi, peraturan perpipaan, 

atau kebijakan konservasi air). 

Model ini bisa memanfaatkan moving average. Untuk menghitung 

moving average, ambil rata-rata aritmatika dari bilangan tetap, seperti 

k, dari suku berurutan dari deret waktu. Jumlah istilah yang berurutan 

disebut sebagai jendela waktu moving average. Dengan menggeser 

jendela waktu melintasi atau ke bawah deret waktu, seseorang dapat 

menghasilkan serangkaian rata-rata individual, yang secara bersama-

sama membentuk moving average. Moving average dari 12 istilah 

dimulai dengan rata-rata 12 pengamatan atau angka pertama dalam 

deret waktu. Rata-rata kedua dimulai dengan pengamatan kedua kali 

ini seri dan rata-rata dengan 11 istilah berikutnya. Proses ini berlanjut 

hingga angka, suku, atau observasi terakhir dari deret waktu 

dimasukkan dalam moving average. 

Pada Gambar 9.4 merupakan contoh moving average, terdapat tren 

positif yang kecil dalam moving average pada tahun-tahun awal 1995 

hingga 2001, yang kemudian mengarah pada tren yang mendatar dan 

akhirnya sedikit menurun pada tahun 2003 dan 2004. 
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Gambar 9.4. Ekstrapolasi moving average terpusat 

(Sumber : Billings dan Jones, 2008) 
 

9.2.2. Model yang Didasarkan pada  Unit Water Demand 

Metode ini biasanya terdiri dari kebutuhan masa depan secara rinci 

dengan tambahan jumlah pengguna. Model ini bergantung pada 

penggunaan koefisien unit water demand yang ditentukan per 

penduduk, per pelanggan, per karyawan, atau per unit hasil industri. 

Demand diperkirakan dengan mengalikan koefisien ini dengan jumlah 

pengguna yang dapat dilayani oleh perusahaan air minum di masa 

mendatang. Penerapan metode dapat dibedakan menurut tingkat 

pemilahan pelanggan. Tingkat disagregasi pertama umumnya terdiri 

dari pengelompokan penggunaan domestik, komersial, industri dan 

sektor publik (perkiraan sektoral). Permintaan domestik selanjutnya 

dapat diuraikan menurut jenis rumah, dengan memperkirakan secara 

Tren Moving 
average Terpusat 

Total Produksi 
Air Bulanan 
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terpisah beberapa tempat tinggal dan rumah keluarga tunggal dan 

rumah dengan atau tanpa meteran. Demikian pula, permintaan 

pengguna industri dan komersial dapat dibagi menurut sektor 

aktivitas. Kita dapat menganggap koefisien konsumsi sebagai variabel 

dengan waktu, mengekstrapolasi arah masa depan dengan tren masa 

lalu. Pendekatan ini berguna jika terdapat sedikit atau tidak ada data 

sama sekali. Mungkin juga cukup jika perkiraan kasar diperlukan untuk 

tujuan perencanaan awal. Salah satu kelebihan model ini adalah 

transparansi sehingga mudah dipahami oleh stakeholders. Untuk 

semua alasan ini, metode ini mungkin yang paling umum digunakan. 

Tabel 9.2. Perhitungan kebutuhan air berdasarkan  
unit water demand 

No. Nama Alat Plambing 
Setiap 

Pemakaian 
(Liter) 

Waktu 
Pengisian 

(Detik) 

1 Kloset, katup gelontor 15 10 

2 Kloset, tangki gelontor 14 60 

3 Peturasan, katup gelontor 5 10 

4 Peturasan, tangki gelontor 14 300 

5 Bak cuci tangan kecil 10 18 

6 Bak cuci tangan biasa 10 40 

7 Bak cuci dapur, dengan kran 13 

mm 

15 60 

8 Bak cuci dapur, dengan kran 20 

mm 

25 60 

9 Bak mandi rendam (Bathub) 125 250 

10 Pancuran mandi (Shower) 42 210 

(Sumber: SNI: 03-7065-2005) 
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Tabel 9.2 di atas adalah untuk menghitung kebutuhan air berdasarkan 

unit water demand yang ada di rumah tangga, sehingga untuk 

menghitung kebutuhan air di rumah tangga : 

 =  unit alat plambing x frekuensi pemakaian  

Contoh untuk kloset katup gelontor apabila digunakan sebanyak 3 kali 

dalam sehari, maka kebutuhan air pada kloset tersebut adalah 

 = 13 liter x 3  

 = 39 liter 

 

9.2.3.    Multivariate Statistical Models 

Model ini mengakui bahwa perubahan permintaan berasal dari banyak 

faktor, termasuk tarif air, pendapatan rumah tangga, iklim, kegiatan 

ekonomi, program konservasi air, dan lain-lain. Model ini terdiri dari 

estimasi hubungan statistik antara konsumsi per kapita (variabel 

dependen) dan satu set variabel penjelas (explanatory variables). 

Variabel penjelas utama adalah biaya air, pendapatan rumah tangga, 

tingkat kegiatan ekonomi (pekerjaan atau omset), karakteristik 

perumahan (proporsi tempat tinggal satu keluarga versus kolektif, 

kepadatan perkotaan), dan kemungkinan kondisi cuaca dan 

sejenisnya. Model ini umumnya dibangun menggunakan data panel, 

yaitu sampel kota yang datanya tersedia selama interval 5-10 tahun. 

Selanjutnya, model dapat digunakan untuk tujuan prediksi untuk 

menghitung permintaan yang akan diperoleh di bawah evolusi 

hipotetis variabel penjelas, dengan anggapan bahwa koefisien model 

diperkirakan berdasarkan waktu lampau. Perkembangan tipe model 

ini banyak dijumpai pada beberapa literatur ilmiah (untuk review, lihat 

Espey et al. 1997; Arbués et al., 2003; Dalhuisen et al.,. 2003). 
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Kelemahan utama model statistik ini adalah untuk perkiraan jangka 

panjang adalah kapasitas prediksi berada di luar sampel (Fullerton dan 

Molina 2010). Model ini memperkirakan regresi multivariasi seperti 

hubungan linier di bawah ini.  

 

    
Dimana : 

Q                      =  Pemakaian air 

bo                     =  Konstan atau intersep estimasi regresi 

b1, b2, … bk  =  Koefisien diperkirakan dengan regresi, yang 

menunjukkan  pengaruh masing-masing variabel 

independen pada Q  

P                      =  harga air riil atau yang disesuaikan dengan inflasi 

Xi, i = 2, 3,... k        =  variabel penjelas lainnya seperti pendapatan 

pribadi, ukuran rumah tangga, curah hujan, dan 

suhu. 

 

9.2.4. Micro-Component Modeling 

Model ini juga disebut end-use modeling, menilai konsumsi total 

dengan mensimulasikan secara rinci berbagai cara konsumen 

menggunakan air minum (Froukh 2001). Diterapkan terutama untuk 

penggunaan rumah tangga, pendekatan ini memperkirakan volume air 

yang terkait dengan masing-masing perangkat penggunaan air utama: 

pancuran, bak mandi, toilet, fasilitas sanitasi, peralatan rumah tangga 

(mesin cuci dan mesin pencuci piring), keran dapur, dan perangkat luar 

ruangan (selang dan alat penyiram, kolam renang). Dalam model ini, 

setiap penggunaan adalah produk dari: persentase kepemilikan 

perangkat, frekuensi penggunaan dan volume per penggunaan. Pada 

(9-1) 
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gilirannya, faktor-faktor ini diakui mampu dipengaruhi oleh 

kemakmuran ekonomi, jenis perumahan, hunian, iklim, dan 

perkembangan teknis perangkat yang menggunakan air. Keunggulan 

utama metode ini adalah memungkinkan efek jangka panjang dari 

evolusi teknologi untuk disimulasikan: kinerja alat, penurunan volume 

penyiraman toilet, dll. Model ini dengan demikian lebih prospektif, 

memungkinkan efek insentif kebijakan konservasi air bisa 

diperkirakan. Metode ini banyak digunakan oleh Industri air Inggris 

(lihat contoh Thames Water) dan di AS (lihat, misalnya, Levin et al.,  

2006, tetapi contoh juga datang dari negara lain seperti Afrika Selatan 

(Jacobs dan Haarhoff, 2004). 

 

Tabel 9.3. End Use Air Perumahan Dalam Ruangan 

 

(Sumber : Billings dan Jones, 2008) 

 

Tabel 9.3 menunjukkan penggunaan air rumah dalam ruangan per 

pelanggan jauh lebih sedikit variabelnya daripada penggunaan air luar 

rumah per pelanggan. Menurut analisis Mayer (1999) menunjukkan 
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bahwa ukuran rumah tangga merupakan faktor kunci dalam 

banyaknya penggunaan air di dalam ruangan. Ukuran rumah tangga 

secara material mempengaruhi jumlah air untuk mandi, menyiram 

toilet, menggunakan mesin cuci piring, dan penggunaan mesin cuci 

pakaian. 

 

9.2.5. Land Use Based Models 

Metode ini didasarkan pada perkiraan kebutuhan air minum di masa 

depan yang dituangkan pada perencanaan kota. Model perkiraan 

permintaan diintegrasikan ke dalam sistem informasi geografis (GIS). 

Permintaan air minum dinilai pada skala entitas spasial yang seragam 

(rumah tinggal atau pengembangan perumahan untuk rumah keluarga 

tunggal, area kegiatan ekonomi) menggunakan rasio konsumsi 

kesatuan untuk setiap jenis entitas. Metode ini hanya dapat diterapkan 

jika tersedia skema perencanaan kota yang relatif rinci, yang 

diperbarui secara berkala dan memperhitungkan jangka waktu target 

pelaksanaan proyeksi. 

Seperti yang disajikan pada Gambar 9.5, metodologi yang digunakan 

untuk membuat Model Permintaan dan mengidentifikasi proyeksi 

permintaan bergantung pada pengembangan database penggunaan 

lahan dalam sistem informasi geografis (SIG), dan menentukan unit 

demands penggunaan lahan. Unit demands penggunaan lahan ini 

digunakan untuk mengukur penggunaan air per acre. Gambar 9.5 

menyajikan tugas-tugas utama untuk: 1) mengembangkan database 

penggunaan lahan dengan warna oranye; 2) permintaan unit dengan 

warna biru; dan 3) proyeksi permintaan dengan warna hijau. 



 

Purwanto et al.                                                                                                      143 
 

 

Gambar 9.5. Water Demand yang didasarkan pada Land Use 

(Sumber : Inland Empire Utilities Agency (IEUA), 2016) 

 

Setiap kota menggunakan kategori penggunaan lahan yang berbeda 

dalam rencana umumnya. Oleh karena itu, penting untuk 

membakukan kategori ini menjadi satu set master untuk Model 

Permintaan.  Tabel 9.4. menyajikan master kategori penggunaan lahan 

dan kepadatan hunian terkait. 

 

Tabel 9.4. Katagori penggunaan lahan 

Master katagori penggunaan lahan 

Hunian Sangat Rendah  (<1-2 unit hunian per acre [du / ac]) 

Perumahan Rendah  (3-7 du / ac) 

Perumahan Sedang  (8-14 du / ac) 

High Residential  (15-24 du / ac) 

Hunian Sangat Tinggi  (25+ du / ac) 
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Komersial 

Industri 

Publik / Institusi 

Taman, Sekolah, Irigasi 

Pertanian 

Pengguna Air Unik 

Tidak beririgasi 

Kosong 

(Sumber : Inland Empire Utilities Agency (IEUA), 2016) 
 Catatan : du/ac = dwelling units per acre 

 

9.2.6.  Model Gabungan (Composite Models) 

Dalam praktiknya, banyak model yang dikembangkan atau diterapkan 

oleh konsultan dan/atau perusahaan air minum merupakan model 

campuran yang menggabungkan beberapa metode yang dijelaskan di 

atas. Perhatikan bahwa badan perencanaan air (seperti Badan 

Lingkungan Inggris Raya atau Otoritas California Bay Delta) 

merekomendasikan untuk mengadopsi pendekatan gabungan 

tersebut (Davis, 2003; Environment Agency et al. 2012). Hal ini juga 

berlaku untuk paket perangkat lunak prakiraan kebutuhan air seperti 

IWR-MAIN, yang telah digunakan secara intensif di AS (Wurbs 1994; 

Bauman et al. 1998). IWR-MAIN (singkatan dari Institute for Water 

Resources-Municipal And Industrial Needs) mencakup berbagai model 

perkiraan, termasuk Temporal extrapolation models, Model yang 

Didasarkan pada  Unit Water Demand, Multivariate Statistical Models, 

Micro-Component Modeling (end-use modeling) dan Land Use Based 

Models.  
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Perangkat lunak ini telah digunakan oleh lebih dari 40 kota besar dan 

organisasi negara bagian Amerika (seperti Departemen Air California), 

dan di tempat lain di seluruh dunia (Mohamed dan Al-Mualla 2010). 

Sejumlah model gabungan lainnya telah dikembangkan dan diuji 

sebagai bagian dari proyek penelitian, seperti perkiraan permintaan 

dan sistem manajemen yang dijelaskan dalam Froukh (2001).  

Model ini menggunakan lebih dari satu model untuk sampai pada 

perkiraan gabungan dan biasanya melibatkan beberapa bentuk 

kombinasi perkiraan dari model melalui rata-rata sederhana atau 

tertimbang. Dalam hal ini menggabungkan prakiraan dari model yang 

berbeda untuk mendapatkan prakiraan komposit, Persamaan (2-2) 

dapat digunakan, di mana Ŷi, t adalah nilai prediksi deret waktu pada 

waktu t dengan menggunakan model ke-i. Koefisien βi ditentukan 

dengan optimasi atau regresi kuadrat terkecil untuk meminimalkan 

kesalahan kuadrat rata-rata  antara perkiraan gabungan Ŷt dan data 

aktual. 

Contoh praktek ini ditemukan dalam Wu & Zhou (2010), dimana 

penulis menggunakan regresi linier untuk memodelkan komponen 

deterministik dari permintaan dan artificial neural networks (ANN) 

untuk memodelkan komponen siklis. Mereka kemudian 

membandingkan hasilnya dengan perkiraan yang diperoleh secara 

terpisah menggunakan regresi konvensional dan ANN untuk 

memodelkan komponen deterministik dan siklik. 

 

 

 

9-2 
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9.3. Penutup 

Sebagian besar model yang dijelaskan dalam bab ini memiliki beberapa 

kelemahan, yaitu struktur dan parameternya bergantung pada bukti 

statistik yang diperoleh dari pengamatan sebelumnya. Dalam konteks 

perubahan teknologi, iklim, ekonomi, dan sosial yang cepat, beberapa 

penulis berpendapat bahwa kekuatan prediksi dari metode ini 

mungkin agak terbatas (Galán et al. 2009).  

Mereka bersikeras pada kebutuhan untuk mengembangkan model 

yang mampu menangkap hubungan sebab akibat yang mendasari 

menentukan evolusi permintaan air dalam kondisi struktural yang 

berubah. Hal ini menyiratkan secara eksplisit pemodelan pengguna 

bagaimanapun (khususnya rumah tangga) mengambil keputusan 

terkait praktik penggunaan air, pembelian peralatan, dan investasi 

dalam sumber pasokan air alternatif seperti sistem pemanenan air 

hujan (rain water harvesting), daur ulang grey water di rumah, atau 

pengeboran sumur pribadi. 

Pemodel sosial mengadopsi perspektif yang lebih luas dengan secara 

eksplisit memperhitungkan fenomena sosial yang mempengaruhi 

permintaan air, dan interaksi di antara mereka. Dibandingkan dengan 

pendekatan mikroekonomi, mereka mencoba menggambarkan 

dinamika intra-populasi. Hal ini sebagian besar dilakukan melalui 

pengembangan model berbasis agen (agent-based models/ABM) yang 

bertujuan untuk mensimulasikan fungsi masyarakat berdasarkan 

representasi rinci keputusan agen individu dan interaksi di antara 

mereka. Permintaan air ABM dapat mensimulasikan keputusan rumah 

tangga dalam hal perubahan teknologi (difusi inovasi), kepatuhan 

terhadap peraturan (larangan irigasi), dan penggunaan volume per 

beban atau per aktivitas (mandi). Salah satu ciri utama ABM adalah 
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asumsi bahwa rumah tangga adalah agen yang berorientasi pada 

masyarakat, artinya keputusan dan tindakan mereka sangat 

dipengaruhi oleh masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, dan 

lingkungan sosialnya (Athanasiadis et al. 2005). 

Akhirnya kita berharap dengan mengintegrasikan beberapa model 

tersebut dengan perangkat yang ada dan mempromosikan aplikasi 

operasional akan memudahkan proses pengambilan keputusan, dan 

ini merupakan tantangan nyata bagi seorang peneliti. 
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BAB 10 

 
Penilaian Siklus Hidup  

Pada Proses Pengeringan  
 

DEWI QURROTA A’YUNI  

 

10.1.  Pendahuluan 

Pengeringan merupakan sistem yang bersifat intensif energi. Sistem ini 

membutuhkan banyak energi dalam prosesnya (Motevali et al., 2016). 

Kebutuhan energi ini utamanya dikonsumsi untuk meningkatkan 

driving force pada proses pengeringan. Driving force pada proses 

pengeringan terdiri dari: (1) perbedaan kelembaban di dalam dan 

permukaan produk yang dikeringkan (internal); dan (2) perbedaan 

kelembaban permukaan produk dengan medium pengering 

(eksternal) (Liu et al., 2018). Peningkatan driving force pada proses 

pengeringan akan meningkatkan laju evaporasi air dari dalam produk 

ke udara sehingga proses pengeringan menjadi lebih cepat. 

Secara umum, perlakuan yang diberikan untuk meningkatan driving 

force pada proses pengeringan adalah pemberian aliran medium 

(udara) panas yang dihasilkan dari heater listrik ataupun furnace 

bahan bakar. Namun, pada beberapa produk, terutama produk 
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pangan, pengeringan dengan suhu tinggi (100˚C ke atas) akan 

menurunkan kualitas produk seperti berkurangnya komponen 

bioaktif, vitamin, warna, dan komponen yang mudah menguap lainnya 

(Horszwald et al., 2013; Mota et al., 2010; Thuwapanichayanan et al., 

2011). Lebih jauh lagi, penggunaan suhu tinggi membutuhkan energi 

yang besar sehingga berakibat pada besarnya konsumsi listrik dan 

lebih banyak gas buangan. Secara keseluruhan, sistem pengeringan 

tidak hanya terdiri dari proses penguapan air di permukaan produk 

maupun pembuangan uap air di sekitarnya, namun, juga dari 

perlakuan sebelum atau sesudah pengeringan. Keseluruhan sistem ini 

yang kemudian dapat dievaluasi secara tekno-ekonomi dan lingkungan 

(Haque et al., 2014). Pembahasan di dalam review ini hanya akan 

mencakup evaluasi sistem pengeringan dari sudut pandang 

lingkungan, yang dikarakterisasi dengan metode penilaian siklus hidup 

atau life cycle assessment (LCA). 

 

10.2 Penilaian Siklus Hidup (LCA) 

LCA merupakan metode yang telah distandarisasi dengan ISO 1440 

(ISO, 2006). Metode ini digunakan untuk menilai potensi dampak pada 

lingkungan yang berhubungan dengan sebuah produk, proses, 

maupun sistem bersamaan dengan siklus hidupnya, yang dimulai dari 

ekstraksi bahan mentah hingga akhir siklusnya (Sala et al., 2016). Studi 

LCA dari siklus hidup sebuah sistem dapat mempertimbangkan 

beberapa tahap, yaitu (Bhatt et al., 2019; Haque et al., 2014; Silvestre 

et al., 2014): 

(1) Cradle to gate: ekstraksi dan pemrosesan bahan mentah dan 

produksi barang; 
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(2) Cradle to grave: transportasi, distribusi, perakitan, pemeliharaan, 

dan pembuangan akhir; 

(3) Cradle to cradle (C2C): potensi penggunaan ulang, pemulihan 

dan/atau daur ulang. 

Prosedur metodologi pada LCA terdiri dari fase inventori (inventory), 

klasifikasi dan karakterisasi, normalisasi, dan valuasi (Ciesielski and 

Zbicinski, 2010). Tahap awal adalah fase inventori, yaitu identifikasi 

dan kuantifikasi aliran bahan dan energi baik pada titik input 

(konsumsi bahan mentah) maupun output (aliran buangan limbah ke 

lingkungan). Hasil dari analisis inventori ini kemudian menghasilkan 

tabel inventori berupa hasil dari keseimbangan aliran masuk dan 

keluar dalam sebuah siklus (Mashoko et al., 2010). Tahap klasifikasi 

dan karakterisasi berupa tahap-tahap wajib dalam metode LCA, 

sedangkan normalisasi dan valuasi adalah dua tahapan opsional. Di 

dalam tahap klasifikasi, aliran masuk dan keluar dari siklus 

dikelompokkan berdasarkan kategori dampak, seperti kesehatan 

manusia, kerusakan ekosistem, dan deplesi sumber daya (Haque et al., 

2014).  

Pada tahapan karakterisasi, terdapat prosedur kalkulasi yang disebut 

faktor ekuivalen (ef) untuk mengestimasi emisi gas rumah kaca selain 

karbon dioksida (CO2) menjadi satuan ekuivalen CO2 (CO2eq) 

(Levasseur et al., 2010). Contohnya, jika CO2 memiliki nilai ef sebesar 

1, metana memiliki ef senilai 11, maka 1 kg metana menyebabkan efek 

rumah kaca setara dengan 11 kg CO2. Tahap karakterisasi dan 

normalisasi memiliki tinjauan yang sama, yaitu dampak pada 

lingkungan. Namun, pada tahap normalisasi, faktor ekuivalen diubah 

menjadi kontribusi yang relatif terhadap produk atau sistem yang 

diacu (Crenna et al., 2019). Kemudian, tahap diakhiri dengan valuasi 

untuk menilai masing-masing kategori. Keseluruhan dampak pada 
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lingkungan yang dievaluasi dengan LCA ditunjukkan pada Gambar 

10.1. Kategori dampak yang telah digambarkan diklasifikasikan sebagai 

midpoint, sedangkan kategori kerusakan disebut sebagai endpoint 

(Canaj et al., 2020; Haque et al., 2014). Pada sistem pengeringan, LCA 

pengeringan menjadi sebuah tantangan karena teknologi pengeringan 

dapat digunakan pada beberapa sektor industri, termasuk bahan 

pangan, kayu, kertas, biomassa, tekstil, dengan karakteristik masing-

masing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.1. Kategori dampak pada LCA  

(Sumber : Haque et al., 2014) 
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10.3.  Modelling Penerapan LCA pada Pengeringan 

10.3.1.  Pengeringan dengan Proses Drum Drying 

Apel berbentuk serbuk diproduksi untuk memproses buah menjadi 

produk olahan lain dengan mudah, seperti cemilan, roti dan makanan 

bayi. Pemrosesan bahan menjadi serbuk dapat dilakukan dengan 

beberapa proses pengeringan, seperti spray drying, drum drying, dan 

freeze drying. Sebuah penelitian oleh Marco dkk. (2015a) 

memproduksi serbuk apel melalui proses drum drying dan 

mengevaluasi dampaknya pada lingkungan dengan metode LCA. 

Proses drum drying merupakan pengeringan yang banyak digunakan 

untuk produksi dalam skala besar secara kontinu menggunakan 

pengering dengan struktur yang sederhana sehingga memiliki 

probabilitas kerusakan yang kecil dengan biaya pemeliharaan yang 

rendah. Selain itu, karena suhu yang sangat tinggi, proses dapat 

dilakukan dalam waktu yang sebentar tanpa banyak memengaruhi 

komponen yang sensitif terhadap panas seperti produk pangan (Galaz 

et al., 2017).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10.2. Skema rangkaian produksi industri serbuk apel  
(Sumber : De Marco et al., 2015a) 
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Dalam siklus hidup produksi serbuk apel, tahapan terdiri dari fase 

agrikultur (berhubungan dengan penanaman apel), fase industri (dari 

penyimpanan buah sampai pengeringan), pengemasan, distribusi, dan 

pembuangan limbah. Untuk lebih jelasnya, tahap inventori pada 

penelitian ini dapat direpresentasikan seperti pada Gambar 10.2. 

Untuk mempelajari lebih lanjut kategori proses pengeringan drum 

drying, perlu adanya pembanding untuk melihat proses yang dilakukan 

atau diajukan. Sebagai representasi, hasil evaluasi midpoint drum 

drying yang dibandingkan dengan hasil analisis LCA multistage drying 

ditampilkan oleh Tabel 10.1. Data mengacu pada unit faktor satu 

kemasan serbuk apel. Proses pengeringan multistage merupakan 

proses yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu ultrafiltrasi, 

kristalisasi dan spray drying.  

Kedua proses ini cukup umum digunakan untuk menghasilkan serbuk 

dengan keunggulan dan kelemahan masing-masing. Pada pengeringan 

dengan drum, proses lebih murah namun serbuk yang dihasilkan 

memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan proses 

multistage (De Marco et al., 2015b). Beberapa tahap pada proses yang 

kedua mengakibatkan beberapa kategori dapat dipengaruhi oleh 

tahapan selain pengeringan. Analisis komparasi melihat kemiripan 

persentase distribusi dampak pada kedua proses, dengan fase 

transportasi adalah kontributor utama. 
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Tabel 10.1. Hasil analisis midpoint pada dua proses pengeringan 

dengan unit  

Kategori Dampak Unit Tahap transportasi, bahan 

mentah, dan industri 

Drum Drying Multistage 

Drying 

Karsinogen kg C2H3Cl eq 9.26E-02 5.56E-02 

Non-karsinogen kg C2H3Cl eq 1.07E-01 8.12E-02 

Respiratory inorganics kg PM2.5 eq 1.01E-02 8.29E-03 

Radiasi pengion Bq C-14 eq 1.47E+02 1.20E+02 

Deplesi lapisan ozon kg CFC-11 eq 6.61E-06 6.56E-06 

Respiratory organics kg C2H4 eq 1.20E-02 1.18E-02 

Ekotoksisitas akuatik kg TEG water 2.47E+03 2.37E+03 

Ekotoksisitas terestrial kg TEG soil 2.41E+02 2.16E+02 

Pengasaman / nitrifikasi 

terestrial 

kg SO2 eq 2.56E-01 2.33E-01 

Penggunaan tanah 2m org.arable 5.35E-01 4.92E-01 

Pengasaman akuatik kg SO2 eq 5.56E-02 4.62E-02 

Eutrofikasi akuatik kg PO4 P-lim 7.95E-04 4.06E-04 

Potensi pemanasan 

global 

kg CO2 eq 1.26E+01 6.97E+00 

Energi tak terbarukan MJ primer 1.18E+02 1.02E+02 

Ekstraksi mineral MJ surplus 3.03E-01 1.78E-01 

(Sumber : De Marco et al., 2015b) 
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10.3.2 Pengeringan menggunakan Freeze Drying 

Selain dengan bantuan suhu tinggi untuk mengevaporasi uap air pada 

permukaan produk, proses pengeringan dengan suhu yang sangat 

rendah juga telah dikembangkan dengan menggunakan proses freeze 

drying. Proses ini menggunakan mekanisme sublimasi untuk 

mendehidrasi produk secara langsung untuk menjaga kualitas, 

mengurangi kerusakan, serta mempertahankan struktur produk yang 

dikeringkan (Oyinloye and Yoon, 2020). Pada penelitian oleh Prosapio 

dkk. (2017), analisis LCA dilakukan pada keseluruhan proses produksi 

stroberi, termasuk pada pengeringan menggunakan freeze dryer.  

Detail dan asumsi yang digunakan pada metode penelitian ini disajikan 

pada Tabel 10.2. Sebagai pembanding, dipilih proses dengan osmosis 

sebagai pre-treatment sebelum pengeringan. 

 

Tabel 10.2. Detail dan asumsi yang digunakan pada tahap inventori 

dari dua tipe pengeringan  

Proses Karakteristik dan Detail 

Tahap agrikultur • Kebutuhan energi dan air 

• Pemberian insektisida, pestisida, dan 

herbisida 

• Pemberian nitrogen dan pupuk 

Pemasokan stroberi ke 

fasilitas 

Transportasi menggunakan truk, 16ton 

dari Norwich-Inggris (250 km) 

Penyediaan energi ke fasilitas Tegangan menengah 

Pembekuan T= -20, t=18; kebutuhan energi 

Pengeringan vakum T= -110, t=18, P=10; kebutuhan energi 

Pengemasan Kebutuhan energi, bahan yang 

dibutuhkan, dan komponen 
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Pre-treatment Osmosis T= 50, t =3; kebutuhan energi dan air 

Pembekuan T= -20, t=18; kebutuhan energi 

Pengeringan vakum T= -110, t=18, P=10; kebutuhan energi 

Pengemasan Kebutuhan energi, bahan yang 

dibutuhkan, dan komponen 

T = suhu (˚C); t = waktu (jam); P = tekanan (Pa) 

(Sumber : Prosapio et al., 2017) 

 

Pada penelitian ini, pembandingan dengan metode LCA tidak hanya 

dilakukan pada kategori dampak, namun juga kategori kerusakan 

(endpoint) yang terdiri dari HH (Human Health), ED (Ecosystem 

Diversity), dan RA (Resource Availability). Setelah mengevaluasi kedua 

kategori tersebut, dilakukan optimasi proses untuk mengurangi 

dampak serta kerusakan pada lingkungan. Skenario optimasi ini 

dilakukan dengan mengurangi waktu pengeringan stroberi. Hasil 

menunjukkan bahwa penurunan emisi dapat mencapai 25% jika 

dibandingkan dengan proses freeze drying konvensional. 

 

10.3.3 Penggunaan LCA pada Spray Drying 

Sebuah investigasi oleh Ciesielski (2010) meninjau LCA khusus pada 

alat Spray Dryer, tanpa mengobservasi pengaplikasian pengering pada 

produksi bahan lain. Dalam hal ini, dilakukan perbandingan antara 

pengering skala laboratorium dan industri. Oleh karena banyaknya hal 

yang berbeda dalam pengoperasiannya, seperti waktu kerja, 

kapasitas, dan ukuran pengering, maka beberapa asumsi perlu dibuat 

untuk menghindari nilai ketidakpastian yang tinggi dan menjadikan 

dua pengering memiliki unit yang sama. Perbandingan awal dilakukan 

dengan mengasumsikan bahwa waktu untuk menguapkan 1 kg air dari 

produk pengering industri adalah selama 1 detik, sedangkan pengering 
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laboratorium membutuhkan 1 jam sehingga terdapat perbandingan 

bahwa 1 pengering industri sama dengan 3600 pengering 

laboratorium. Kemudian, diasumsikan bahwa waktu hidup pengering 

industri adalah 30 tahun dan 15 tahun untuk pengering skala 

laboratorium yang mengakibatkan kebutuhan pengering kedua 

menjadi dua kali lipat pengering pertama. Selain itu, waktu kerja alat 

250 hari per tahun, 24 jam per hari menghasilkan waktu kerja 18000 

jam selama 30 tahun. 

Studi komparasi menunjukkan bahwa dengan kinerja yang sama, 

pengering skala laboratorium memberikan kontribusi yang lebih besar 

pada kategori dampak dan kerusakan. Hal ini tidak terlepas dari 

asumsi-asumsi awal bahwa 3600 pengering laboratorium hanya setara 

dengan 1 pengering berskala industri. Maka, pada tiap tahap, emisi 

menjadi sangat besar. Namun, kedua unit sebenarnya menghasilkan 

beban lingkungan terbesar pada tahap yang sama, yaitu pada tahap 

penggunaan dengan efek terbesar pada penipisan sumber daya. 

 

10.3.4 Pengeringan dengan Supeheated Steam Dryer (SSD) 

Teknik pengeringan superheated steam dryer (SSD) merupakan teknik 

pengeringan yang menggunakan steam/uap sebagai medium 

pengering. Proses pengeringan terjadi dengan bantuan uap bersuhu 

tinggi untuk memberikan panas di sekitar produk sehingga terjadi 

evaporasi dari produk pada titik didihnya (Nathakaranakule et al., 

2007). Studi LCA yang melibatkan SSD telah dilakukan dengan 

membandingkan pemrosesan kotoran sapi sebagai pupuk (skenario 1) 

dan bahan bakar yang diproses dengan SSD (skenario 2) (Hanifzadeh 

et al., 2017). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa penerapan kotoran 

sapi di tanah tanpa adanya perlakuan dapat membahayakan sekitar 
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karena tingginya konsentrasi polutan organik, amonia dan polutan 

beracun lain (Sri Shalini and Joseph, 2012).  

Tahap normalisasi pada proses konstruksi (skenario 2) untuk 

mendapatkan nilai kategori pada hasil dilakukan dengan 

menggunakan persamaan  

𝑁𝐼 =
𝑇𝐼

𝑡
÷ 𝑃 ……………………………(10.1) 

dengan NI adalah dampak yang telah dinormalisasi (g/m3) untuk 

konstruksi, TI adalah total dampak konstruksi, t adalah masa hidup 

pengering (tahun), dan P adalah produktivitas kotoran sapi 

(m3/tahun). Hasil analisis dampak penelitian ini ditunjukkan dengan 

potensi eutrofikasi, potensi pemanasan global, dan potensi 

pengasaman pada masing-masing proses dan skenario (Gambar 10.3). 

Diagram menunjukkan bahwa pengolahan kotoran sapi dengan SSD 

mampu menurunkan potensi eutrofikasi dan pemanasan global 

sehingga menjadi metode yang dianggap efektif dari segi lingkungan. 

 
 

Gambar 10.3. Perbandingan skenario Pengeringan dengan SSD  
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Keterangan :  (a) potensi eutrofikasi, (b) potensi pemanasan global, 

dan (c) potensi pengasaman untuk pengolahan 1 m3 

kotoran segar melalui Skenario 1 dan Skenario 2 

(Hanifzadeh et al., 2017) 

 

10.4.  Penutup 

Pada pengeringan, studi penilaian siklus hidup (LCA) sangat perlu 

untuk dilakukan karena pentingnya proses ini dalam produksi berbagai 

produk. Selain itu, tinjauan dengan LCA mencakup keseluruhan aspek, 

termasuk energi, penggunaan sumber daya, dan pembuangan limbah 

ke lingkungan serta dampak dan kerusakan yang dihasilkan. Beberapa 

penelitian bahkan mampu mengoptimasi proses pengeringan tanpa 

mengurangi efisiensi dan kualitas setelah mengevaluasi proses 

pengeringan konvensional dengan LCA, seperti mengurangi waktu 

pengeringan proses freeze drying. Namun, untuk referensi lebih lanjut, 

perlu juga dilakukan optimasi penggunaan energi dengan cara lain. 

Saat ini, proses pengeringan yang didehumidifikasi dengan adsorben 

cukup banyak dikembangkan untuk menjaga kualitas produk tanpa 

menggunakan suhu tinggi (rendah energi) (Atuonwu et al., 2011; 

Djaeni et al., 2016; Sasongko et al., 2020). LCA proses ini juga dapat 

dievaluasi dan dibandingkan dengan proses optimasi lain pada proses 

pengeringan untuk melihat dampak dan kerusakan dari masing-

masing perlakuan. 
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BAB 11 

 
Pencemaran Mikroplastik di Dalam Tanah 

 

M. ARIEF RAHMAN HALIM 

 

11.1. Pendahuluan 

Mikroplastik akhir-akhir ini menarik perhatian besar pada dampak 

lingkungannya. Hal ini dikarenakan ukuran partikelnya yang kecil, 

keberadaannya di mana-mana, ketersediaan hayati, dan efek 

negatifnya terhadap ekosistem (Wright et al., 2013; Scheurer dan 

Bigalke, 2018). Dalam lingkungan akuatik, mikroplastik telah dipelajari 

secara mendalam dan dianggap berpotensi berbahaya bagi berbagai 

komunitas biologis (Matthew et al., 2011; Rillig dan Bonkowski, 2018). 

Studi tentang sampah plastik di lautan pertama kali didokumentasikan 

pada tahun 1970-an, tetapi hanya menarik sedikit perhatian dari 

komunitas ilmiah sampai awal tahun 2000-an (Carpenter dan Smith, 

1972; Wong et al., 1974). Sejak istilah "mikroplastik" diciptakan oleh 

Thompson untuk menggambarkan partikel plastik kecil di lautan pada 

tahun 2004, mikroplastik telah dideteksi secara global di berbagai 

lingkungan, bahkan di dalam tubuh manusia (Thompson et al., 2004). 

Jumlah studi tentang mikroplastik juga meningkat secara drastis, 

terutama di lingkungan perairan tawar dan laut.  
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Mikroplastik primer diproduksi dengan sengaja dan digunakan dalam 

produk kosmetik dan berbagai industri. Mikroplastik sekunder adalah 

produk degradasi dari sampah plastik yang lebih besar. Baik 

mikroplastik primer dan sekunder ada di mana-mana dan tersebar di 

lingkungan. Sebuah penelitian menunjukkan 80% plastik di limbah laut 

berasal dari darat (Andrady, 2011). Diperburuk oleh penggunaan 

plastik sekali pakai yang berlebihan, plastik merupakan 10% dari 

limbah yang dihasilkan di seluruh dunia (Matthew et al., 2011). 

Sementara beberapa sampah plastik didaur ulang, sebagian besar 

berakhir di lingkungan melalui tempat pembuangan sampah atau 

proses pertanian.  

Bahan yang lebih ekstrim kemudian secara perlahan disobek menjadi 

partikel yang lebih kecil setelah masuk ke lingkungan. Dengan 

bertambahnya waktu pemaparan, proses degradasi akan terus 

berlanjut dan menghasilkan partikel yang semakin kecil. Mikroplastik 

yang terbentuk dengan sedemikian rupa telah meningkatkan luas 

permukaan, dan dapat menyerap berbagai zat berbahaya, seperti 

polutan organik persisten (POPs) dan logam berat, yang membuatnya 

lebih berbahaya dalam jangka panjang (Fendall dan Sewell, 2009).  

Ada banyak bukti yang mengidentifikasi bahwa mikroplastik juga 

muncul sebagai polutan air tawar. Studi awal tentang ekosistem air 

tawar yang dilakukan Eerkes-Medrano et al. (2015) menunjukkan 

bahwa keberadaan dan interaksi mikroplastik sedalam yang disurvei di 

laut. Sejauh ini, di air tawar, mikroplastik telah terdeteksi di banyak 

benua, termasuk Eropa (Sadri dan Thompson, 2014), Amerika Utara 

(Maciej et al., 2014), dan Asia (Christopher et al., 2014). Selain itu, 

studi biologis (Silva-Cavalcanti et al., 2017) menemukan bahwa 

Hoplosternumlittorale, ikan yang hidup di air tawar biasanya, dapat 

mengonsumsi mikroplastik dalam jumlah besar. Tingginya insiden 
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konsumsi mungkin karena perilaku makan yang unik dan polusi 

lingkungan yang berat. Demikian pula, agroekosistem merupakan 

pintu masuk utama bagi mikroplastik dalam sistem terestrial (Nizzetto, 

2016; Rillig et al., 2017). Sebuah studi baru-baru ini (de Souza Machado 

et al., 2018) telah menunjukkan bahwa mungkin ada 4 hingga 23 kali 

lebih banyak mikroplastik di darat daripada di lautan, dan bahwa tanah 

yang subur saja mungkin mengandung lebih banyak mikroplastik 

daripada di lautan. Kelimpahan, persistensi, dan keberadaan 

mikroplastik di tanah merupakan risiko lingkungan yang serius. 

Namun, sangat sedikit informasi yang dapat ditemukan tentang variasi 

mikroplastik tanah dan potensi dampaknya terhadap kesuburan tanah 

dan ketahanan pangan.  

Kajian ini akan membahas tiga aspek: (1) kelimpahan, sumber, dan 

distribusi mikroplastik di dalam tanah; (2) gabungan kontaminasi 

tanah oleh mikroplastik dan polutan populer lainnya; (3) interaksi 

antara mikroplastik dan organisme di tanah yang tercemar. Mini 

review ini akan menyoroti potensi risiko pencemaran anggota 

parlemen ke tanah, dan studi masa depan yang diperlukan untuk 

mengatasi masalah global ini, yang mungkin memiliki implikasi bagi 

para ilmuwan dan pembuat kebijakan. 

 

11.2. Kelimpahan dan distribusi mikroplastik tanah 

11.2.1. Limbah kemasan plastik yang berkembang pesat 

Jelas bahwa kontaminasi serius mikroplastik di tanah tidak dapat 

dipisahkan dari penggunaan produk plastik sekali pakai yang tak 

terhitung jumlahnya. Dengan munculnya resin plastik, produk menjadi 

semakin dominan di pasar konsumen. Porsi terbesar dari aplikasi di 

pasar adalah pengemasan (Jambeck et al., 2015). Pada awal 1977, 

polietilen diubah menjadi tas belanjaan sekali pakai (Williamson, 2003; 
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Weinstein, 2009). Sejak saat itu, penggunaan plastik dalam kemasan 

telah berkembang pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan 

bagi kenyamanan kehidupan sehari-hari manusia. Kontaminasi dari 

penggunaan plastik di seluruh dunia yang disebut “polusi putih” (He et 

al., 2013) menjadi semakin serius. Pada tahun 1984, kemasan plastik 

menyumbang 53% dari seluruh sampah plastik dan pada tahun 1986, 

dengan 5,2 miliar kilogram plastik digunakan dalam industri 

pengemasan (Selke, 1988). Data terbaru menunjukkan bahwa lebih 

dari 90 miliar kantong tipuan tipis berakhir sebagai sampah dan 

sampah yang tidak dapat didaur ulang setiap tahun (Li dan Richter, 

2015).  

 
Gambar 11.1.  Distribusi Mikroplastik  

(Sumber : Hartmann et al., 2017) 
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Daya tahan, penggunaan yang tidak berkelanjutan, dan pengelolaan 

limbah yang tidak tepat menyebabkan akumulasi besar-besaran 

sampah plastik di lingkungan. Selain itu, selama proses pembusukan, 

zat aditif dan racun dalam plastik dilepaskan. Bahan-bahan ini relatif 

tahan terhadap kerusakan lingkungan dan dapat dengan mudah 

terakumulasi di tanah dan air. Geyer et al. (2017) memperkirakan 

bahwa sekitar 630 juta ton sampah plastik akan diproduksi, dan 

kemungkinan 120 juta ton akan dialihkan ke tempat pembuangan 

sampah atau lingkungan alam pada tahun 2050 (Jambeck et al., 2015). 

Lebreton et al. (2017) memperkirakan bahwa lebih dari 300 juta ton 

mikroplastik telah terkumpul di bumi. Meskipun dampak dari limbah 

plastik ini tidak dapat diukur, limbah tersebut merupakan ancaman 

besar bagi manusia. Untuk mendukung masa depan yang lebih 

berkelanjutan, orang harus mempertimbangkan untuk mengurangi 

kemasan yang tidak perlu, serta memperkuat kesadaran akan 

klasifikasi sampah plastik dan kemampuan daur ulang (Selke, 1988; He 

et al., 2013). 

 

11.2.2. Limbah yang mengandung mikroplastik 

Mikroplastik dipindahkan langsung ke tanah dengan mengaplikasikan 

serat sintetis yang mengandung lumpur limbah atau sedimen plastik 

dari produk perawatan pribadi atau rumah tangga ke tanah (Habib et 

al., 1998; Zubris dan Richards, 2005; Horton et al., 2017). Untuk 

mempelajari lebih lanjut tentang sumber utama mikroplastik di 

tempat pembuangan limbah (produk pembersih, puing-puing plastik, 

pakaian), Browne et al. (2011) mengumpulkan sampel air limbah. 

Mereka menemukan bahwa serat poliester (67%) dan akrilik (17%) 

merupakan komponen plastik utama. Dibandingkan dengan bahan 

limbah asli, ditemukan bahwa proporsinya sangat mirip dengan 
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komposisi tekstil (78% polyester, 5% akrilik). Pada akhirnya mereka 

mengambil kesimpulan bahwa mikroplastik dari outlet pembuangan 

limbah terutama berasal dari pencucian-pakaian. Selain itu, sepotong 

pakaian dari setiap pencucian dengan mesin cuci rumah tangga dapat 

menghasilkan serat >1900. Air limbah yang mengandung mikroplastik 

dibuang ke laut tanpa pengekangan apa pun, dan pengolahan lumpur 

limbah yang tidak disarankan selanjutnya mempercepat distribusi 

mikroplastik (Kerstin dan Fredrik, 2014; Mintenig et al., 2017).  

 

11.3. Efek Gabungan Mikroplastik tanah dengan polutan lainnya 

11.3.1. Penyerapan polutan organik yang persisten oleh mikroplastik 

Studi terbaru telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat bertindak 

sebagai vektor untuk kontaminan lingkungan (Hartmann et al., 2017). 

Begitu dilepaskan ke lingkungan, mereka terpapar polutan organik dari 

berbagai sumber antropogenik, seperti air limbah, limpasan 

perkotaan, dan lindi tempat pembuangan sampah. Beberapa polutan 

organik, seperti polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), 

polychlorinated biphenyls (PCBs), pestisida, dan herbisida, merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ekosistem tanah. 

Dilengkapi dengan kapasitas untuk menyerap dan mentransfer POPs, 

mikroplastik menimbulkan ancaman yang tinggi terhadap lingkungan 

terestrial (Frias et al., 2010).  

Bakir et al. (2014) menyelidiki kemampuan PVC dan PE untuk 

menyerap dan menyerap berbagai POPs, seperti DDT, phenanthrene, 

PFOA dan DEHP, dan merangking potensi ancaman lingkungan dari 

campuran plastik-POPs. Selain itu, POP hidrofobik selalu hadir dalam 

pembentukan campuran kompleks di dalam tanah, ketika mereka 

diadsorpsi oleh mikroplastik, urutan adsorpsi yang berbeda dapat 

muncul dan adsorpsi kompetitif dapat terjadi (Bakir et al., 2012). 
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Misalnya, jika beberapa POP memiliki afinitas yang lebih baik dengan 

sejenis mikroplastik, mereka akan menghambat penyerapan senyawa 

lain, dan interaksinya bergantung pada struktur kimia suatu senyawa 

(Gambar 11.2). Untuk menyelidiki hubungan ini, Huffer dan Hofmann 

(2016) mempelajari perilaku adsorpsi dari tujuh spesies alifatik pada 

empat jenis mikroplastik dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda, 

dan menemukan bahwa koefisien adsorpsi mikroplastik sangat terkait 

dengan hidrofobisitas adsorben.  

 

Gambar 11.2. Proses Terbentuknya Microplastik di Tanah  

(Sumber : Bakir et al., 2014) 

 

 

11.3.2. Penyerapan logam berat oleh Mikroplastik 

Mikroplastik mampu menyerap logam berat di permukaannya. Para 

ilmuwan telah menunjukkan bahwa proses geokimia dapat terjadi 
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antara logam berat dan mikroplastik setelah dilepaskan ke lingkungan 

tanah. Hodson et al. (2017) menyoroti potensi plastik sebagai 

pembawa untuk meningkatkan serapan logam berat di lingkungan 

darat.  

Karakteristik kimia dan fisik masing-masing bahan seperti luas 

permukaan spesifik dan polaritas molekul, laju adsorpsi logam pada 

mikroplastik mungkin sangat berbeda (Teuten et al., 2007; Brennecke 

et al., 2016). Massos dan Turner (2017) melaporkan bahwa tingkat Cd 

dan Pb dalam plastik masing-masing adalah 6,9% dan 7,5%, 

menunjukkan tingkat adsorpsi yang berbeda dengan mikroplastik.  

Mikroplastik terdegenerasi selama degradasi sinar ultraviolet (UV). 

Kapasitas adsorpsinya untuk logam berat dapat berubah. Bandow et 

al. (2017) menemukan bahwa setelah 2000 jam iradiasi UV, jumlah 

adsorpsi Cu dan Zn mikroplastik meningkat. Brennecke et al. (2016) 

menunjukkan bahwa puing-puing polivinil klorida (PVC) yang menua 

mengakumulasi lebih banyak Cu dan Zn tanpa mencapai 

kesetimbangan, sedangkan manik polistiren asli (PS) mencapai 

konsentrasi tembaga konstan setelah 14 hari. Oleh karena itu, 

mikroplastik yang menua dapat menyerap konsentrasi logam berat 

yang lebih tinggi dan menimbulkan ancaman ekologis yang lebih tinggi. 

 

11.4. Interaksi Mikroplastik dan Organisme Tanah 

11.4.1. Interaksi dengan mikroorganisme 

Mikroorganisme adalah pengurai utama bahan organik di dalam 

tanah. Mereka dapat mendetoksifikasi mikroplastik dan bahan kimia 

berbahaya lainnya, dan menghasilkan produk yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman. Di sisi lain, mikroplastik dapat 

berfungsi sebagai habitat ekologis baru bagi mikroorganisme di dalam 
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tanah. Komunitas mikroba pada puing-puing plastik dipandang sebagai 

“plastisfer” (Zettler et al., 2013; Oberbeckmann et al., 2016). Ada 

perbedaan yang mencolok antara komunitas plastik dan lingkungan 

sekitarnya. Zettler et al. (2013) menemukan bahwa rata-rata 

kelimpahan plastisfer lebih rendah dibandingkan dengan 

mikroorganisme sekitarnya, sedangkan homogenitas antar komunitas 

lebih besar.  

Para ilmuwan telah mengidentifikasi bahwa bakteri dan jamur dapat 

mendorong degradasi plastik (Shah et al., 2008). Misalnya, sejak tahun 

1983, Christine et al. (1983) telah menunjukkan bahwa 

polikaprolakton dapat terdegradasi oleh kultur kuman dan 

saccharomycopsis yang tidak murni dan murni. Selain itu, Comamonas 

acidovorans TB-35 memanfaatkan poliester poliuretan sebagai 

sumber karbon tunggal, dan menghasilkan enzim pengurai poliuretan 

poliuretan. Brevibacillus borstelensis juga diidentifikasi sebagai bakteri 

pendegradasi polietilen (Hadad et al., 2005). Selama degradasi, enzim 

ekstraseluler yang dihasilkan oleh mikrogram diekskresikan dan 

dilekatkan pada permukaan mikroplastik. Rantai polimer kemudian 

dibelah menjadi zat antara yang larut dalam air. Akibatnya, zat antara 

mikromolekul yang larut dalam air diserap oleh sel dan memasuki 

metabolisme khusus. Akhirnya, produk akhir (CO2, H2O dan CH4) 

dilepaskan (Müller, 2005). 

 

11.4.2. Interaksi dengan tumbuhan 

Tanah yang sehat sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan 

global berkelanjutan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan 

melindungi keanekaragaman hayati. Tanaman memainkan peran 

penting dalam memelihara ekosistem tanah yang sehat. Di tanah yang 

terkontaminasi, tanaman dapat mengatasi xenobiotik baik dengan 
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menghindari asupan senyawa ini atau dengan menunjukkan beberapa 

reaksi enzimatik untuk detoksifikasi termasuk reaksi oksidasi, reduksi, 

dan konjugasi (Römheld, 1999; Verkleij et al., 2009). Logam berat 

misalnya, ada dua mekanisme detoksifikasi yang terlibat setelah 

tanaman menyerap zat beracun. Salah satunya adalah kompleksasi 

logam berat dengan fitokelatin yang dihasilkan oleh akumulasi, dan 

yang lainnya adalah perpindahannya dari sitoplasma aktif ke 

kompartemen tidak aktif. Namun, berbeda dengan asupan logam 

berat, kehadiran mikroplastik menghambat penyerapan air dan nutrisi 

oleh akar tanaman. Oleh karena itu, untuk menghilangkan efek ini, 

holofit yang tertekan dalam jangka panjang cenderung mengeluarkan 

enzim tertentu ke luar untuk mencapai tujuan degradasi mikroplastik. 

 
Gambar 11.3. Interaksi antara Mikroplastik dan Organisme Tanah 

(Sumber : Corradini et al., 2019) 

 

Sementara itu, banyak jenis mikroorganisme dan mikro-hewan tanah, 

seperti cacing tanah, ciliata, tungau, dan nematoda, juga melimpah di 

akar tanaman, yang berpartisipasi dalam kodegradasi dan 
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pemanfaatan zat antara untuk melindungi biosfer dari efek racun 

(Gambar 11.3). Sayangnya, saat ini hanya ada sedikit informasi tentang 

degradasi mikroplastik oleh organisme di rhizosfer tumbuhan. Para 

peneliti baru-baru ini telah menunjukkan bahwa mikroplastik tanah 

dapat secara signifikan mengubah biomassa tanaman, komposisi 

elemen jaringan, sifat akar, dan aktivitas mikroba tanah (de Souza 

Machado et al., 2019). Tetap saja, pengaruh populasi mikroba yang 

disajikan di rizosfer tanaman, yang terlibat dalam kesehatan tanaman, 

dan terlibat dalam biodegradasi mikroplastik perlu dipelajari lebih 

lanjut. Ada ketidakpastian yang cukup besar tentang pengaruh 

mikroplastik pada biota tanah. Hal ini terutama disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan yang luar biasa tentang interaksi antara 

mikroplastik dan organisme tanah.  

Banyak peneliti menilai bahwa mikroplastik dapat menjadi ancaman 

serius bagi biota tanah dengan menghambat pertumbuhan dan 

reproduksi organisme, serta mengganggu keanekaragaman hayati 

tanah. Namun, ada juga bukti yang menunjukkan bahwa dosis rendah 

mikroplastik memiliki efek yang dapat diabaikan pada organisme 

tanah (Huerta Lwanga et al., 2016; Rodriguez-Seijo et al., 2017; 

Rodríguez-Seijo et al., 2019). Untuk mengevaluasi dengan lebih baik 

peran mikroplastik pada biota tanah di bawah kondisi yang bervariasi 

secara temporal dan spasial, diperlukan pemahaman yang lebih baik 

tentang proses pengaturan. Misalnya, proses penyerapan dan 

desorpsi berbeda antara polutan dan mikroplastik dengan polimer 

berbeda dan ukuran berbeda. Bagaimana faktor-faktor tersebut 

mempengaruhi peran mikroplastik sebagai vektor kontaminan adalah 

topik penelitian selanjutnya.  
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11.5. Penutup 

Artikel ini merangkum kelimpahan, distribusi, dan perilaku lingkungan 

dari mikroplastik di dalam tanah. Pengemasan, mulsa plastik, dan 

lumpur limbah adalah tiga sumber utama mikroplastik tanah. Mereka 

dapat berpindah ke lingkungan tanah secara langsung atau tidak 

langsung. Mikroplastik ini dapat terakumulasi di tanah dan 

menyebabkan kontaminasi gabungan dengan berbagai POPs, logam 

berat, antibiotik, dan bahan kimia beracun lainnya yang dapat lebih 

membahayakan organisme tanah dan tanah. Namun, nasib 

mikroplastik yang disimpan dan implikasinya terhadap lingkungan 

tanah sebagian besar belum diketahui. Data tentang keberadaan dan 

proses transfer mikroplastik di dalam tanah jauh lebih sedikit daripada 

yang ada di sistem air.  

Kontroversi tentang nasib dan dampak biologis mikroplastik di tanah 

semakin meningkat terutama karena tidak adanya studi lapangan dan 

laboratorium. Salah satu tantangan utama dalam mengevaluasi 

toksisitas mikroplastik adalah untuk memahami apakah kontaminan 

yang teradsorpsi ke mikroplastik berada dalam kesetimbangan dengan 

fase lain di lingkungan tanah. Terdapat kesenjangan data yang 

substansial dalam pemahaman kita tentang kontribusi potensial dari 

mikroplastik terhadap transfer polutan dibandingkan dengan rute 

paparan lainnya. Lebih banyak data penelitian diperlukan untuk 

memahami sepenuhnya risiko paparan komposit, dan bagaimana 

materi partikulat alami memengaruhi peran mikroplastik sebagai 

vektor kontaminan. 
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BAB 12 

 

Analisis Risiko Pencemaran dan  

Penilaian Dampak Kesehatan 
 

AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU 

 

12.1. Pendahuluan 

Permasalahan terbesar yang dihadapi dunia saat ini salah satunya 

adalah pencemaran lingkungan. Seiring waktu tingkat pencemaran 

lingkungan semakin meningkat karena kegiatan industri dan ekonomi 

khususnya terkonsentrasi di daerah perkotaan dan telah menjadi 

fokus geografis untuk konsumsi sumber daya dan emisi kimia, yang 

dapat menyebabkan berbagai macam masalah termasuk risiko 

kesehatan masyarakat, degradasi ekosistem, keanekaragaman hayati 

(Yang et al., 2015). Oleh karena itu penting mengetahui pengaruh 

dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. 

Permodelan yang dapat dipakai untuk mengetahui tingkat bahaya dan 

pengaruh pencemaran lingkungan antara lain dengan dengan 

menggunakan model penilaian dampak lingkungan/HIA (health impact 

assessment) dan model analisis risiko kesehatan lingkungan (ARKL).  
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HIA merupakan salah satu cara memperkirakan dampak potensial 

pada kesehatan populasi yang dinilai dari prosedur, metode dan alat 

dalam kebijakan, program atau proyek yang dilakukan pada 

lingkungan”. Pengunaan model HIA ini meningkat dalam beberapa 

tahun terakhir dikarenakan tingginya masalah lingkungan yang 

berdampak pada kesehatan (Huang et al., 2016). Analisis risiko 

kesehatan lingkungan adalah model lain yang dibuat dengan tujuan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dosis dan respon bahan 

pencemar lingkungan terhadap risiko penyakit kanker dan non kanker 

(carsinogenic dan non carsionogenic) yang ditimbulkan dari dampak 

tersebut.  

Penilaian risiko muncul sebagai alat yang mampu menghasilkan 

kuantifikasi bentuk yang menggambarkan ketidakpastian tentang 

besaran, waktu dan/atau kemungkinan konsekuensi kesehatan atau 

lingkungan yang terkait dengan potensi paparan zat, proses, tindakan, 

atau peristiwa tertentu. Metode penilaian risiko dapat didefinisikan 

sebagai prosedur sistematis, meliputi beberapa tahapan: bahaya 

identifikasi, penilaian risiko dan manajemen risiko. Prosedur ini adalah 

isu sentral untuk menganalisis dan menafsirkan hasil yang terkait 

dengan ancaman pencemaran lingkungan (Neris et al., 2019).  

Analisis risiko kesehatan lingkungan (ARKL) didefinisikan sebagai suatu 

pendekatan untuk mencermati potensi besarnya risiko yang dimulai 

dengan mendeskripsikan masalah lingkungan yang telah dikenal dan 

melibatkan penetapan risiko pada kesehatan manusia yang berkaitan 

dengan masalah lingkungan yang bersangkutan. Pada aplikasinya, 

ARKL dapat digunakan untuk memprediksi besarnya risiko dengan titik 

tolak dari kegiatan pembangunan yang sudah berjalan, risiko saat ini 

dan memprakirakan besarnya risiko di masa yang akan datang 

(Kemenkes, 2001) 
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12.2. Penilaian Dampak Kesehatan dengan Model Penilaian 

Dampak Kesehatan/Health Risk Assesment (HIA) 

Penilaian Dampak Kesehatan (HIA) didasarkan pada pendekatan 

holistik untuk kesejahteraan dan digunakan untuk mengurangi 

ketidaksetaraan dalam kesehatan. Ini juga dapat digunakan sebagai 

cara untuk menyoroti efek-efek penentu kesehatan yang lebih luas 

miliki pada kesejahteraan orang-orang. Perbaikan kesehatan 

penduduk tidak dapat dicapai dengan kesehatan layanan sendiri. 

Kesehatan dipengaruhi oleh aktivitas di banyak sektor lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.1. Diagram skematis dari tahap model HIA  

(Sumber : WHO, 2019) 

 

Kebijakan, program, dan proyek di banyak sektor mempengaruhi 

kesehatan. WHO (2019) mendefinisikan kesehatan sebagai “keadaan 

Penyaringan 

Cakupan 

Pemantauan 

Pelaporan 

Penilaian 

Dengan cepat menetapkan relevansi kesehatan 
dari kebijakan atau proyek. 

Mengidentifikasi masalah kesehatan utama dan 
perhatian publik, membangun ToR, menetapkan 
batasan 

Penilaian cepat atau mendalam tentang dampak 
kesehatan menggunakan bukti yang tersedia - 
siapa yang akan terpengaruh, garis dasar, prediksi, 
signifikansi, mittigasi 

Kesimpulan dan rekomendasi untuk 
menghilangkan / mengurangi dampak negatif 
pada kesehatan 

Tindakan, untuk memantau dampak aktual pada 
kesehatan untuk meningkatkan basis bukti yang 
ada 
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manusia yang sempurna fisik, mental, spiritual dan sosial yang 

kesemuanya holistik keseimbangan ”. Health Impact Assessment 

adalah alat sebagai cara untuk memprediksi Dampak kesehatan 

dengan tujuan untuk merekomendasikan atau memperbaiki 

kebijakan, program, dan proyek untuk meningkatkan kesehatan. Ini 

adalah penilaian efek kesehatan, positif dan negatif, proyek, rencana, 

atau kebijakan. HIA telah didefinisikan sebagai “kombinasi dari 

prosedur, metode dan alat yang dapat digunakan untuk menilai 

kebijakan, program atau proyek mengenai dampak potensial terhadap 

kesehatan a populasi, dan distribusi efek tersebut dalam populasi 

(Phen and Pongthep, 2013). 

Diagram skematis dari tahapan model HIA seperti pada Gambar 12.1. 

menunjukan bahwa Penilaian dampak kesehatan ini tidak dapat 

dilakukan pada setiap proyek, kebijakan atau program. Oleh karena itu 

skrining/penyaringan digunakan untuk memutuskan secara sistematis 

kapan harus melakukan HIA, Pelingkupan menetapkan batas-batas, 

dan mempertimbangkan bagaimana tahap penilaian HIA harus 

dilakukan, Identifikasi bahaya kesehatan dianalisa untuk 

mempertimbangkan bukti dampaknya sebuah kegiatan yang 

melibatkan lingkungan sehingga diberikannya rekomendasi yang harus 

dikembangan oleh pemangku kepentingan dan mengevaluasi apakah 

HIA telah mempengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut. 

Seperti halnya intervensi apa pun, evaluasi diperlukan untuk melihat 

apakah itu berhasil. Evaluasi proses HIA juga berguna untuk menjawab 

apakah tahap HIA berhasil (atau tidak). Terdapat empat elemen kunci 

dalam model HIA yang dikembangan yang memperlihatkan element 

yang mempengaruhi hasil kesehatan masyarakat yaitu, faktor 

lingkungan, skala waktu kegiatan, populasi dan demografi, dan 

dinamika kelompok. 
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Implementasi model HIA dari Organisasi WHO kemudian dapat 

diimplementasikan dalam model (gambar 12.2) yang mencakup 

informasi risiko epidemiologis, struktur populasi dan karakteristik 

penyakit, dan perkiraan populasi yang terpapar.  

 

 

Gambar 12.2. Diagram skematis dari elemen-elemen kunci dari 

model penilaian dampak kesehatan (Sumber : McCarthy et al., 2002) 

 

Faktor lingkungan tertentu akan mempengaruhi populasi yang 

berbeda dengan cara yang berbeda. Profil usia dan gender masyarakat 

lokal dalam sebuah populasi demografi sangat penting untuk 

mengetahui keseluruhan efek serangkaian perubahan lingkungan. 

Misalnya polutan timbal (Pb) yang dapat mempengaruhi kesuburan 

akan berdampak lebih besar pada populasi dengan proporsi wanita 

usia subur lebih banyak dibandingkan dengan wanita di luar usia 

subur. 
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Kejadian penyakit berdasarkan tingkat usia dan angka kematian yang 

terjadi terpengaruh oleh dampak perubahan lingkungan pada 

penduduk lokal. Selain itu, dinamika penduduk di wilayah setempat 

akan mempengaruhi jumlah paparan perubahan lingkungan pada 

bagian yang berbeda dari populasi. Lamanya waktu populasi lokal 

terpapar perubahan lingkungan yang terjadi akan mempengaruhi 

tingkat dampak kesehatan pada penduduk lokal (McCarthy et al., 

2002). 

Penggunaan model ini secara komprehensif pada suatu kasus 

pencemaran yang ada dapat dilakukan melalui kasus yang telah 

terjadi. Penelitian-penelitian sebelumnya dapat menjadi tolak ukur 

dalam penggunaan model ini. Dalam model ini, lingkungan merupakan 

penyebab utama dari terjadinya dampak terhadap kesehatan 

masyarakat dengan unsur lain yaitu kondisi populasi dan dinamika 

kelompok yang terjadi. 

Polusi udara adalah masalah kesehatan masyarakat yang utama, yang 

menyebabkan jutaan kematian dini di seluruh dunia. Dampak 

gabungan polusi udara yang terdapat dalam ruangan dan luar ruangan 

mengakibatkan kematian secara dini sekitar 7 juta setiap tahunnya, 

sebagian besar kematian disebabkan oleh penyakit akibat stroke, 

jantung, paru obstruktif kronik, kanker paru, dan infeksi saluran 

pernafasan yang akut (WHO, 2019) dengan persentasi tertinggi pada 

penyakit kardiovaskular/penyakit jantung memiliki angka 60-80% 

(Lelieveld et al., 2015) 

Kajian yang dilakukan oleh Hans Oru, dkk, (2009) mengemukakan 

bahwa secara keseluruhan ada 388.964 jiwa penduduk Tallinn yang 

terdapat di 84 bagian kota. Dari segi populasi bagian terbesar wilayah 

di Talinn memiliki lebih dari 15.000 penduduk, sementara beberapa 

wilayah lainnya sampai yang terkecil memiliki kurang dari 100 populasi 



 

Purwanto et al.                                                                           191 

dengan kepadatan yang sangat bervariasi.  Angka kematian berbeda-

beda ditemukan pada berbagai kelompok usia, rata-rata 1.136 kasus 

per 100.000 warga negara per tahun. Kasus kejadian penyakit yang 

dilayani fasilitas kesehatan adalah penyakit kardiovaskular dan 

pernapasan. Hasil analisis menunjukkan ditemukan 3.945 dan 1.266 

tiap tahunnya kasus yang diterima masing-masing per 100.000 orang-

orang akibat paparan PM 2,5 dengan rerata yang terdampak pada 

delapan kota adalah 11,6 μ g/m3. Berdasarkan hal-hal di atas dapat 

dilihat bahwa warga Tallinn terpengaruh oleh kualitas udara yang 

buruk dari penyebab yang berbeda-beda antara lain lokasi yang 

berdekatan dengan rel kereta api dengan solar lokomotif. Walau level 

partikulatnya tidak besar, namun tetap dapat mempengaruhi angka 

kesakitan dan kematian yaitu 296 kematian dini per tahun. Data dari 

275 rumah sakit berdasarkan penerimaan jumlah kasus karena polusi 

udara, bisa disimpulkan bahwa pencemaran partikel ini merupakan 

masalah kesehatan lingkungan yang signifikan di Tallinn. Orang yang 

menderita penyakit kronis seharusnya mengetahui kualitas udara di 

berbagai daerah, sehingga mereka bisa menghindari area ini. Upaya 

perbaikan kualitas udara harus diarahkan untuk memperbaiki situasi 

di bagian yang lebih berpolusi sehingga kebijakan negara dibutuhkan 

berikutnya.  

Kajian lainnya tentang kadar Ozon (O3) yang dilakukan di wilayah 

tenggara Korea Selatan menemukan fakta adanya konsentrasi yang 

sangat tinggi dari O3 di berbagai wilayah kota di Korea Selatan. Kota 

Busan memiliki konsentrasi tertinggi, diikuti oleh Kota Ulsan, akibat 

emisi dari banyaknya mobil  dan kapal (Song et al., 2010). Baik kota 

Busan dan Ulsan adalah kota pelabuhan, dan Busan adalah kota 

pelabuhan terbesar di Korea Selatan. Sumber polutan yang 

menghasilkan konsentrasi tinggi O3 terutama emisi antropogenik 

senyawa organik yang mudah menguap (VOC) dan nitrogen oksida 
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(NOx ) dari mesin-mesin pembakaran yang ada di mobil dan kapal 

(Hochstrasser, 2007). Berdasarkan hasil simulasi, dari tahun 2005 

hingga 2050, konsentrasi O3 menurun hingga di bawah 80 µg/m3 , 

kecuali di daerah Busan konsentrasi O 3 tetap di atas 80 µg/m3 . daa 

dapat berdampak bagi kesehatan populasi penduduk yang ada 

didalamnya jika tidak tertangani lebih baik. Paparan polusi udara 

menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Toksikologi dan studi 

epidemiologi telah mengkonfirmasi efek kesehatan negatif dari PM 

2.5. Paparan tingkat tinggi O3 juga terkait efek kesehatan yang 

merugikan, termasuk reaksi negatif dalam studi toksikologi dan uji 

klinis  (Larsen et al., 2010). 

 

12.3. Penilaian Dampak Kesehatan dengan Model Pengukuran 

Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL) 

Pada dasarnya, ARKL mengenal empat langkah seperti bisa dilihat 

pada gambar 12.3 berikut ini, yaitu Identifikasi bahaya, Analisis  dosis  

respon, Analisis pemajanan, dan  Karakterisasi risiko. Langkah 

keempat karakterisitik risiko merupakan langkah yang dibutuhkan 

untuk mengetahui apakah paparan pencemaran lingkungan memiliki 

dampak non karsinogenik.  
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Gambar 12.3. Diagram skematis dari elemen-elemen kunci dari 

model penilaian ARKL (Sumber : Kemenkes, 2012) 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa ARKL merupakan 

pendekatan yang digunakan untuk melakukan penilaian risiko 

kesehatan di lingkungan dengan output adalah karakterisasi risiko 

(dinyatakan sebagai tingkat risiko) yang menjelaskan apakah agen 

risiko/parameter lingkungan berisiko terhadap kesehatan masyarakat 

atau tidak dalam hal ini yaitu dampak karsiongenik dan non 

karsinogenik. Selanjutnya hasil ARKL akan dikelola dan 

dikomunikasikan kepada masyarakat sebagai tindak lanjutnya. 

Identifikasi bahaya ditentukan dengan mengetahui  secara  spesifik  

agen  risiko  apa  yang  berpotensi  menyebabkan  gangguan kesehatan 

bila tubuh terpajan   bahaya tersebut namun perlu diketahui seberapa 

besar bahaya tersebut masuk kedalam tubuh manusia melalui 
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penentuan dosis-respon yaitu dengan mencari salah satu nilai RfC. RfC 

(reference concentration) adalah nilai yang dijadikan referensi untuk 

nilai yang aman pada efek non karsinogenik suatu agen risiko, 

sedangkan SF (slope factor) adalah referensi untuk nilai yang aman 

pada efek karsinogenik. Tingkat risiko untuk efek non karsinogenik 

dinyatakan dalam notasi Risk Quotien (RQ). Untuk melakukan  

karakterisasi  risiko  untuk  efek  non  karsinogenik  dilakukan  

perhitungan dengan membandingkan / membagi Intake (I) dengan RfC 

atau RfD. Rumus untuk menentukan RQ adalah sebagai berikut : 

(Kemenkes, 2012) 

 

 𝑅𝑄 =
𝐼

𝑅𝑓𝐶
 

 

Keterangan 

Digunakan untuk menghitung RQ pada pemajanan jalur inhalasi 

(terhirup)  

I (intake)  :  Jumlah   konsentrasi   agen risiko  (mg) yang masuk ke 

dalam tubuh manusia dengan     berat   badan tertentu 

(kg) setiap harinya 

RfC          :  Nilai  referensi  agen  risiko  pada pemajanan  inhalasi.  

(Didapat dari situs www.epa.gov/iris).  

 

Tingkat risiko dinyatakan dalam angka atau bilangan desimal tanpa 

satuan. Tingkat risiko  dikatakan “Aman” bilamana intake ≤ RfD atau 

RfCnya atau dinyatakan dengan RQ ≤ 1. Tingkat risiko dikatakan “Tidak 

Aman” bilamana intake > RfD atau RfCnya atau dinyatakan dengan RQ 

> 1 (Kemenkes, 2012), 
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Gambar 12. 4. Model penilaian dampak Kesehatan 
(Sumber : Nieuwenhuijsen, Khreis and Verlinghieri, 2017) 

 

Melalui model ini implementasi model ARKL dapat secara lengkap 

dinilai dan dijelaskan dengan Penilaian rantai hubungan sebab akibat 

yang diperoleh dengan menggabungkan berbagai data yang ada 

seperti pada model. Aktivitas sumber paparan, emisi sumber, dan jalur 

paparan dan penyebaran udara yang ada bisa digunakan untuk 

memprediksi kualitas udara dan keterpaparan orang-orang dan 

kemudian memperkirakan dampak kesehatan terkait bahan pencemar 

tersebut (Nieuwenhuijsen, Khreis and Verlinghieri, 2017). Berdasarkan 

analisa yang pernah dilakukan oleh (Wong et al., 2016) 
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mengidentifikasi bahaya yang mengakibatkan banyak kematian akibat 

kanker di Hongkong dengan populasi 66.820, ditemukan bahwa Emisi 

dari transportasi dan pembangkit listrik yang merupakan sumber 

utama hidrokarbon dan beberpa jenis logam berat dengan materi 

partikulat (PM) ditemukan bahwa  untuk setiap 10 mg/m3 peningkatan 

paparan jangka panjang  konsentrasi PM 2.5  berhubungan erat 

dengan angka kematian akibat kanker [HR, 1,22; 95%). Polusi udara 

mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui mortalitas 

dan morbiditas. Morbiditas, pada gilirannya, mempengaruhi 

kesehatan dan produktivitas angkatan kerja. Di studi ini, biaya 

langsung yang berkaitan dengan morbiditas dihitung menggunakan 

biaya rawat inap, gaji, kompensasi selama sakit dan meninggal dan 

kerugian tenaga kerja.  

Kajian lainnya yang dilakukan oleh (Maksuk et al., 2016) mengatakan 

adanya bahan pencemar paraquat yang ditemukan dalam air di 

perkebunan kelapa sawit yang kuantitasnya sama dengan jumlah 

maksimum yang diperbolehkan yaitu 0,01 mg/L, tetapi konsentrasi 

paraquat di air dan tanah dapat meningkat jika digunakan secara terus 

menerus di area perkebunan kelapa sawit. Perhitungan akumulasi 

paraquat dalam tubuh pekerja dihitung dengan mengetahui dosis 

respon yang ada, hasil menujukan bahwa risk quotient = 0.058 

mg/berat/hari yang disimpulkan RQ<1 dengan kesimpulan tidak ada 

dampak karsinogenik dari paparan paraquat. Namun demikian, risk 

quotient bisa jadi meningkat karena penggunaan paraquat secara 

terus menerus. Air perlu diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi 

untuk menurunkan kadar paraquat pada air. Selain itu aplikasi 

paraquat di perkebunan kelapa sawit harus dilakukan dan diawasi 

secara ketat agar tidak mencemari tanah dan air serta area sekitar 

perkebunan.  



 

Purwanto et al.                                                                           197 

Paparan  H2S, SO2 dan NH3 di udara dari rumah pemotongan hewan 

juga dapat berdampak bagi efek karsinogenik. Hasil penelitian setelah 

dilakukan pengukuran dan perhitungan menunjukkan adanya dampak 

karsinogenik dengan nilai paparan yaitu H2S 1,20 (RQ>1), SO2  1,71 

(RQ>1) dan NH3 1,43 (RQ>1).  Semua nilai RQ melebihi nilai ambang 

batas, dan menyiratkan bahwa dampak bahan pencemar udara ketiga 

unsur ini cenderung menyebabkan kerugian efek kesehatan di area 

yang diteliti (Odekanle et al., 2020). 

Paparan partikulat PM 10 dan dampak resikonya juga di kaji (Goembira 

et al., 2019) yang mengkaji dampak asap kebakaran hutan dan lahan 

di Sawahlunto Sumatera Barat terhadap kesehatan anak-anak dan 

orang tua. Berdasarkan kajiannya pada anak-anak dan orang dewasa 

diperoleh hasil tingkat bahaya karsinogen logam (ELCR total) sebesar 

129,49x10-3. Data ini menunjukkan bahwa logam non-karsinogen dan 

karsinogen di PM 10 tidak aman bagi kesehatan anak di kota 

Sawahlunto, karena batas aman untuk nilai RQ ≤ 1 dan ELCR ≤ 10-6. 

Nilai yang diperoleh Dari ELCR tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

129 hingga 130 dari keseluruhan 1.000 anak di Kota Sawahlunto yang 

memeiliki kemungkinan efek kanker karena paparan logam di PM 10 

selama pencemaran kabut asap.  Selanjutnya didapatkan nilai HQ 

untuk orang-orang dewasa adalah 215,16 atau RQ > 1 dan nilai ELCR 

untuk dewasa adalah 58,85 x10-3 dimana nilai ELCR >10-6 yang 

merupakan batas aman untuk karsinogen logam.  

Dari keseluruhan kasus dengan perhitungan ARKL diatas bermuara 

kepada kebijakan yang ditentukan oleh masing-masing wilayah yaitu 

kebijakan yang muncul adalah  1) melakukan koreksi atau perbaikan 

terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan 

kesejahteraan hidup manusia 2) Melakukan usaha pencegahan 

dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya 
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meningkatkan derajad kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia 3) 

Melakukan kerjasama dan menerapkan program terpadu di antara 

masyarakat, dan institusi pemerintah serta lembaga non pemerintah 

dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular 

 

12.4. Penutup 

Data epidemiologi dapat diterapkan bersama data lingkungan untuk 

menghasilkan perkiraan kuantitatif dari dampak kesehatan. Model 

penilaian dampak kesehatan secara matematika dapat digunakan 

untuk menilai pilihan kebijakan. Ada kepentingan publik dalam data 

yang lebih baik untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan 

proses perencanaan. Perlu ada kolaborasi yang lebih erat antara 

kesehatan masyarakat dan praktik lingkungan, untuk menafsirkan data 

lingkungan dengan lebih baik dan untuk mengidentifikasi lebih lanjut 

data epidemiologi yang diperlukan. Model ARKL adalah upaya untuk 

menentukan apakah populasi yang terpapar agen risiko akan 

menimbulkan dampak seperti yang diungkapkan oleh RQ dengan 

menghitung nilai-nilai yang diperoleh dalam analisa paparan dan dosis 

respons. Levelnya risiko non-kanker diperoleh melalui hasil pembagian 

asupan harian dengan nilai respon dosis atau Referensi Konsentrasi 

(RfC). Jika RQ ≥ 1, bahan pencemar dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan, tetapi jika RQ <1 maka bahan penemar lingkungan tidak 

dapat menyebabkan gangguan kesehatan.  
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BAB 13 

 

Kebijakan Pembangunan Wilayah & Kota 

Berbasis Social-Ecological Resilience 

  

MOHAMMAD MUKTIALI 

 

13.1. Pendahuluan 

Konsep ketahanan (resilience) dan ketahanan wilayah/kota 

(urban/regional resilience) terus dikaji melalui perspektif berbagai 

multidisiplin ilmu. Hal ini berimplikasi secara praktis pada aspek 

perencanaan, pembangunan, dan restruktrurisasi wilayah/kota (Peng 

et al. , 2017; Wang et al. , 2018; Walker, 2011). 

Huck et.al, (2020) berpendapat bahwa konsep ketahanan 

wilayah/kota dapat dijadikan panduan bagi para pengambil kebijakan 

dalam menghadapi dinamika wilayah/kota yang semakin kompleks 

dengan berbagai sistem yang saling berhubungan satu sama lain 

seperti sistem ekonomi, sosial, ekologi-lingkungan, dan sistem lainnya.  

Sementara itu, Li, Dong dan Liu (2020) yang mengkaji Social-Ecological 

Sytems (SES) Resilience dalam konteks  Assesment-Mechanism-

Management menyarankan perlunya dilakukan kajian ketahanan 
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wilayah/kota yang memadukan secara komprehensif dimensi Nature-

Social-Economy  melalui berbagai multidipliner dan pendekatan mix-

methods pada berbagai skala rona wilayah.  Melalui berbagai 

pendekatan tersebut maka para peneliti dan pengambil kebijakan 

diharapkan mendapatkan pemahaman ketahanan wilayah/kota 

secara holistik dan menyeluruh sehingga mampu merespon dinamika 

perubahan sumber daya dan lingkungan yang sangat dinamis. 

Artikel ini mengkaji kebijakan pembangunan wilayah & kota berbasis 

social-ecological resilience (SER). Bagian pertama dan kedua berisi 

tentang teori, konsep, dan pendekatan serta kerangka kebijakan SER, 

bagian ketiga berisi isu, masalah dan tantangan dalam 

mengimplementasikan kebijakan SER. Bagian terakhir berisi 

kesimpulan dan rekomendasi. 

 

13.2. Kerangka Kerja Social-Ecological Resilience (SER) 

Menurut Werdiningtyas et.al. (2020), guna merespon berbagai 

dinamika yang terjadi dalam sistem wilayah dan perkotaan sebagai 

sistem sosial-ekologi diperlukan adanya intervensi pemerintah untuk 

mengelola trade-off dalam sistem sosial dan ekologi melalui berbagai 

instrumen kebijakan.  

Sistem wilayah dan perkotaan telah tumbuh secara eksponensial 

dengan berbagai elemen dan hubungan yang tidak stabil dan non 

linier. Hal ini menghasilkan karakter transformatif. Keterkaitan antara 

proses alam dan sosial di mana terjadi keterlibatan manusia, alam dan 

budaya dalam dinamika transformatif dan evolusioner mencirikan 

daerah perkotaan sebagai sistem sosial-ekologi (Botequilha-leitão dan 

Díaz-varela, 2020; Roo, 2018). 
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Virapongse et al. (2016) menyatakan bahwa menurut kerangka SES 

lingkungan dipandang sebagai sistem terbuka yang terdiri dari 

berbagai proses dan komponen ekologi dan sosial, bioma, manusia, 

dan makhluk lainnya.  Sebagai sistem terbuka, proses dan interaksi SES 

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi politik, ekonomi, 

ekonomi serta kondisi biogeokimia pada skala temporal dan spasial 

yang berbeda (lihat Gambar 13.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. 1. Kerangka Social-Ecological Resilience  

(Sumber: Virapongse et al., 2016) 
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gangguan dengan mempertahankan fungsi esensial, struktur, dan 

identitas (Holling, 1973).  

Selanjutnya Carpenter et.al., (2001), Folke (2006), dan Chelleri (2012) 

menyatakan bahwa aspek ganggunan dalam konsep ketahanan tidak 

senantiasa berkonotasi negatif, karena suatu sistem yang terdistorsi 

(mengalami gangguan seperti bencana alam) dituntut untuk terus 

berkembang dan beradaptasi sehingga tercipta berbagai ide inovasi, 

proses pembelajaran, dan perubahan ke arah yang lebih baik. 

Konsep transdisipliner bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai 

disiplin ilmu (seperti ekonomi, sosial, lingkungan, biologi, kesehatan 

dan rekayasa) melalui mekanisme kolaboratif dan sistemik guna 

mengkaji dan memecahkan berbagai masalah dalam pengelolaan 

lingkungan secara komprehensif dan holistik  (Tress and Fry, 2005;  

Pohl, 2005; Schensul, Nastasi and Verma, 2006). 

 

13.3. Kebijakan Pembangunan Wilayah & Kota Berbasis Social-

Ecological Resilience (SER) 

Terdapat berbagai faktor kunci yang diperlukan dalam 

mengimplementasikan kebijakan pembangunan wilayah kota berbasis 

SER. Polasky et al. (2011) berpendapat faktor faktor tersebut adalah 

perlunya cara pandang secara sistemik. Dengan pendekatan ini maka 

suatu kasus dilihat sebagai suatu sistem yang saling berhubungan dari 

aspek temporal, spasial, sektoral, dan kelembagaan serta menyangkut 

aspek yang lebih luas seperti perubahan lingkungan dan globalisasi. 

Selain itu, kebutuhan dan perspektif pemangku kepentingan yang 

berbeda perlu diintegrasikan guna memberikan gambaran 

komprehensif dari suatu kasus/masalah yang terjadi pada wilayah-

kota. Kedua, diperlukannya pendekatan transdisipliner guna 



 

Purwanto et al.                                                                           205 

menyelesaikan ketidaksesuaian cara pandang yang terjadi antar 

lembaga, sektor dan skala permasalahan.  

Hal senada dikemukakan oleh Karpouzoglou, Dewulf dan Clark (2016) 

yang menyatakan bahwa aspek tata kelola sangat penting untuk 

mendukung implementasi kebijakan SER;  di mana individu, kelompok, 

dan lembaga kunci terhubung bersama di berbagai tingkat organisasi 

untuk membuat keputusan dan berbagi kekuasaan.   Faktor lain yang 

tidak kalah penting adalah perlunya sistem pemantauan yang 

konsisten guna mengumpulkan data yang dapat diandalkan untuk  

menilai keberhasilan implementasi kebijakan SER. Standar 

pemantauan juga harus mempertimbangkan berbagai sektor secara 

holistik, sehingga pemantauan yang dilakukan akan dapat 

menghasilkan yang informatif yang komprehensif untuk mendukung 

ketahanan wilayah-kota (Cumming et al., 2005). 

 

13.4. Isu, Masalah dan Tantangan dalam Implementasi SER 

Huck et.al. (2020) mengemukakan terdapat beberapa faktor yang 

menjadi tantangan implementasi SER dalam kebijakan pembangunan 

wilayah-kota.  Faktor tersebut meliputi aspek komitmen politik, tata 

kelola dan kelembagaan. Hasil penelitian di Kota Roterdam dan 

Christchurch menunjukkan bahwa komitmen politiknya lebih fokus 

pada isu pertumbuhan ekonomi dibandingkan isu ketahanan sosial-

ekologi (SER). Kurangnya komitmen politik berimplikasi terhadap 

kurangnya pendanaan bagi kebijakan SER sehingga implementasinya 

yang bersifat lintas sektoral menjadi kurang optimal.  

Untuk aspek kelembagaan, terdapat permasalahan terkait sinergitas 

para pihak pemangku kepentingan (perbedaan pandangan antara 

pemerintah, swasta, masyarakat); adanya tumpang tindih dalam 

yuridiksi teritorial (misalnya, antara pemerintah pusat-daerah); serta  
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tidak optimalnya interaksi antar sektor lembaga pemerintah (misalnya 

antara lembaga pemerintah di bidang ekonomi dan lingkungan 

(Therrien et al., 2021; Baird et al., 2019).  

Permasalahan lain yang sering terjadi lainnya dikemukakan oleh 

Shamout et.al. (2021)  yakni hal-hal yang berhubungan dengan 

implementasi rencana aksi. Meskipun pemerintah telah menyadari 

bahwa isu lingkungan dan perubahan iklim merupakan hal yang 

penting dan menjadi wacana dalam penyusunan berbagai kebijakan. 

Namun demikian, pengembangan kerangka kerja praktis, rencana aksi, 

dan implementasi relatif tidak optimal sebagaimana yang diharapkan. 

 

13.5. Model SER dan implementasinya 

13.5.1. Model DPSIR State-Impact-response 

Model Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) pada dasarnya 

menggambarkan hubungan antara aktivitas manusia (misalnya 

aktivitas di sektor pertanian, industri, energi, transportasi dan jasa) 

dan dampaknya terhadap perubahan lingkungan.  Dalam model ini 

dikaji interaksi timbal balik sosial-lingkungan yang berdampak 

terhadap masyarakat serta bagaimana respon yang perlu dilakukan 

guna mengatasi dampak tersebut secara efektif.    

Setidaknya terdapat beberapa respon yang bisa dilakukan yaitu 

meliputi adaptasi (penyesuian diri terhadap dampak perubahan 

lingkungan), mitigasi (pencegahan aktivitas manusia yang berdampak 

negatif terhadap lingkungan), perbaikan terhadap kerusakan 

lingkungan dan kompensasi untuk pemanfaatan jasa lingkungan 

(OECD, 1993; EAA, 1999).  Selengkapnya, dapat dilihat pada Gambar 

13.2 berikut   
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Gambar 13.2. Kerangka Model Driver–Pressure–State–Impact-

Response (DPSIR) (Sumber: OECD (1993) dan EEA, 1999) 

 

13.5.2. Model The Millennium Ecosystem Assessment 

Folke, et.al. (2016) menyatakan bahwa perubahan paradigma 

hubungan manusia-alam, yakni bagaimana pengelolaan 

keanekaragaman ekosistem, memberikan kesejahteraan bagi umat 

manusia. Secara umum disebutkan bahwa kapasitas lingkungan 

berfungsi sebagai pondasi bagi kesejahteraan manusia, dan  hal ini 

sangat bertumpu pada lingkungan yang tangguh. Menurut 

pendekatan ini maka pendekatan sosial-ekologis memainkan peran 

penting dan menjadi arus utama dalam hubungannya dengan 

perikehidupan manusia. 
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Gambar 13.3. Kerangka Model The Millennium Ecosystem 

Assessment (Sumber: Folke et.al., 2019) 

 

Gambar di atas menyatakan bahwa lingkungan merupakan fondasi 

bagi ekonomi, masyarakat, dan dimensi sosial secara keseluruhan.  

Selain itu lingkungan sekaligus juga merupakan faktor kritis bagi 

keberlangsungan kehidupan manusia di bumi.  Artinya pengelolaan 

lingkungan yang berkualitas akan memberikan dampak bagi 

kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di 

masa depan. 
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13.5.3. Model Resilience Alliance 

Dalam pandangan Sommerkorn et al., (2013), model Resilience 

Alliance ini mengkaji keterkaitan antara kesejahteraan dan sistem nilai 

dengan fungsi ekosistem. Pada titik awal yang ditunjukkan di bagian 

atas pada Gambar 13.4 adalah menunjukkan adanya integrasi antara 

dimensi ekologi dan ekonomi. Untuk kemudian bagaimana jasa 

ekosistem memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia, 

ditentukan tidak hanya oleh proses ekologi saja namun juga oleh 

persepsi sosial dan sistem nilai masyarakat serta tata kelola dan 

kebijakan.  Pada bagan di bagian bawah menekankan bahwa dampak 

manusia terhadap ekosistem sangat dipengaruhi oleh tindakan 

manusia (individu & masyarakat) terhadap lingkungan; dan juga tata 

kelola, formulasi dan implementasi kebijakan dalam menjaga 

kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.4. Kerangka Model Resilience Alliance  

(Sumber : Sommerkorn et al., 2013) 
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13.6. Penutup 

Konsep ketahanan (resilience) dan ketahanan wilayah/kota 

(urban/regional resilience) terus dikaji melalui perspektif berbagai 

multidisiplin ilmu; dan hal ini berimplikasi secara praktis pada aspek 

perencanaan, pembangunan dan restruktrurisasi wilayah/kota.  

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam sistem sosial-ekologi pada 

wilayah-perkotaan memerlukan adanya kebijakan pemerintah guna 

merespon perubahan sumber daya dan lingkungan yang sangat 

dinamis. Social-Ecological Sytems Resilience (SER) merupakan 

pendekatan kebijakan yang memadukan secara komprehensif aspek 

Nature-Social-Economy melalui berbagai multidipliner dan 

pendekatan mix methods pada berbagai skala rona wilayah/kota. 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan implementasi SER 

dalam kebijakan pembangunan wilayah-kota.  Adapun faktor tersebut 

meliputi aspek komitmen politik, tata kelola dan kelembagaan. Untuk 

aspek kelembagaan terdapat permasalahan terkait sinergitas para 

pihak pemangku kepentingan (perbedaan pandangan antara 

pemerintah, swasta, masyarakat); adanya tumpang tindih dalam 

yuridiksi teritorial serta tidak optimalnya interaksi antar sektor 

lembaga pemerintah. 

Faktor kunci yang diperlukan dalam menerapkan SER adalah cara 

pandang sistemik dan komprehensif melalui pendekatan transdisiplin 

terhadap suatu permasalahan wilayah-kota. Selain itu kemauan 

politik, tata kelola dan kelembagaan serta komitmen stakeholder 

sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan pembangunan wilayah-kota berbasis Social-Ecological 

Sytems Resilience (SER).  
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BAB 14 
 

Kawasan Industri Hijau, Konsep dan 

Implementasinya   

 

ADIB KHOIRUL ANAS 

 

14.1. Pendahuluan 

Sektor industri merupakan motor penggerak perekonomian nasional 

di berbagai negara. Selain berkontribusi bagi peningkatan dan 

kemajuan, sektor industri seringkali juga berkontribusi negatif pada 

lingkungan secara global, seperti pencemaran udara, polusi air, 

pencemaran tanah, konsumsi berlebihan sumber daya dan energi, 

jejak karbon, serta emisi polutan kritis (Chertow, 2000; Hein et al., 

2016).  

Produktivitas lahan yang tinggi seringkali dijadikan dasar untuk 

pembangunan kawasan industri. Pembangunan ini adalah cara untuk 

meningkatkan produktivitas sumber daya dengan menempatkan 

industri di kawasan lahan tertentu dan menawarkan berbagi 

infrastruktur dan layanan di dalam kawasan. Pembangunan kawasan 

industri seperti ini telah menjadi mesin ekonomi bagi banyak negara 
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berkembang pesat seperti Cina, Republik Korea dan sebagian besar 

negara berkembang lainnya  (Martín Gómez, Aguayo González and 

Marcos Bárcena, 2018; Susur, Hidalgo and Chiaroni, 2019). 

Transisi hijau dari kawasan industri adalah cara efektif untuk 

menghijaukan ekonomi nasional dan mengurangi dampak 

eksternalitas negatif dari pengembangan kawasan industri.  Konsep 

ekologi industri dan simbiosis industri menawarkan jalur inovatif untuk 

menghijaukan dan mewujudkan kawasan industri berkelanjutan 

melaui konsep kawasan industri hijau/EIP (Eco Industrial Park). Di 

bawah konsep ini, kompleks industri dirancang untuk menjadi 

kawasan industri ramah lingkungan. Taman/Kawasan Industri Hijau 

(EIP) didefinisikan sebagai kompleks industri di mana terdapat upaya 

untuk meminimalkan pembentukan limbah, produk sampingan, 

polutan, dan/atau energi yang tidak terpakai berlaku, dengan 

memanfaatkannya dalam lingkaran tertutup di antara proses oleh 

perusahaan di kawasan industri (Chertow, 2000; Van Berkel et al., 

2009; Shi and Yu, 2014). Dengan cara ini, berbagai perusahaan di 

dalam kawasan atau proses perusahaan mencoba menggunakan 

limbah/produk sampingan sebagai input bahan mentah dan berbagi 

infrastruktur yang sesuai. 

Pembentukan Kawasan Industri Hijau sendiri pada konsepnya bukan 

semata-mata dengan menghilangkan berbagai industri ataupun 

kawasan industri yang telah ada. Namun, lebih dari sekadar upaya 

transisi dan perubahan paradigma untuk pengelolaan kawasan 

industri tradisional/konvensional menjadi kawasan industri yang lebih 

ramah lingkungan (Kim et al., 2018).   
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Gambar 14.1. Bagan Skema Transisi Kawasan Industri ke Kawasan 

Industri Hijau EIP (Sumber: Kim et al., 2018) 

Kawasan industri dibatasi untuk menerapkan upaya meminimalkan 

dampak lingkungan dan untuk memaksimalkan efisiensi sumber daya 

yang dipakai, dengan memanfaatkan limbah, produk sampingan, 

polutan, dan/atau energi yang tidak terpakai dalam proses lingkaran 

tertutup antar perusahaan di kawasan industri. Dengan cara ini, 

industri (perusahaan) dimungkinkan melakukan efisiensi sumber daya 

dan produktivitas penggunaan lahan melalui pengoptimalan aliran 

material dan limbah serta berbagi infrastruktur dan layanan dengan 

industry lainnya dalam satu kawasan. Dibandingkan dengan kawasan 

industri tradisional, Kawasan Industri Hijau/EIP dapat dikembangkan 

dengan mengedepankan perubahan persepsi industri, meningkatkan 

manfaat dan peluang bisnis, serta meningkatkan manfaat lingkungan. 
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14.2. Perencanaan Eco Industry Park (EIP)  

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep yang diambil dari ekologi 

industri telah digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan 

kawasan industri hijau (EIP) ini berupaya untuk meningkatkan daya 

saing bisnis, mengurangi limbah dan polusi, menciptakan lapangan 

kerja, dan memperbaiki kondisi kerja. Berdasarkan hasil kajian (Gibbs 

and Deutz, 2005) terhadap berbagai kawasan indutri di Amerika 

Serikat, selain banyak ditemukan keberhasilan EIP, dalam aplikasinya 

juga di temukan kegagalan dalam implementasinya. Salah satunya 

adalah kurangnya perencanaan awal dalam penerapan skema EIP. 

Pada kenyataannya, fitur utama ekologi industri seperti jaringan antar 

perusahaan dan kolaborasi dalam bentuk pertukaran material dan 

aliran energi tidak ada atau dalam tahap perencanaan awal sebuah EIP 

di Amerika serikat. Dalam sepuluh kasus di kawasan industri, yang 

muncul adalah bentuk EIP yang sebagian ditentukan oleh latar 

geografis dan realitas ekonomi yang lebih luas dari wilayah tersebut. 

Di lapangan ditemukan juga realita bahwa perilaku kolaboratif antara 

perusahaan yang merupakan inti dari pengembangan EIP tidak banyak 

terjadi. Sementara, perlu disadari bahwa perilaku kolaboratif antar 

perusahaan sulit untuk dikembangkan dari awal meskipun melalui 

intervensi kebijakan. Temuan kedua dari penelitian tersebut berkaitan 

perencanaan adalah ekspektasi/target perencanaan yang tidak ideal 

dan tidak sesuai ekspektasi khususnya finansial.  Perencanaan harus 

realistis untuk komunitas dan lokasi yang bersangkutan dan sebagai 

bagian dari realisme tersebut, proyek EIP harus dirancang untuk 

memungkinkan pendekatan bertahap dan setiap fase harus layak 

secara finansial.  
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Pendapat senada tentang perlunya perencanaan awal, namun lebih 

berfokus pada perlunya pemilihan prinsip dan kriteria dalam 

menentukan lokasi manufaktur/kawasan industri apakah sesuai 

dengan standar dan undang-undang lingkungan dikemukakan oleh 

(Ntasiou and Andreou, 2017). Langkah awal perumusan EIP diterapkan 

dengan menitikberatkan pada kriteria lokasi, karena isu-isu seperti 

kedekatan geografis dan prinsip spasial dianggap sangat penting. 

Calon lokasi yang di pilih juga harus mengacu untuk pencapaian tujuan 

utama berikut: a) perlindungan lingkungan alam, terutama sungai, 

hutan, dan kawasan dengan keindahan alam atau kepentingan 

ekologis yang luar biasa; b) kesesuaian penggunaan lahan dengan 

lingkungan yang lebih luas; c) menciptakan kondisi untuk 

pembangunan ekonomi wilayah dan melestarikan karakter kawasan; 

d) pembangunan sektor primer, khususnya dalam hal pertanian, 

pelestarian dan pemanfaatan produktif lahan pertanian semaksimal 

mungkin. 

Hal yang sama tentang pentingnya pemilihan lokasi Kawasan Industri 

dalam perencanaan juga disampaikan oleh (Hadiwijoyo, Purwanto and 

Hadi, 2013). Dengan menempatkan industri-industri ini di satu lokasi, 

pemantauan penggunaan bahan baku, tingkat konsumsi energi, dan 

pengelolaan limbahnya dapat dilakukan dengan lebih mudah. 

Pemanfaatan bahan baku yang terkendali dan penggunaan energi fosil 

yang efisien oleh industri merupakan tindakan pencegahan sukarela.  

Dari sisi perencanaan strategi, pendapat lainnya disampaikan oleh 

(Alrasyid, 2016) dengan pendekatan Environmental Strategic 

Management. Berdasarkan kajiannya. dikemukakan bahwa dalam 

perencanaan pengelolaan Kawasan Industri Hijau perhatian lebih 

intensif perlu diberikan pada bagaimana menciptakan kolaborasi antar 

stakeholder seperti bisa dilihat pada gambar 14.2 berikut ini. 
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Gambar 14.2. Keterkaitan Aktor dalam Tahapan Environmental 

Strategic Management dalam EIP 

                    (Sumber : Alrasyid, 2016) 

 

Pengelola kawasan memiliki peran yang sangat penting dan dominan 

pada setiap proses manajemen strategi, antara lain mengendalikan 

pemanfaatan ruang, meningkatkan upaya pembangunan industri yang 

berwawasan lingkungan, memberikan kemudahan bagi kegiatan 

industri dan pembangunan infrastruktur pendukung industri. Selain 

itu, komunikasi yang efektif dan kolaboratif dengan stakeholder lain 

juga harus selalu sinergi. Sedangkan pemerintah, dalam hal ini pusat 

maupun daerah berperan dalam pembuatan regulasi dan 

perundangan pengaturan dan pembangunan fasilitas infrastruktur 

dalam mendukung operasional kawasan industri. Pemerintah perlu 

didorong dalam penguatan instrumen kebijakan dan penguatan sistem 
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regulasi industri dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi 

kawasan industri untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development). 

 

14.3. Model Kawasan Industri Hijau 

Simbiosis industri dan eco-industrial park sendiri telah berkembang 

selama puluhan tahun dan menjadi objek penelitian  di berbagai 

belahan dunia seperti di Eropa (Chertow, 2000; Jacobsen, 2006; 

Ntasiou and Andreou, 2017), Amerika Serikat (Gibbs and Deutz, 2005; 

Hein et al., 2016), di Australia (Roberts, 2004), China (Geng, Haight and 

Zhu, 2007; Shi and Yu, 2014), Korea (Park, Park and Park, 2016; Kim et 

al., 2018), Thailand (Panyathanakun et al., 2013) dan Indonesia 

(Sulaiman et al., 2008; Hadiwijoyo, Purwanto and Hadi, 2013). 

Karakteristik lingkungan dari kawasan eko-industri adalah konsumsi 

sumber daya, penggunaan kembali produk samping, emisi yang 

dihasilkan, laju pembuangan limbah, dan penggunaan kembali air. 

Berikut ini akan disajikan beberapa contoh model EIP yang sudah stabil 

dan banyak di tiru dan menjadi benchmarking di banyak negara. 

Sementara itu, keharusan untuk mengikuti aturan pembangunan 

berkelanjutan termasuk dalam praktik industri di berbagai negara 

telah mengarahkan pada perumusan konsep ekosistem industri yang 

meniru ekosistem alam. Mengikuti analogi ini, model konseptual yang 

ideal adalah bentuk taman eko-industri/EIP, yang merupakan bentuk 

terorganisir dari ekosistem industri. Model tersebut terdiri dari: (1) 

struktur ekosistem; (2) klasifikasi perusahaan sebagai produsen, 

konsumen dan pengurai; (3) aliran massa dan energi; dan (4) jenis 

interaksi. Penerapan model ini akan memfasilitasi desain dan 

pengembangan taman eko-industri dan memungkinkan identifikasi 
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hubungan simbiosis antara entitas kawasan tersebut dan jenis 

ekosistem industri lainnya. (Liwarska-Bizukojc et al., 2009) 

 

14.3.1. Model EIP Kalundborg 

Model simbiosis industri yang kemudian menjadi contoh nyata EIP 

pertama kali direalisasikan sepenuhnya di kawasan eko-industri di 

Kalundborg, Denmark ((Côté and Cohen-Rosenthal, 1998; Chertow, 

2000; Jacobsen, 2006).  Kawasan industri Kalunborg yang merupakan 

contoh nyata EIP, diterapkan kota kecil diatas pulau Seeland Denmark, 

sejak tahun 1970-an. Kawasan tersebut menerapkan konsep kawasan 

industri tertutup/circular loop dan berkelanjutan dengan prinsip zero 

waste. Secara garis besar, terdapat empat perusahaan besar yang 

berinteraksi dan berkolaborasi dalam Kawasan Industri Hijau 

Kalunborg yaitu, Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (Asnæs), kilang 

minyak (Statoil), pembuat obat dan enzim (Novo Nordisk), pabrik 

eternit (Gyproc). Selain itu, pemerintah kota dan beberapa bisnis kecil, 

juga saling sinergi memberi dan menerima limbah satu sama lain dan 

dalam prosesnya mengubahnya menjadi masukan yang berguna pada 

kawasan tersebut. Adanya ketergantungan dan kolaborasi nyata antar 

semua pihak dan manajemen limbah zero waste dalam EIP Kalunborg 

dijelaskan pada gambar 14.3. 

Sinergi lokal ini dimulai dari Perusahaan listrik Asnæs yang memasok 

sisa uap ke kilang Statoil dan, sebagai gantinya, menerima gas kilang 

yang dulunya disulut sebagai limbah. Pembangkit listrik membakar gas 

kilang untuk menghasilkan listrik dan uap lalu mengirimkan kelebihan 

uapnya ke perikanan ikan yang dioperasikannya,  sistem pemanas 

distrik kota yang melayani 3.500 rumah penduduk, dan ke Pabrik Obat 

Novo Nordisk. 
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Gambar 14.3.  EIP Kalunborg  

(Sumber: Chertow, 2000; Desrochers, 2014) 

 

Lumpur dari peternakan ikan dan proses farmasi menjadi pupuk untuk 

peternakan terdekat. Pembangkit listrik mengirimkan fly ash/debu ke 

perusahaan semen, sedangkan gipsum yang dihasilkan dari proses 

desulfurisasi pembangkit listrik dikirim ke perusahaan yang 

memproduksi papan dinding gipsum. Terakhir, Kilang Statoil 

menghilangkan sulfur dari gas alamnya dan menjualnya ke Kemira, 

produsen asam sulfat (Desrochers, 2014). 
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Selain itu, kelebihan lainnya dari EIP di Kalunborg adalah adanya 

kolaborasi antar stakeholder dalam penggunaan air. Pengelolaan air 

dilakukan secara bersama-sama dengan membuat reservoir air berupa 

danau/air permukaan dan tanpa mengambil air tanah sehingga kondisi 

air tanah tetap terjaga (Jacobsen, 2006) 

 

14.3.2. Kawasan Industri Hijau/EIP China 

China telah menerapkan inisiatif eco-industrial park (EIP) sebagai 

strategi penguatan circular economy sejak tahun 2000an antara lain di: 

(1) Kawasan Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tianjin (TEDA); (2) 

Area Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Fuzhou (FEDA); dan (3) 

Zona Teknologi Tinggi Xi'an (XHTZ) dan Suzhou Industrial Park.  

Sekarang, kawasan industri ini telah menjadi pelopor tahap kedua 

reformasi kebijakan kawasan industri hijau sebagai pergerakan 

strategis pembangunan lingkungan di bawah tekanan sumber daya 

dan lingkungan yang semakin meningkat.  

Untuk memfasilitasi pembangunan EIP, pemerintah setempat 

mengeluarkan serangkaian kebijakan dan peraturan, termasuk 

pedoman perencanaan, standar teknis, dan indikator evaluasi seperti 

bisa dilihat pada gambar 14.4.  
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Gambar 14.4. Proses evolusi taman eko-industri (EIP) di China 

(Sumber: Shi and Yu, 2014) 

 

Hingga tahun 2014, telah ada 85 proyek percontohan EIP telah 

dibentuk di bawah persetujuan bersama tiga kementerian, 

Kementerian Perlindungan Lingkungan (MEP), Kementerian 

Perdagangan (MOC), dan Kementerian Sains dan Teknologi (MOS), dan 

23 di antaranya telah ditetapkan sebagai EIP Nasional. 

Inisiatif EIP Kawasan Teknologi Tianjin (TEDA), Area Pengembangan 

Ekonomi dan Teknologi Fuzhou (FEDA) dan Zona Teknologi Tinggi Xi'an 

(XHTZ) dan Suzhou Industrial Park dianggap behasil dan menjadi pilot 

project untuk pengembangan EIP lainnya. Empat faktor kunci yang 

dianggap sebagai kunci keberhasilan transisi dari industri tadisional ke 
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EIP tersebut antara lain adalah: (i) ketergantungan lintasan teknologi 

antar pihak; (ii) adanya ruang untuk riset dan eksperimen; (iii) 

pemerintah sebagai pendukung utama; dan (iv) keterikatan regional 

(Shi and Yu, 2014). 

Secara sederhana, model EIP yang dipakai dalam implementasi di 

China, bisa dilihat pada gambar 14.5 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.5. Model untuk Implementasi Ekologi Industri  

(Sumber: Geng, Haight and Zhu, 2007) 
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pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang baik di tingkat 

perusahaan individu dan di tingkat antar-perusahaan dan 
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menunjukkan kepada kita bahwa keberhasilan implementasi 

Pengembangan Industri Hijau/Eco Industry Development 

(EID)/pengembangan Kawasan Industri Hijau bergantung pada empat 

elemen utama: kebijakan dan peraturan, instrumen ekonomi, sistem 

informasi, dan peningkatan kapasitas. Meskipun undang-undang 

sudah ada, penting untuk menekankan bahwa kebijakan dan undang-

undang baru diperlukan jika proyek EID ingin berhasil dilaksanakan. 

Kebijakan harus membantu mengatasi hambatan kelembagaan dalam 

pemerintahan. Misalnya, dalam hal pengelolaan air di China, Bidang 

Perlindungan Lingkungan setempat bertanggung jawab atas 

pembuangan air limbah dan pengendalian polusi, Bidang Infrastruktur 

bertanggung jawab atas penyediaan air, Bidang Konstruksi 

bertanggung jawab atas ekstraksi sumber daya air dan Komite 

Perencanaan Ekonomi bertanggung jawab atas perencanaan dan 

alokasi sumber daya air. Tak satu pun dari badan-badan ini yang 

berada di bawah yang lain, juga tidak ada yang dapat mengambil peran 

utama. Segmentasi ini membuat pengelolaan sumber daya yang 

terintegrasi hampir tidak mungkin dilakukan pada tahap perumusan 

kebijakan. Restrukturisasi kelembagaan yang mengarah ke pengaturan 

manajemen baru sangat penting dan perlu. Salah satu langkah yang 

diambil adalah mendirikan lembaga administrasi baru berupa Badan 

Pengembangan Kawasan Industri Hijau (EID) yang akan bertanggung 

jawab untuk mengintegrasikan kewenangan pengawasan atas 

masalah terkait limbah dan lainnya.  

Selain itu, kebijakan harus bisa membantu restrukturisasi industri, 

seperti membatasi pengembangan industri besar yang menghabiskan 

sumber daya dan industri yang menyebabkan polusi. Peraturan-

peraturan yang dapat membantu menyelesaikan potensi konflik 

antara penyewa dan kawasan industri dan antar penyewa harus 
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ditetapkan. Kebijakan lain, seperti kebijakan yang dapat mendorong 

produksi bersih dan aliran material (seperti air dan energi) di antara 

penyewa dan mengoordinasikan hubungan antara kawasan industri 

dan masyarakat lokal, juga harus dibangun atau direvisi sesuai dengan 

realitas lokal. 

 

14.4. Perkembangan Kawasan Industri Hijau di Indonesia 

Pada awalnya, kawasan industri di Indonesia hanya dikembangkan 

oleh pemerintah melalui BUMN sebagai reaksi terhadap 

meningkatnya jumlah industri dengan dampak polusi lingkungan yang 

diakibatkannya, keterbatasan infrastruktur, dan masalah 

perkembangan kawasan permukiman yang berdekatan dengan lokasi 

industri. Namun, seiring dengan meningkatnya investasi baik dari 

dalam negeri maupun dari luar negeri, pemerintah melalui Keputusan 

Presiden No. 53 tanggal 27 Oktober tahun 1989 mengijinkan usaha 

kawasan industri dikembangkan oleh pihak swasta (Kwanda, 1990). 

Kawasan industri di Indonesia yang belum menerapkan konsep Eco 

Industrial Park salah satunya kawasan industri di Kota Semarang. Salah 

satu kawasan industri di Kota Semarang yang ditelitii, dalam 

operasionalnya telah melebihi daya dukung lingkungan (overshoot). 

Oleh karenanya, kegiatan industri di wilayah ini perlu menerapkan 

sistem produksi yang lebih bersih dan industri yang ramah lingkungan 

yang mengarah pada pengembangan Eco Industrial Park (Budihardjo, 

et al., 2013).  

Berdasarkan kajian (Hariz, Purwanto and Suherman, 2018) tentang 

strategi pengembangan kawasan industri hijau di Taman Industri BSB 

Semarang, strategi yang diusulkan yaitu melakukan pembelian bahan 

baku bersama antar industri sejenis dalam kawasan, pengoperasian 

IPAL kawasan untuk mengolah air limbah secara komunal, dan 
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kerjasama antara industri dalam kawasan dan masyarakat sekitar 

dengan mengembangkan industri kecil daur ulang.  

Kawasan industri lainnya yang sering dikaitkan dengan pengembangan 

Kawasan Industri Hijau adalah Kawasan Industri Cilegon (Sulaiman et 

al., 2008; Hadiwijoyo, Purwanto dan Hadi, 2013). Berdasarkan kajian 

(Sulaiman et al., 2008) tentang strategi pengelolaan kawasan industri 

menuju Eco Industrial Park (EIP) yang dilakukan di kawasan ini, strategi 

yang paling menjadi prioritas adalah dengan mengembangkan 

kawasan industri hijau dan strategi lainnya seperti membangun sistem 

penanganan limbah industri terpadu, menerapkan simbiosis industri 

sekitar kawasan, serta penerapan CSR terpadu yang efektif dan tepat 

sasaran juga perlu diperhatikan. Pelaku yang paling berperan dalam 

pengembangan Kawasan Industri Cilegon menuju Eco Industrial Park 

adalah pemerintah lalu kemudian diikuti oleh investor atau pemilik 

modal kemudian manajemen perusahaan atau industri selanjutnya 

perguruan tinggi atau institusi penelitian dan pembangunan dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan. 

 

14.5. Penutup 

Sektor industri di masa-masa mendatang akan semakin memegang 

peranan penting bagi kamajuan suatu bangsa. Langkah-langkah yang 

telah dilaksanakan oleh berbagai negara di dunia salah satunya adalah 

dengan membangun berbagai kawasan industri. Implikasi dari 

pembangunan kawasan indutri yang tidak terencana dengan baik 

salah satunya di indikasikan dengan kurangnya kolaborasi antar 

industri dan stakeholder dalam pemanfaatan arus materi, energi dan 

air serta limbah yang berimplikasi negatif dalam menghasilkan dampak 

lingkungan yang signifikan, seperti emisi GRK dan udara, polusi air, 

pencemaran tanah, dan konsumsi berlebihan sumber daya dan energi. 
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Pembangunan Kawasan Industri Hijau yang ramah lingkungan 

dianggap sebagai solusi untuk mengatasinya meskipun pada tataran 

prakteknya juga banyak yang mengalami kegagalan karena berbagai 

hambatan. 

Di beberapa negara maju telah banyak Kawasan Industri Hijau yang 

danggap berhasil seperti Kawan Industri Hijau yang pertama kali di 

dunia yaitu EIP Kalunborg, Kawasan Indutri di China, Korea ataupun 

kawasan Industri Kawasaki di Jepang. Model implementasi dengan 

berbagai kelemahan, keunggulan, hambatan dalam mencapainya bisa 

dijadikan role model untuk Pengembangan Kawasan Industri Hijau di 

Indonesia yang hingga saat ini belum terealisasi secara nyata.  Aplikasi 

dan adaptasi model EIP di Indonesia tentunya juga harus mendapatkan 

dukungan dari semua sektor terkait dan didukung oleh regulasi dan 

peraturan yang jelas. 

Pemerintah pada kenyataannya tidak tinggal diam, yang hingga saat 

ini terus berupaya mewujudkan terbentuknya Kawasan Industry Hijau 

di Indonesia.  Dasar kebijakannya telah ditetapkan melalui UU Nomor 

3 tahun 2014 tentang Perindustrian, yang ditindaklanjuti dengan 

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015–

2035. Dua produk peraturan perundangan ini menjadi pijakan bagi 

pemerintah dalam membangun industri hijau. Setidaknya tiga hal 

penting yang ditindaklanjuti adalah standardisasi, fasilitasi, dan 

penggunaan Produk Industri Hijau. Menurut (Saepudin, Muryantini 

and Maghfiroh, 2020) kebijakan dan program operasional 

pengembangan industri hijau telah dilaksanakan antara lain melalui 

langkah-langkah benchmarking standar industri hijau di negara lain, 

penetapan panduan umum penyusunan standar industri hijau, 

penyusunan pedoman umum pembentukan lembaga sertifikasi, 
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standard operating procedure (SOP) sertifikasi, modul pelatihan dan 

standar kompetensi auditor industri hijau, penunjukan lembaga 

sertifikasi serta penetapan pedoman akreditas dan pengawasan 

lembaga sertifikasi industri hijau, pelatihan auditor industri hijau dan 

penyediaan insentif bagi industri hijau 
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BAB 15 

 
Penanganan Fenomena Amblesan Tanah 

Melalui Kebijakan Tata Guna Lahan di 

Wilayah Pesisir 

 

RIZKIANA SIDQIYATUL HAMDANI  

 

15.1. Pendahuluan 

Wilayah pesisir menghadapi tantangan akibat perubahan lingkungan 

global. Peningkatan muka air laut meningkatkan risiko terjadinya 

banjir rob. Kerentanan wilayah pesisir dengan ancaman tersebut, 

diperparah dengan kondisi amblesan tanah (Esteban et al., 2020; 

Nurhidayah dan McIlgorm, 2019).  

Amblesan tanah terjadi dalam laju yang lambat dan dalam waktu yang 

sangat lama. Namun, bencana ini menjadi salah satu hambatan 

terbesar dalam pengembangan wilayah (Saputra, 2020). Hal ini juga 

menjadi indikasi adanya pemanfaatan lingkungan yang melampaui 

kapasitas geologisnya (Hadi, 2014). Secara alami, tanah dengan jenis 

aluvium muda memang masih dalam proses pemampatan. Proses 

tersebut dapat diperparah faktor-faktor aktivitas antropogenik seperti 
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pengambilan air tanahdan beban bangunan yang berlebihan (Esteban 

et al., 2020; Marfai dan King, 2007; Yastika et al., 2019). 

Di sisi lain, proses pemanfaatan ruang merupakan bagian dari upaya 

penataan ruang. Dalam hal ini, tata ruang menjadi salah satu 

instrumen untuk mengupayakan adanya keseimbangan antara 

penggunaan lahan dengan kapasitas atau kemampuan alam (Faludi, 

2000; Rozas-vásquez et al., 2018; Schmitt dan Wiechmann, 2018). 

Berkaitan dengan perizinan pemanfaatan ruang, instrumen yang 

digunakan adalah rencana tata guna lahan.  

Kajian literatur ini bermaksud untuk meninjau berbagai jenis 

permodelan dan implementasi kebijakan tata guna lahan dengan basis 

data risiko bencana wilayah pesisir. Ruang lingkup risiko yang ditinjau 

bukan hanya pada kerentanan terhadap banjir rob atau tidal yang 

semakin parah akibat peningkatan muka air laut, tapi juga fokus pada 

amblesan tanah dan berbagai informasi geologis yang penting dalam 

perencanaan tata ruang. 

 

15.2. Urgensi data dalam penetapan zonasi rawan bencana 

amblesan tanah 

Upaya konvensional dalam penanganan bencana di wilayah pesisir 

adalah dengan memanfaatkan struktur-struktur keras seperti tanggul, 

pintu air, reklamasi, dsb. Meskipun di satu sisi kebijakan ini terkesan 

mudah diterima dalam perhitungan capaian kebijakan, di sisi lain 

upaya ini dinilai memberikan keamanan semu (Conger dan Chang, 

2019; Esteban et al., 2020).  

Pendekatan lain yang lebih ditekankan adalah kapasitas pengelola 

kawasan pesisir (mis: pemerintah) dalam menentukan zona 

kerawanan bencana. Dalam konteks bencana perlahan ini, berarti 
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kemampuannya dalam menyediakan penetapan zona penurunan 

permukaan tanah atau amblesan tanah (He et al., 2019). Penetapan 

zona ini didasarkan pada karakteristik, potensi risiko, dan bahaya yang 

ditimbulkan dari berbagai komponen bahaya turunan selain dari 

amblesan tanah tadi. 

Salah satu tantangan pada penyusunan kebijakan ini adalah 

ketersediaan data. Bencana pesisir memang mengacu pada risiko 

perubahan lingkungan global, namun keterpaparan dan bahayanya 

sangat bergantung pada kondisi lokal (Parker dan Ollier, 2016). Data-

data seperti laju tahunan dan akumulasi penurunan muka tanah, 

peningkatan muka air laut, kondisi geologis, dan historis arah 

perkembangan kota perlu untuk disediakan bukan hanya yang dapat 

dipertanggungjawabkan, tapi juga yang tersedia dan bisa diakses 

dengan mudah (Campbell et al., 2017; Häggquist dan Söderholm, 

2015; Parker dan Ollier, 2016; Zhao dan Liu, 2020).  

Keharusan tersebut juga berkaitan dengan pentingnya kolaborasi 

secara inklusif dan adil oleh berbagai pemangku kepentingan (lintas 

sektor dan lintas wilayah) dalam proses pengambilan kebijakan 

pengelolaan pesisir, utamanya masyarakat yang paling rentan 

terhadap bahaya bencana (Chen et al., 2019; Habtemariam dan Fang, 

2016; van Hardeveld et al., 2018; He et al., 2019; Nurhidayah dan 

McIlgorm, 2019; Westerink et al., 2017). Tersedianya data ini juga 

menjadi kunci efektivitas dari upaya penanganan atau pengendalian 

penurunan permukaan tanah yang dilakukan. Hal ini dikarenakan 

strategi tersebut disusun berdasarkan karakteristik lokalitas kondisi 

amblesan tanah yang terjadi (He et al., 2019). Selain itu, data dan 

proses pengambilan kebijakan ini juga menjadi upaya dalam 

menghadapi tantangan tata kelola kebijakan lingkungan pesisir 

(Uiterwyk et al., 2019). 
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15.3. Permodelan tata guna lahan pesisir 

Adaptasi menjadi kerangka umum kebijakan penataan ruang berkaitan 

dengan tantangan perubahan global. Upaya adaptasi ini banyak 

dilakukan secara inisiatif oleh masyarakat. Misalnya seperti 

pembangunan tanggul dari koral di Kepulauan Seribu (Esteban et al., 

2020) atau peningkatan pondasi dan dinding rumah secara swadaya di 

wilayah pesisir Kota Semarang (Buchori et al., 2018). 

Meskipun demikian, upaya adaptasi dari bawah ini semestinya 

dipandang sebagai indikasi dari suatu bagian kebijakan yang perlu 

untuk ditingkatkan. Romantisasi upaya adaptasi berbasis masyarakat 

ini merupakan catatan bagi bagaimana pemerintah atau pengelola 

wilayah pesisir dalam mengambil kebijakan penataan guna lahan 

(Nurhidayah dan McIlgorm, 2019).  

Selain itu, kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim ini semestinya 

menjadi bagian dari upaya jangka panjang serta tidak mendasarkan 

pada upaya lokal dan retroaktif (Esteban et al., 2020). Penyusunan 

kebijakan secara terstruktur dan menyeluruh ini juga menjadi bagian 

dari penyampaian risiko perubahan iklim yang dapat disusun 

sedemikian rupa sehingga selain mampu menggugah masyarakat 

untuk terus melakukan adaptasi, juga mampu untuk masuk ke dalam 

kerangka pemikiran para pengambil kebijakan (Bulla et al., 2017). 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui upaya 

permodelan matematis maupun konseptual. Model-model yang 

kemudian akan diulas pada kajian ini adalah model matematis 

multinomial logit, model analisis fuzzy dalam penentuan kriteria 

perencanaan tata guna lahan, serta model konseptual Coastal Hazards 

Wheel. 
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15.3.1. Model matematis multinomial logit  

Dalam konteks penyusunan kebijakan tata guna lahan yang adaptif, hal 

yang menjadi kunci utama adalah mengacu pada bencana yang 

spesifik (Zhao dan Liu, 2020). Dalam permodelan yang diuji di Florida, 

adaptasi tata guna lahan ditinjau dari perspektif kerentanan lahan 

(lihat Persamaan 15.1). Selain penurunan permukaan tanah, 

perhitungan kerentanan wilayah yang disusun oleh Zhao dan Liu 

(2020) tersebut juga mengacu pada dampak dari peningkatan muka air 

laut.  

Persamaan 15.1 tersebut terdiri dari xi0, xi1…, xi5 yang merupakan 

simbol untuk kriteria seperti kedalaman banjir rob, ketinggian, 

kelerengan, jenis tanah, faktor sosioekonomi, serta aksesibilitas. 

Sedangkan w1, w2 dan w3 mewakili bobot untuk keterpaparan, 

sensitivitas, serta kapasitas adaptasi pada level pertama, lalu untuk 

(α1, α2, α3) dan (β1, β2) adalah bobot untuk level kedua. 

 

𝑉𝑖 = 𝑤1𝑥𝑖0 + 𝑤2(𝑎1𝑥𝑖1 + 𝑎2𝑥𝑖2 + 𝑎3𝑥𝑖3)
+ 𝑤3(𝛽1𝑥𝑖4 + 𝛽2𝑥𝑖5) 

(15.1) 

Teknik yang digunakan dalam perencanaan tata guna lahan adalah 

multinomial logit yang dioperasikan secara spasial melalui cellular 

automata. Model matematis multinomial logit yang digunakan untuk 

menentukan kesesuaian lahan adalah dengan menggunakan rumus 

probabilitas sebagaimana terlihat pada Persamaan (15.2).  

𝑃𝑖𝑘
𝑡  mewakili probabilitas kesesuaian lahan yang akan lebih diarahkan 

ke lahan i (lahan kosong) dibandingkan dengan lahan k (lahan 

terbangun). Fungsi utilitas (𝑈𝑖𝑘
𝑡 ) yang digunakan dalam persamaan 

tersebut ada pada Persamaan (15.3). Fungsi tersebut merupakan 
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perhitungan dari berbagai kriteria kesesuaian lahan yakni Pi (kondisi 

fisik), Si (aksesibilitas), Ni (sistem ketetanggaan), Ei (karakteristik sosial 

ekonomi) yang masing-masing dikalikan dengan koefisien perubahan 

tata guna lahan (β1k, β2k … β4k) yang diperoleh berdasarkan 

pengukuran tren perubahan lahan per masing-masing sel spasial.  

  
𝑃𝑖𝑘
𝑡 =

𝑒𝑥𝑝(𝑈𝑖𝑘
𝑡 )

𝑒𝑥𝑝(∑ 𝑈𝑖𝑘
𝑡

𝑘𝜖𝐾 ) 
  (15.2) 

𝑈𝑖𝑘
𝑡 = 𝛽1𝑘𝑃𝑖

𝑡 + 𝛽2𝑘𝑆𝑖
𝑡 + 𝛽3𝑘𝑁𝑖

𝑡 + 𝛽4𝑘𝐸𝑖
𝑡 + 𝜀  (15.3) 

 

Rekomendasi guna lahan pasca adaptasi bencana kemudian dilakukan 

setelah penyusunan peraturan-peraturan transisi guna lahan (mis: 

wilayah yang teridentifikasi kerentanan rendah dan kesesuaian lahan 

tinggi, maka diprioritaskan menjadi wilayah pembangunan baru).  

 

15.3.2. Model matematis pembobotan interaksi darat dan laut 

Terintegrasi 

Model tata guna lahan berdasarkan teknik DEMATEL dan Analytical 

Network Process (ANP) digunakan untuk meninjau interaksi antara 

komponen aktivitas pada lahan dan laut dalam perencanaan tata guna 

lahan di pesisir. Najafinasab et al., (2015) menggunakan lingkungan 

fuzzy analytics dalam melakukan permodelan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menekankan pentingnya integrasi antara kriteria lahan dan laut 

dalam perencanaan guna lahan pesisir. Hal ini mereka sampaikan 

mengingat bagaimana sebagian besar metode perencanaan guna 

lahan pesisir masih berorientasi pada kesesuaian daratan, padahal 

wilayah pesisir itu sendiri adalah wilayah interaksi antar keduanya 

(Najafinasab et al., 2015).  
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𝐶𝑉𝑅 =
𝑛𝑒  − 𝑁/2

𝑁/2 
  (15.4) 

𝐶𝑉𝐼 =
∑ 𝐶𝑉𝑅𝑛
1

𝑛
  (15.5) 

𝑎𝑖𝑗𝑘
−1 = (1 𝑢𝑖𝑗𝑘,⁄ 1

𝑚𝑖𝑗𝑘,⁄  1 𝑙𝑖𝑗𝑘
⁄ )  (15.6) 

 

Content Validity Ratio (CVR) yang terdapat pada Persamaan 15.4 

digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan dari kriteria-

kriteria yang digunakan dalam merencanakan tata guna lahan wilayah 

pesisir. Hal tersebut diperoleh dari hasil perhitungan antara ne yang 

mewakili total responden ahli yang menentukan suatu kriteria itu 

penting/tidak serta N adalah total responden. Hasil dari perhitungan 

CVR tersebut kemudian diproses lebih lanjut berdasarkan Persamaan 

15.5, yakni menentukan CVI atau Content Validity Index yang 

digunakan untuk menentukan rata-rata tumpang tindih antar kriteria. 

Pada akhirnya, kriteria-kriteria tersebut dimasukkan ke dalam 

triangular fuzzy number (TFN) untuk menentukan hubungan antar 

kriteria tersebut (𝑎𝑖𝑗𝑘
−1 ). Proses ini dilakukan secara berulang 

berdasarkan keputusan ahli (k) yang secara matematis dapat dilihat 

melalui Persamaan 15.6, dimana (i=j) adalah notasi untuk kriteria 

dengan kesamaan kepentingan dengan kepentingan relatif diwakili 

oleh persamaan 𝑎𝑖𝑗𝑘
−1 = (1, 1, 3). Apabila kriteria (i) lebih dominan 

daripada kriteria (j) maka kepentingan relatifnya diwakili oleh 𝑎𝑖𝑗𝑘
−1 =

(𝑙𝑖𝑗𝑘,𝑚𝑖𝑗𝑘, 𝑢𝑖𝑗𝑘) dengan lijk adalah lower bound, mijk adalah middle 

bound, dan uijk adalah upper bound. 

Analisis menggunakan metode Ruggedness Number (RN) yang 

dikombinasikan dengan metode kepadatan diseksi tersebut pada 

akhirnya menghasilkan beberapa kriteria yang penting untuk 
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dipertimbangkan dalam perencanaan tata guna lahan pesisir. Kriteria-

kriteria ini merupakan gabungan antara kriteria tata guna lahan matra 

laut dan matra darat. Keriteria-kriteria tersebut adalah: (i) 

keanekaragaman hayati di laut; (ii) spawning ground; (iii) 

keanegaragaman hayati di darat; (iv) breeding grounds; dan (v) 

sebaran flora dan fauna di laut. Teknik ini selain dapat digunakan untuk 

memprediksi pola guna lahan pesisir yang terbaik (highest best use), 

juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi konflik yang terjadi 

antara pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kapabilitas atau 

kemampuan lahan. 

 

15.3.3. Model penataan ruang pesisir strategis berbasis Coastal 

Hazards Wheel  

Micallef et al., (2018) menawarkan metode perencanaan pengelolaan 

tata ruang pesisir dengan perspektif yang lebih strategis. Penggunaan 

Roda Bahaya Pesisir atau Coastal Hazards Wheel menurut mereka 

cukup baik untuk bisa mengidentifikasi tingkat kebahayaan yang 

dihadapi suatu wilayah. Dari hasil analisis berbasis kriteria geologis 

tersebut, dapat ditentukan bagaimana strategi pengelolaan yang 

paling tepat. Meskipun cukup dilakukan dengan model konseptual ini, 

mereka tetap menekankan betapa pentingnya untuk tetap 

melaksanakan survei lapangan dan kontekstualisasi lokal lainnya 

dalam rangka memastikan kesesuaian antara kebutuhan wilayah 

dengan upaya yang akan diambil dalam kebijakan (Micallef et al., 

2018). 
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15.4. Prinsip kebijakan tata guna lahan pesisir 

Prinsip dasar dari pengelolaan wilayah pesisir adalah integrasi dari 

perencanaan wilayah laut dan pengelolaan wilayah pesisir terintegrasi 

(Chen et al., 2019). Secara umum, kebijakan tata guna lahan pesisir 

dapat dikategorisasikan ke dalam tiga model, yakni: (i) kebijakan 

perlindungan; (ii) kebijakan akomodasi; dan (iii) kebijakan relokasi 

(Nettleman et al., 2016). Poin ketiga yang disebutkan adalah strategi 

adaptasi retreat atau mundur, dimana penggunaan lahan di wilayah 

pesisir dipindahkan ke wilayah yang lebih aman. Hal ini pernah 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Shanghai dengan memindahkan 

kegiatan industri dari wilayah pesisir ke arah sub-urban untuk 

mengurangi tekanan (baik tekanan bangunan maupun tekanan akibat 

ekstraksi air tanah berlebihan dari kegiatan industri) (He et al., 2019). 

Hasilnya laju penurunan permukaan tanah di wilayah pesisir berhasil 

ditekan, namun di saat yang bersamaan, kebijakan tersebut justru 

hanya memindahkan permasalahan. Wilayah sub-urban menjadi 

mengalami penurunan permukaan tanah dengan laju yang cukup 

parah. 

Kebijakan konsolidasi lahan juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk 

memastikan pemanfaatan ruang di pesisir dapat berjalan sebagaimana 

mestinya tanpa memberikan dampak yang buruk terhadap 

lingkungan. Baik untuk penyesuaian petak lahan maupun pemindahan 

lokasi kepemilikan lahan akibat terdampak amblesan tanah dan banjir 

rob, Nettleman et al., (2016) menyebutkan ada kebijakan rolling 

easement. Kebijakan tersebut mengatur penyesuaian guna lahan 

berdasarkan dampak dari bencana tersebut dilakukan dengan metode 

analisis Monte Carlo serta estimasi nilai lahan dan properti yang akan 

dipindahkan tersebut. Kebijakan ini kemudian, yang masih menjadi 
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asing dalam konteks Indonesia karena keterbatasan kondisi finansial 

(Nurhidayah dan McIlgorm, 2019). 

Selain pendekatan kebijakan tersebut, penataan ruang berbasis 

ekosistem atau lingkungan hidup juga menjadi salah satu yang sedang 

banyak diperbincangkan oleh peneliti. Tidak hanya pengadaan 

infrastruktur hijau, kebijakan ini menekankan adanya “kehidupan” 

ekosistem pesisir atau yang disebut sebagai living shorelines sebagai 

pelindung terbaik untuk wilayah pesisir. Konsep ini menjadi salah satu 

primadona dalam penataan ruang pesisir karena tidak hanya mampu 

dalam memberikan perlindungan alami bagi masyarakat, tapi juga 

mampu memberikan manfaat bagi keanekaragaman hayati bahkan 

habitat dari hewan-hewan langka (Chen et al., 2019). Paradigma 

kembali pada alam ini menjadi menarik karena datang dari spektrum 

lain yang bukan hanya memberikan rasa aman yang benar-benar 

aman, namun juga menjadi upaya nyata dari memastikan 

keberlanjutan kehidupan suatu wilayah (Conger dan Chang, 2019). 

 

15.5. Impementasi kebijakan tata guna lahan pesisir rentan 

amblesan tanah 

Salah satu kota pesisir yang saat ini sudah relatif mampu 

mengendalikan bahaya penurunan permukaan tanah adalah Kota 

Shanghai, China. Dalam penyusunan kebijakan tata ruangnya, 

pemerintah setempat menggabungkan instansi tata ruang dan tata 

sumber daya bawah tanah. Berangkat dari hal tersebut, berbagai 

upaya monitoring amblesan tanah kemudian diintegrasikan dengan 

upaya pemantauan muka air tanah. Peta zonasi berdasarkan 

karakteristik penurunan permukaan tanah menjadi acuan utama bagi 

penyusunan kebijakan tata guna lahan lainnya seperti fungsi lahan 
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yang diperbolehkan, aturan kedalaman pondasi, perizinan 

pengambilan air tanah, dsb. 

Dalam konteks kebijakan akomodasi aktivitas, pengaturan intensitas 

bangunan serta kedalaman pondasi bangunan diatur berdasarkan 

kondisi amblesan tanah dari hasil penetapan zonasi amblesan tanah. 

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Shanghai juga menetapkan aturan 

pelarangan pembangunan sumur dalam dan teknik ekstraksi air tanah 

lainnya di wilayah rawan amblesan tanah (He et al., 2019). 

Di Indonesia, kebijakan penetapan zonasi penurunan permukaan 

tanah belum menjadi salah satu kebijakan yang lazim. Meskipun 

demikian, pemerintah bumi khatulistiwa ini mengatur zonasi air tanah 

sebagai dasar perizinan pemanfaatan sumber daya bawah tanah yang 

menjadi penyebab utama amblesan tanah. Hal tersebut diatur dalam 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Zona 

Konservasi Air Tanah. Delineasi zona sebagaimana terdapat pada 

Gambar 15.1 merupakan batas dari kesamaan kondisi air tanah baik 

yang terdapat dalam zona akuifer tertekan maupun tidak tertekan. 

Kebijakan zonasi tersebut kemudian terbagi ke dalam dua kategori 

besar yakni zona perlindungan dan zona pemanfaatan. Hal tersebut, 

kemudian menjadi dasar dalam perizinan ekstraksi air tanah. 

Meskipun demikian, implementasi hal ini belum terintegrasi dalam 

peraturan tata ruang, terlebih pada kebijakan tata guna lahan (Prihadi, 

2019). 

 



 

244                                               Permodelan Lingkungan: Teori dan Aplikasi 

 

Gambar 15.1 Peta Zona Konservasi Air Tanah Cekungan Air Tanah 
Jakarta (Sumber : Prihadi, 2019) 

 

15.6. Penutup 

Wilayah pesisir sudah menjadi pusat peradaban sejak era perdagangan 

kapal di masa kolonial. Hingga saat ini, wilayah pesisir terus tumbuh 

menjadi kota-kota metropolitan. Namun, wilayah pesisir juga menjadi 

yang paling rentan dalam menghadapi perubahan iklim. Penyusunan 

kebijakan tata guna lahan yang efektif di wilayah ini menjadi suatu 

keharusan. 

Paradigma kebijakan berbasis data dan indikator lingkungan, dapat 

menjadi salah satu solusinya. Namun, hal ini menjadi sulit jika 

kecenderungan pemangku kepentingan masih terbatas pada upaya-

upaya struktur keras yang justru berpotensi menjadi bumerang 

terhadap keberlanjutan wilayah pesisir. Selain itu, komitmen finansial 

juga menjadi hal yang penting, mengingat upaya relokasi dan/atau 

penggantian nilai properti yang hilang akibat amblesan tanah 
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membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan sangat bergantung pada 

dinamika nilai lahan yang diacu oleh pasar. 

Pada akhirnya, lokalitas menjadi garda terdepan dalam penanganan 

bencana amblesan tanah ini. Berbagai alternatif yang dijelaskan pada 

tulisan ini menjadi penting untuk dipertimbangkan lebih jauh, 

kesesuaiannya dengan urgensi dan kondisi yang terjadi di lapangan. 
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